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KATA PENGANTAR

Tests dengan judul PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN UMUM
DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
meru pahan salah satu persyaratan dalam menyelesatkan pendidikan untuk
memperoleh gelar Magister Huhum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia Tesis in1 tidah munghkin hadir d1 hadapan kita tanpa bantuan
dan pertolongan serta herjasama dan berbagai pthak dan lembaga

Kepentingan umum sering kali diucapkan oleh orang di berbaga: tempat da
lam berbagai kesempatan Namun tidak semua orang mengetahur apa sebetulnya artt
dann kepentingan umum tersebut Tidah semua orang juga mengetahui bahwa
kepentingan umum merupahan salah satu asas huhum yang sifatnya unmn ersal
berlahu di semua negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindahan huhum
kon kmt berbeda beda antara negara y ang satu dengan yang lamn

Pembangunan infrastruktur jalan tol harus memperhatikan 2 (dua) aspek hu
hum yaitu pertama pengadaan tanah harena pembangunan infrastruktur jalan tol
memerlukan tanah yang sangat luas dimana tanah merupahan hak mulik y ang tidak
saja bernilar ekonomis tetapi juga bemilar magis religius kedua asas kepentingan
umum, karena tanah merupahan hak milik yang tidak boleh dirampas atau diambail
alih oleh siapapun terhecuali untukh kepentingan umum sesuar fungst sosial hak
milik yang tentunya harus diatur dalam undang undang

Untuh mendapathan gambaran mengenai asas kepentingan umum dan peng
adaan tanah dalam kaitannya dengan pembangunan jalan tol dalam tests mi1 dw
rathan tentang kajan teortis terhadap asas kepentingan umum, asas kepentingan
umum dalam lintasan sejarah pengadaan tanah menurut hukum positif d1 Indonesia
dan bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk

pembangunan jalan tol
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ABSTRAK

Nama Kasdin Simanjuntak
Program Studi Magster Huhum
Judul Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah

Untuk Pembangunan Jalan Tol

Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teor1 hukum yang
dite rapkan dalam peraturan perundang undangan suatu negara. Asas hepentingan
umum berlahu umversal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam
tinda kan huhum konkrt tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara
lainnya. Tesis in1 berusaha menjelashan apa yang menjadi hriteria kepentingan
umum bagaimana penerapan asas hepenfingan umum dalam ketentuan hukum
posiuf di Indonesia. masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol dan apakah jalan tol memenuh: kriteria kepentingan umum
Untuh menjelashan hal tersebut penulis melakukan kajian teontis terhadap asas
hepentingan umum dan analisis terhadap peraturan perundang undangan tentang
pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun tentang jalan

dan/atau jalan tol

Kata kunci

Penerapan asas hepentingan umum pengadaan tanah pembangunan jalan tol

n
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ABSTRACT

Name Kasdin Simanjuntak
Study Program Master of Law
Title Aplication of Public Interest Principle in Land Acquisttion

for the Construction of Toll Road

Public nterest principle 1s one of the principles in the theory of law which 1s applied
in the statutory regulation 1n a state Public interest principle 1s applicable universally
throughout states in the world even though 1ts applhication 1n concrete legal action 1s
not always the same from one state to another This thesis endeavors to explain what
become the criteria of public interest how 1s the application of public mterest prin
ciple in the provisions of positive law 1n Indonesia, wich legal 1ssues are arising n
the land acquisition for the construction of toll road and whether toll road fuifills the
criteria of public nterest To explamn this matter the writer has conducted theore
tical study towards public interest principle and analysis towards statutory regula
tions regarding land acquisition for the construction of public interes and regarding

road and/or toll road

Key words

Application public interest principle land acquisition construction toll road
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BAB 1
PENDAHULUAN

11 Lata: Belakang Masalah

Bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk melindung: segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kese
jahteraan umum '

Bahwa untuk mewujudkan tujuan negara tersebut - khususnya memajukan
Lesejahteraan umum - maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan® dalam
art1 yang seluas luasnya bark fistk maupun non fisth  di segala bidang di seluruh
wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia

Bahwa salah satu bentuk pembangunan secara fisik adalah pembangunan
infrastruktur® berupa pembangunan jalan tol Untuk melaksanakan pembangunan
jalan tol diperlukan tanah dalam jumlah yang cukup luas Bahwa untuk mendapathan
atau memperoleh tanah tersebut maka diperlukan suatu mekanisme yang disebut
sebagar pengadaan tanah *

Tanah sebagai harunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat

penting untuh membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Sehubu

! Lihat Indonesia Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Dalam Pembukaan (Preambule) UUD 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan negara yang salah
satunya adalah untuk melindung: segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum

% Lihat Sumtro Djojohadikusumo Perkembangan Penukwran Ekonomi Dasar Teori Ekononu
Pertumbuhan Dan Ekonomi Pembangunan Cetakan Kedua (Jakarta Pustaka LP3ES 1994) hal VI
disebutkan bahwa Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu di
tanda1 oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada ke
rangka susunan ekonoru masyarakat yang bersangkutan

3 Lihat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-
empat (Jaharta Balai Pustaka 1990) hal 331 Infrastruktur diartikan sebaga1 prasarana

4 Lihat Indonesia Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangun
an Untuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 sebagarmana telah dirubah dengan Pera
turan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perpres No 65 Tahun 2006 Lihat juga Keputusan
Prusidon Tentang Pengadaan Tanah Bagt Pulaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Keppres No 55 Tahun 1993

1 Universitas Indonesia
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ngan dengan hal tersebut dalam pelaksanaan pembangunan nasional digariskan ke
brjakan nasional di bidang pertanahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3)
Undang Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya. Penjelasan tersebut bermakna bah
wa kekuasaan yang diberikan kepada negara atas bumu air dan kekayaan alam yang
terhandung di dalamnya 1tu meletakkan kewajiban kepada negara untuk mengatur
pemilikan dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah
Ledaulatan negara Indonesia dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakvat °
Dalam Bahasa Indonesia, hata ‘tanah digunakan dalam berbagai pengertian
Misalnya saja, tanah dalam arti benda yang digunakhan sebagai bahan dasar pembu
atan bangunan tanah dalam pot bunga, tanah sebagar lahan pertaman dan berbagai
arti lannya ® Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah adalah
a Permuhaan bumu atau lapisan bumi yang di atas sehali
b Keadaan bum di suatu tempat
¢ Permukaan bum yang diber batas
d Bahan bahan dan bumu bumi sebagai bahan sesuatu (pasir cadas napal dan se
bagainya) |
Sebagar wadah atau sarana, tanah adalah benda yang mempuny at sifat unih
Dikatahan demukian karena di satu sist tanah adalah sumber daya non hayatt artinya
bahwa tanah adalah suatu benda yang tidak dapat memperbaharui dinnya menjadi
banyak Di sis1 yang lain tanah sangat dibutuhkan oleh setiap manusia Hampir tidak
ada kegiatan manusia yang tidak berkartan dengan tanah Manusia memerlukan wis
ma (rumah untuk tempat tinggal) marga (sarana perhubungan darat) karya (tempat
untuk berusaha) suka (tempat untuk rekreast) dan peny empurna (tempat peribadatan
pendidihan dan sebagainya) Dengan kata lain bahwa dalam perkembangannya, ke

butuhan manusia akan tanah i dapat dikelompokkan menjad: kebutuhan yang ber

* Boed1 Harsono Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agra
ria Dan Penjelasannya (Jakarta Djambatan 2003) hal 173

% Irene Eha Sthombing Seg: Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pem
bangunan Cetakan Pertama (Jakarta Penerbit Umversitas Trisakti 2005) hal 5

" Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Op Cit hal 893

Universitas Indonesia
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sifat pribadi untuk kegiatan usaha, uniuk kegiatan kegiatan khusus dan untuk ke
pentingan umum 8

Falsafah Indonesia dalam honsep hubungan antara manusia dengan tanah me
nempathan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan (kedwi
tunggalan) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam
kerangka kebutuhan seluruh masyarakat sehingga hubungannya tidak bersifat indivi
dualistis semata, tetapi lebih bersifat kolekuif dengan tetap memberihan tempat dan
penghormatan terhadap hak perseorangan °

Pengertian ‘tanah dalam Hukum Agraria tentunya tidak sama dengan peng
erian tanah pada umumnya Dalam Huhum Agrana, hata ‘tanah dipakar dalam
art1 yuridis hal mana dapat dyumpai dalam Undang Undang Pokok Agraria, yang

menyatahan sebagat berihut '°

(1) Atas dasar hak menguasar dan Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentuhan adanya macam macam hak atas permukaan bum: yang
disebut tanah yang dapat diberihan kepada dan dipunyai oleh orang orang
bath sendiri maupun bersama sama dengan orang orang lamn serta badan
badan huhum
(2) Hak hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 memben we
wenang untuh mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula
tubuh bumu dan air serta ruang yang ada di atasnya sehedar diperluhan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah 1tu dalam
batas batas menurut Undang undang i1 dan Peraturan peraturan hukum lain
yang lebih tingg1

Dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas jelas bahwa tanah dalam pengertian
yuridis adalah permukaan bumi Sedanghan hak atas tanah yang dipuny a1 adalah hak
atas sebagian tertentu permuhaan bumi yang terbatas berdimenst dua dengan ukuran

panjang dan lebar

8 Irene Eka Sthombing Op Cif hal 6

Maria S W Soemardjono Kebyakan Pertanahan Antara Regulast Dan Implementast Cetakan
Pertama (Jakarta Penerbit Buku Kompas 2001) hal 158

" Indonesia Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agtaria UU No 5 Tahun
1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)
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Dar1 ketentuan Pasal 4 ayat (2) d1 atas dapat dijelaskan sebagar berikut

a Bahwa yang dipergunahan darr hak atas tanah 1tu adalah tanahnya, dalam penger
tian sebagian tertentu dan permuhkaan bumi

b Bahwa wewenang menggunakan tanah tersebut diperluas hingga meliputi juga
sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air yang ada di dalam mau
pun dt atas tanah serta ruang yang ada di atas tanah

¢ Bahwa wewenang menggunakan {anah tersebut dibatasi hanya sekedar diperlu
han untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah
dimaksud

Berdasarkan fungsinya, dapat dibedakan fungsi tanah di pedesaan dan fungs:
tanah di perhotaan Di pedesaan tanah berfungsi sebagai faktor produksi yartu tem
pat untuk bertani dan berkebun untuk membudiday akan tanaman tanaman y ang pada
gilirannya ahan meningkathan penghasilan masyarakat petan1 desa. Sedanghan di
perkotaan tanah berfungsi sebagai sarana untuk membangun rumah tempat tinggal
tempat usaha. perhantoran jalan sarana rehreast sarana peribadatan pendidikan
dan sebagamya *!

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur selalu dikarthan dengan
Kepentingan umum Pengertian kepentingan umum dalam prahtehnya sangat sulit
untuk didefenisthan Bahkan dalam peraturan perundang undangan sekalipun peng
ertian kepentingan umum tersebut selalu berubah ubah sejalan dengan orientast poli
tith pembangunan pemerintah

Kepentingan umum didefenisikan sebagai kepentingan yang menyangkut
hajat hidup orang banyak berfungst melay an1 dan memenuhi kebutuhan masy arakat
dimana hal hal mengenai fungst kontrol tarif pembagian keuntungan dan kepemili
hannya diatur dengan Peraturan Daerah

Transportas: merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagar urat nadi

kehidupan dan perkembangan ekonomu sosial poliik dan mobilitas penduduk yang

! Irene Eka Sihombing Op Cit hal 9

2 Arie Subant: Hutagalung Tebaran Pemiku an Seputar Masalah Hul-um Tanah Cetakan Pertama
—————————(Jakarta Lembaga Pemberdaysan Hihum Indonesia, 2005) hal 158 159
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tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadt dalam berbagai bidang
dan sektor tersebut ' Dt dalam dunia transportast terdapat unghapan shup follow
the trade and trade follow the ship Kata ship follow the trade mengandung mak
na bahwa transportasi (ship) mengikuti perkembangan maupun kemajuan aktifitas
perdagangan masyarakat Dan kata trade follow the ship berarti pula bahwa perkem
bangan kegiatan perdagangan suatu masyarakat tergantung pada transportasi (shp) **

Jalan tol sebagai salah satu bagian dar transportasi mempunyai peran yang
sangat vital dan strategis dalam meningkatkan perekonomian negara Akan tetapi
pro dan kontra terhadap heberadaan jalan tol sering terjadi baik dalam tataran akade
mus maupun praktis bisnis Pro dan kontra tersebut meliputi apakah jalan tol dapat
dikategorihan sebagai hepentingan umum atau tidah apakah pthak swasta dapat
membangun dan mengelola jalan tol apakah tidak sebaiknya pemernntah saja yang
membangun dan mengelola jalan tol tersebut

Pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintah melalur perusahaan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) sepert1 PT Jasa Marga (Persero) Tbk maupun perusa
haan swasta, sering mendapat penolahan (resistensi) dari masy arakat dengan alasan
bahwa aset negara yang menyanghkut kepentingan rakyat banyak seharusnya diguna
han untuk sebesar besar kesejahteraan rakyat sesuat dengan ketentuan Pasal 33 Un
dang Undang Dasar 1945 bukan untuk diobral atau diyual ke pithak swasta apalagi
pthak asing

Dalam penehitian m penulis ingin membahas lebih jauh mengenai penerapan

asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol

1 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka timbul suatu pertanyaan apakah ada para

meter atau ukuran atau kriteria yang dapat digunakan sebagai patokan di dalam me

13 Rustian Kamaluddin Ekonom Transportasi Karakteristih, Teort Dan Kebyakan Cetakan Per
tama (Jakarta Ghalia Indonesia 2003) hal 23

" Marmgan Masry Simbolon Fkorom Transportast Cetakan Pertama (Jakarta Ghalia Indonesia
2003) hal 4
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nentukan suatu pembangunan merupakan kepentingan umum Berdasarkan hal terse
but maha yang menjad: pohoh permasalahan dalam penelitian i1 adalah
Apa yang menjadi kriteria kepentingan umum ?
Bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif di
Indonesia ?
¢ Masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

jalan tol ?

o,

Apakah jalan tol memenuhi kriteria kepentingan umum ?

13 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarhan permasalahan di atas maka tujuan dan manfaat penelitian i

adalah sebagai berikut

131 Tuuan Penelitian
a Untukh mengetahui kritena kepentingan umum
b Untukh mengetahui penerapan asas hepentingan umum dalam ketentuan
hukum positif di Indonesia
¢ Untuh mengetahur masalah huhum apa yang muncul dalam pengadaan
tanah untuk pembangunan jalan tol
d Untukh mengetahw1 apakah jalan tol memenuln kntenia kepentingan

umum

132 Manfaat Penelitian
a Untukh mengetahui sejauh mana asas kepentingan umum diterapkan da
lam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
b Untuk mengetahui bagaimana asas kepentingan umum sebaiknya diru
muskan dalam menghadapt pembangunan yang dilaksanakan oleh pe

menntah untuk kepentingan umum

Universttas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



14 Kerangka Teor1 dan Konsep

Tanah mempunyat heduduhan yang amat penting bagt manusia, masyarakat
dan negara Manusia sebagai makhluk individu yang sekaligus sebagar mahkluk sosi
al selalu mempunyai heterihatan dengan tanah baik untuk kehidupan maupun peng
hidupannya Pemilikan tanah dimunghinkan secara pribadi namun demikian peman
faatanny a harus memperhatihan kepentingan masyarahat dan negara Demukian pula
untuh memenuhi keperluan yang lebih besar oleh masyarakat dan negara, suatu hak
atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti rugi yang layak '

Hukum Tanah Nasional yang pokok pokoknya tercantum dalam Undang Un
dang Pokok Agraria merupahan pelaksanaan langsung dan Pasal 33 ayat (3) Undang
Undang Dasar 1945 sekaligus juga merupakan pengejawantahan aspirasi bangsa In
donesia dalam pembaharuan Hukum Tanah Nastonal *°

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Ta
nah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuh Kepentingan Umum pada tanggal 3 Mei
2005 mengganti Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Ta
nah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilatarbelakang:
oleh
a Teradmnya peningkatan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlu

kan tanah pengadaan tanahnya perlu dilakukan secara cepat dan transparan de
ngan tetap memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak hak yang sah atas
tanah

15 Lihat Indonesia Undang Undang Tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda
lang Ada Di Atasnya UU No 20 Tahun 1961 LN Tabun 1961 No 288 TLN No 2324 Dalam Pasal
1 disebuthan bahwa Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta he
pentingan bersama rakyat demikian pula hepentingan pembangunan maka Presiden dalam keadran
yang memaksa setelah mendengar Mentenn Agraria Mentent Kehakiman dan Menten yang bersang
kutan dapat mencabut hak hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya

16 Arie Suhant1 Hutagalung Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Dalam Hukum Pertanahan In
donesia hal 1 Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perpres No 36 Tahun 2005 Untuk
Siapa vyang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Industri & Jasa Konstruks:
Indonesia (LPKJ) d1 Wisma Antara Jakarta 10 Agustus 2005

Y Ibid hal 3
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b Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum seba
gaimana telah ditetaphan dengan Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 1993 su
dah tidak sesuai dengan landasan huhum dalam rangha melaksanakan pembang
unan untuk kepentingan umum

Apa yang dimaksud dengan hepentingan umum sampai saat in1 masth menja

di perdebatan Dalam Peraturan Prestden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presi

den Nomor 36 Tahun 2005 disebuthan bahwa kepentingan umum adalah kepenti

ngan sebagian besar lapisan masyarakat '®

Secara teoritis filosofis kepentingan umum sangat sulit untuk didefenisihan
Kepentingan umum merupakan vage begr ip sehingga tidak pernah bisa menjadi nor
ma peraturan perundang undangan yang jelas dan tegas (vage normen) 19

Makna kepentingan umum menurut J.J Rousseau adalah hak hak individu
vang diserahkan kepada penguasa untuhk dilaksanakan yang meliputi hak untuk hi
dup tentram hak ketertiban hak perlindungan hukum Kepentingan umum adalah

Lepentingan masyarakat yang setiap individu tidah melaksanakannya sendirt sen

dir1 ° Dar1 pengertian tersebut dapat ditarih unsur unsur sebagar berikut

a Kepentingan umum merupahan hak hak rakyat yang diserahkan pengurusannya
Lhepada negara

b Kepentingan umum berorientasi pada kesejahteraan

¢ Kepentingan umum merupahan hak rakyat yang secara mdividual tidak dapat di
laksanakannya

Kepentingan umum terahomodir dalam perehonomian yang dilandasi oleh

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Dalam Penjelasan Pasal 33 tersebut dikatakan
bahwa

18 I_1hat Indonesta Peraturan P1 esiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangun
an Untul Kepentingan Umum Perpres No 65 Tahun 2006 jo Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 1

angka 5

¥ Dikutip kembali dant Gunanegara Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum
(D1sertast doktor Unuversttas Airlangga Surabaya 2006) hal 11

®Von Schmud Akl Pemikar Bangsa Negara dan Hukum (Pembangunan Jakarta 1954) hal 62
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Dalam Pasal 33 tercantum dasar Demokrast Ekonomi produksi dikerjakan
oleh semua, untuk semua di bawah pimpiman untuk pemilihan anggota ang
gota masyarakat Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan ke
makmuran orang seorang Sebab itu perehonomuan disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan Bangun perusahaan yang sesuai de
ngan 1tu adalah koperasi Perehonomian berdasarkan atas Demohrast Ekono
mi kemahmuran bagi segala orang Sebab itu cabang cabang produksi yang
penting bagr Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai
oleh negara Kalau tidak tampuk produks jatuh ke tangan seorang yang ber
huasa dan rakyat yang banyak ditindasnya Hanya perusahaan yang tidak
menguasal hajat hidup orang banyak boleh berada ditangan orang seorang
Bumi air dan khekayaan alam yang terhandung dalam bumi adalah pokok
pohok kemakmuran rakyat Sebab 1tu harus dikuasai oleh negara dan dipergu
nakan sebesar-besamya untuk hemakmuran rakyat %!

Kepentingan rakyat secara heseluruhan yang menyanghut kepentingan hajat

hidup orang banyak dapat dilihat dan berbagai pengertian yang lebth mengarah pada

Kepentingan umum D1 sint kepentingan umum merujuk pada kepentingan publik

Pengertian tersebut di antaranya

a Public Service adalah suatu pelayanan terhadap kebutuhan masy arahat yang ber

b

stfat umum dan karena ttu dapat dituntut agar dilahsanahan Pembern pelayanan
i1 dapat berupa perorangan ataupun perusahaan yang diberihan kewenangan
oleh pemerintah yang merupakan perwujudan nyata hak dan tanggungjawabnya
Lhepada hepentingan umum 4

Public Unliry adalah berupa pelayanan atas komoditas dan jasa dengan menggu
nakan sarana dan fasilitas milik umum yang dapat dilakukan oleh orang atau su
atu badan hukum keperdataan dan dilahukan dengan tanpa diskrniminasi berlahu
bagi seluruh lapisan masyarakat dilakuhan dengan efisien dengan kontra pres
tast bagi pithak pelayan berupa sebuah nilar harga yang masuk akal dan dimung

kinhan cuma cuma sepanjang beralasan yang dapat diterima oleh akal secara

21 11hat Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen

? Henry Campbel Black, Black s Law Dictionary 6% ed (St Paul Minnesota West Publishing

1990) hal 1231
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umum Kepentingan umum terlihat dan sarana dan fasilitas milik umum yang di
butuhkan dan dimanfaathan oleh masyarakat >

¢ Public Welfarc adalah kesejahteraan masyarahat secara umum yang merupahan
hak masyarakat yang dibedakan dar1 keuntungan orang perorang atau sekelom
pok masyarakat **

Dar uraian latar belakang tersebut di atas kiranya menjadi sangal penting
uniuk menghap lebih dalam mengenar Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Untukh menghindan penafsiran yang heliru mengenar istilah istilah yang di
pergunakan dalam penulisan tesis imt maka berthut it diurathan defenist konsep
operasional dan istilah istilah dimaksud Dalam penulisan tesis i1 beberapa istilah
yang digunahkan sebagar honsep operasional adalah
a Penerapan penhal mempraktikhan %

b Asas adalah huhum dasar dasar atau dasar cila cita *®

¢ Kepentingan Umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
Lepentingan bersama dari rakyat demihian pula kepentingan pembangunan *

d Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapathan tanah dengan cara
memberihan gantr rugt hepada y ang melepashan atau meny erahhan tanah bangu

nan tanaman dan benda benda yang berhartan dengan tanah

) Ibid hal 1232

R Ibrahmn Pr ospeh BUMN Dan Aepentingan Umum (Bandung Citra Aditya Bakti 1997) hal
40

3 Departemen Pendidihan Dan Kebudayaan Op Ciz hal 93>
? Ibid hal 52

? Indonesia Undang Undang Tentang Pencabutan Halk hak Atas Tanah Dan Bunda Benda Yang
Ada Dr Atasrna UU No 20 Tahun 1961 LN Tahun 1961 No 288 TLN No 2324 Lihat juga
Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagr Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 5 Bandingkan dengan Keputusan Presiden Tentang
Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepenungan Umum Keppres No 55
Tahun 1993 Pasal 1 angka 3 Kepentingan umum adalah kepetingan seluruh lapisan masyarakat

% Indonesia Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun

2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Per
pres No 65 Tahun 2006 Pasal 1 angha 3 Bandinghan dengan Peraturan Presiden Tentang Penga
——daan-Tanah-Bagi—Pelaksanaan-Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No 36 Tahun
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e Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali permukaan
bum yang, diberr batas %’

f Pembangunan adalah proses perbuatan cara membangun °

g Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan
sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibhan membayar tol

h Jalan Umum, adalah jalan yang diperuntukkan bag lalu lintas umum 2

1 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan ter
masuk bangunan pelengkap dan perlenghapannya yang diperuntukhan bagi lalu
lintas yang berada pada permuhkaan tanah dt atas permukaan tanah di bawah
permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecualr jalan hereta
apt jalan lor1 dan jalan kabel *

1 Tol adalah sejumlah uwang tertentu yang dibayarhan untuk penggunaan jalan
tol *

Lk Pengguna Jalan Tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor

dengan membayar tol *

2005 7Pasal 1 angha 3 Bandingkan juga dengan Reputusan Pi esiden Tentang Pengadaan Tanah Bag
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Repentingan Umunm Kepres No 55 Tahun 1993 Pasal 1 angha 1

¥ Departemen Pendidihan Dan Kebudayaan Op Cit hal 893

* Ibid hal 77

! Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132
TLN No 4441 Pasal | angka 7 Lihat juga Indonesia Peratfuran Pemerintah Tentang Jalan Tol PP
No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasal 1 angka 2

% Ibid Pasal 1 angka 5 Lihat juga Indonesia Peraturan Pomcr intah Tontang Jalan Tol PP No 15
Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasal 1 angha 1

¥ Ibid Pasal 1 angka 4

3 Ibid Pasal 1 angka 8 Lihat juga Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol PP No
15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasal 1 angka 6

¥ Indonesia Peraturan Pemermtah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005
No 32 TLN No 4489 Pasal 1 angka 7
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15 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunahan adalah metode penelitian hepustakaan
yang bersifat yuridis normatif © atau penelitian normatf >’ Penelitian i1 didasarkan
kepada analisis terhadap norma hukum, dalam arti law as 1t 1s written in the books
(dalam peraturan perundang undangan) ® sehingga obyek yang dianalisis adalah
norma hukhum dalam peraturan perundang undangan °

Metode 11 bertujuan untuk mendapathan gambaran sehubungan dengan mater:

yang akan dibahas yang dalam hal i1 adalah mengenai penerapan asas hepentingan
umum dalam pengadaan tanah untuh pembangunan jalan tol secara teontis dan ana
lists beserta aspek aspek yuridisnya

Data kepustakhaan yang diperoleh digolongkan dalam 2 (dua) bahan hukum
yaitu bahan bahan hukum primer (pr:1mary sources) dan bahan bahan huhum sekun
der (secondary souices) Bahan bahan pnimer meliputi produk lembaga legislatif
maupun parliament s delegates eksehutif ** dalam hal mi adalah Undang Undang
Pokok Agrana, Undang Undang Tentang Jalan Peraturan Pemerintah Tentang Jalan
Tol Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangha Menengah Nasional
2004 2009 Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan perun
dang undangan lainnya yang relevan Sedanghan bahan huhum sehunder meliput:

buku buku jurnal tulisan tulisan dan makalah

* Lihat Soerjono Soehanto dan St Mamudyt Penelitian Hukum Normanf Suatu Tinjauan Singhat
(Jakarta PT RajaGrafindo Persada 2003) hal 2

7 Lihat St Mamudyi ef al Aletode Penelitian Dan Penultsan Hukum (Jaharta Badan Penerbit
Takultas Hukum Umnversitas Indonesia 2005) hal 9
Antara lamn disebuthan bahwa Penelitian Nermatif mencakup penelitian menarih asas hukum
penelitian sistematik hukum penelitian taraf sinkronisast peraturan perundang undangan penelitin
perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum

® Rosa Agustina Perbuatan Melawan Hukum Suatu Timjauan Perbandingan Hukum (Jakarta
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2006) hal 31 31

¥ Inosentius Samsul Perlindungam Konsumen Kemunghkan Penerapan Tanggungjawab Mutlak
(Jakarta Pascasarjana Fakultas Hukum Umversitas Indonesia 2004) hal 36
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Data sekunder terdini dan dua macam ' yaitu yang bersifat pribadi dan ber
sifat umum Data sekunder yang bersifat pribadi diperoleh dari bahan pustaka seperti
buku buku hukum, jurnal hukum, kliping majalah dan kliping surat kabar Sedang
kan data sehunder yang bersifat umum adalah Undang Undang Pokok Agraria,
Undang Undang Tentang Jalan Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol Peraturan
Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 2009
Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksa
naan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan peraturan perundang-undangan
lainnya yang relevan
Adapun data sehunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis it dilihat
dari sudut kehuatan mengihatnya,*? digolongkan he dalam
a Bahan huhum primer yaitu bahan hukum yang mengihat yang meliputi peratur
an perundang-undangan dan peraturan peraturan lainnya yang berlaku yang ter
hait dengan penulisan tesis in1 di antaranya adalah Undang Undang Pokok Agra
na, Undang Undang Tentang Jalan Peraturan Pemernntah Tentang Jalan Tol
Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panmjang Nasional
2004 2009 Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuh Kepentingan Umum dan peratur
an perundang undangan lainnya yang relevan

b Bahan hukum sehunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan me
ngenai bahan hukum primer yang mehputi buku buku hukum, jurnal hukum
majalah hukum, artikel dan makalah makalah 1lmiah

¢ Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberihan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukhum primer dan sehunder yang meliputi kamus hukum, alma
nak ensikloped: prospektus anggaran dasar perseroan terbatas media massa
sepertt majalah dan surat kabar serta lain lain yang memuat penulisan y ang dapat

dipergunakan sebagai informasi bagt penulisan tesis im

4l Soerjono Soekanto Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di In donesia (Jakarta Kurma Esa
1982) hal 134 135

2 Ibid
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Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepus
tthaan Studr kepustahaan dilakukan di perputahaan Fakultas Huhum Universitas In
donesia di Depoh dan Salemba, perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Indone
sta di Depok perpustakaan Fakulltas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indo
nesia d1 Depoh perpustakaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Jakarta, perpusta
Lkaan CSIS di Jakarta, dan perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di
Jakarta, serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta

16 Sistematika Penulisan
Tesis mi terdint dann 5 (lma) bab dengan sistematiha penulisan sebagat beri
kut
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab 11 akan diurathan tentang latar belahang penulis meng
ambil tema Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan
Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol pokok permasalahan yang akan
dibahas tujuan penehtian dan manfaat penelitian yang selaras dengan
pokok permasalahan kerangha teoni dan honsep yang bersi teor teor
yang berhaitan dengan matert yang ahan dibahas dan konsep opera
sional metode penelitian yang digunahan serta sistematiha penulisan

yang berisi herangha pembahasan dar1 Bab [ sampai Bab V

BABII  Dalam bab i akan dibahas tentang Kajian Teortis Terhadap Kepen
tingan Umum dimana hal hal yang akan diurathan adalah mengena
sejarah asas hepentingan umum 1stilah kepentingan umum doktrin ke
pentingan umum pengertian asas hepentingan umum asas kepentingan
umum berlaku universal sifat kepentingan umum hakikat kepentingan
umum karahteristik kepentingan umum kriteria kepentingan umum sy a
rat kepentingan umum jenis jenis kepentingan umum kategon kepen
tingan umum tujuan kepentngan umum, unsur unsur kepentingan

umum, konsep kepentingan umum dan perbandmngan konsep kepenting
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BAB III

BAB IV

15

Dalam bab 1m akan dibahas mengenar Asas Kepentingan Umum Dalam
Lintasan Sejarah Pengadaan Tanah Menurut Hukum Positif Dt Indone
sia, antara lain mehputi pada masa berlakunya sistem tanam paksa
(cultuurstelsel) pada masa berlakunya Agrarische Wet pada masa
berlahunya Undang Undang Pokok Agraria pada masa berlahunya
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 pada masa berlakunya Instruk
st Presiden Nomor 9 Tahun 1973 pada masa berlakunya Peraturan Men
ter1 Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 pada masa berlakunya Pera
turan Menteri Dalam Negert Nomor 2 Tahun 1985 pada masa berlaku
nya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 pada masa berlahunva
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan pada masa berlakunya

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006

Dalam bab mi1 akan dibahas Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol yang meliputt pem
bangunan nfrastruktur kerjasama pemerintah swasta dalam pembangu
nan mfrastruktur jalan tol sebagai infrastruktur transportast peranan
pemenntah dalam proyek mfrastruktur jalan tol pengadaan tanah dan
pensy elenggaraan jalan tol dasar huhum pengadaan tanah untuk pemba
ngunan jalan tol dasar hukum penyelenggaraan jalan tol peran PT Jasa
Marga (Persero) dalam operasional jalan tol badan pengatur jalan tol
pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
pthak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol maksud dan tujuan
penyelenggaraan jalan tol masalah hukum dalam pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol perkara jalan tol d1 pengadilan perkara tentang
kepentingan umum d1 pengadilan Indonesia, perkara tentang kepentingan
umum d1 pengadilan Amerika Serikat serta penerapan asas kepentingan

umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol
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BABV  Dalam bab terakhir im penulis membuat kesimpulan terhadap pemba
hasan yang telah diurathan dalam bab bab sebelumnya yang berhantan
dengan pokok permasalahan dalam Bab I serta saran saran penulis yang

berkaitan dengan materi penulisan dalam tesis in1
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BAB Il

KAJIAN TEORITIS TERHADAP ASAS
KEPENTINGAN UMUM

21 Sejarah Asas Kepentingan Umum

Hukum Ekonomu secara sederhana dapat diartihan sebagai huhum yang me
ngatur tentang aspek huhum dan kegiatan ekonomi yang banyak dipengaruhi oleh
huhum hukum lamnya, yartu hukum perdata, hukum pidana, hukum nternasional
hukum tata negara, huhum administras: negara, dan lain lain Sedanghan Teort Hu
kum* dapat dikatakan sebagar salah satu cabang ilmu huhum yang secara gars be
sarnya dapat dibagi dalam dua golongan besar yakni teon hukum tradisional* dan
teor1 hukum modem *

Sebagaimana diketahui bahwa asas asas hukum pengertian pengertian hu
hum lembaga lembaga huhum pranata-pranata huhum maupun haedah haedah hu
kum yang dikenal dewasa 1 adalah merupakan hasil penemuan dar ahli ahli fil
safat (filsuf) pada zaman dahulu kala, yang dituangkan dalam teort hukum yang sa
lah satunya adalah Teor1 Huhum Ekonomu

Paul Scholten mengatakan bahwa asas huhum adalah merupakan pikiran
pilran dasar yang terdapat di dalam dan di belahang sistem huhum masing masing

dirumuskan dalam aturan aturan perundang undangan dan putusan putusan hahim

# Lihat Jan Gyjssels dan Marh van Hoeche Apakah Teor: Hukum Itu ? [Wat 1s Rechtsteorie 7] di
tegemahkan oleh B Anef Sidharta (Bandung Laboratonum Hukum Fakultas Hukum Universitas Ka
tolik Parahyangan 2000) hal 77 disebutkan bahwa ‘Teon hukum adalah cabang dari 1lmu hukum
vang dalam suatu perspektif mnterdisipliner secara hntihal menganalisis berbagal aspek dari gejala hu
kum masing masing secara tersendirt dan dalam kaitan keseluruhin mereha baik dalam konseps: teo
retihal mereka maupun dalam penjabaran praktikal mereka dengan mengarah pada suatu pemahaman
vang lebih baik dalam dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan bahan yuridikal terber: 1

“1_that Munir Fuady Aflwan Hulkum Krnis Paradigma Ketidakberdavaan Hukum Cetakan Perta
ma (Bandung PT Citra Aditya Bakti 2003) hal 1 disebutkan bahwa Teon hukum tradisional
mengajarhan bahwa hukum merupahan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkimkan
masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya Teon hukum tradisional terdin dari maz
hab formalistis mazhab sejarah dan kebudayaan aliran utilitariamisme aliran socrological jurispru
dence aliran realisme hukum dan aliran hukum alam

“ Ibid disebutkan bahwa Para reoretrst postmodern percaya bahwa pada prinsipnya hukum tidak
mempunyar dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpyak dan

hukum yang ada hanya kekuasaan Aliran hukum modern terdin damn critical legal studies dan
economic analysts of lan
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berkenaan dengannya ketentuan ketentuan dan keputusan keputusan individual dapat
dipandang sebagar penjabarannya “°

Tentunya di dalam hukum 1tu sendir sangat banyak asas asas yang terhan
dung sehingga berlaku atau dianut musalnya asas pacta sun servanda asas itikad
baith asas headilan asas legalitas asas hepentingan umum dan lam lain

D1 Eropa kepentingan umum baru timbul sekitar abad ke 19 sebagat reakst
dar1 penerapan dan penggunaan hak milik secara mutlak dan formalistis di dalam
masa puncak perkembangan kapitahisme dan industrialisasi *’ Latar belakang lahur
nya asas kepentingan umum tidak terlepas dari adanya desahan paham etis dan sosi
alis terhadap paham mindividualistis vang tidah mencermunhan Lheadilan harena mem
berikan peluang yang luas kepada golongan ekonom: kuat untuk golongan ekonom
lemah *® Masyarahat mengmgmhan agar pthak yang lemah lebih banyak mendapat
han perlindungan dar pemerintah Berdasarkan hal 1tu maka kehendak bebas tidak
lagi dibenhkan dalam arti mutlak tetap1 dibert art1 relatif yang selalu dikaitkan dengan
Khepentingan umum Pemenntah sebagal pengemban kepentingan umum menjaga he

seimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat

22  Istilah Kepentingan Umum

Istilah kepentingan umum merupahan suatu konsep yang bersifat begitu
umum jang belum memberihan penjelasan secara lebih spesifik dan termct untuk
operasionalisasinya sesuar dengan mahkna yang terhandung di dalam istilah terse

but ¥

* Lihat J J H Bruggink Refleks: Tentang Hukum Cetahan Kedua [Rechts Reflecties] diterjemah
kan oleh B Arief Sidharta (Bandung PT Citra Aditya Bakti 1999) hal 119 120

% CF G Sunaryat1 Hartono Beber apa Pemilaran Ke Arah Pembaruan Hukum Tanah (Bandung
Alumm 1978) hal 120

1 1hat Salim H S Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia Buku Kesatu Ceta
kan Pertama (Jakarta Sinar Grafika, 2003) hal 10

“ A A Oka Mahendra Menguak Masalah Hukum Demolkrasi Dan Pertanahan Cetakan Pertama
(Jakarta Pustaka Sinar Harapan 1996) hal 279
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Dalam literatur yang ada, kepentingan umum lazim disebut sebagai public
purpose soctal purpose general purpose common purpose collective purpose atau
public need public necessity public interest public function public utthty dan
public use

Istilah kepentingan umum kadang kadang juga dipersamakan dengan utilitas
umum ataupun fasilitas sostal padahal masing masmg ketiga 1stilah tersebut pasti
mempunyal arti yang berbeda Utilitas umum adalah bangunan bangunan yang dibu
tuhkan dalam sistem pelayanan linghungan yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah antara lain jaringan air bersth jaringan listnik jaringan gas jaringan
telepon terminal anghutan umum/bus shelter hebersthan/pembuangan sampah dan
pemadam kebakaran *° Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat
dalam lingkungan pemukiman antara lain pendidikan, kesehatan perbelanjaan dan
niaga pemerintahan dan pelayanan umum peribadatan rekreasi dan hebudayaan

olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakaman umum *'

23 Doktrin Kepentingan Umum

Michael G Kitay menyatakan bahwa doktrin kepentingan umum di berbaga:
negara diehspresthan dengan 2 (dua) cara, yartu >
a Pedoman Umum (gener al quidelines)

Dalam hal 11 negara hany a menyatakhan bahwa pengadaan tanah dibutuhhan
untuk heperluan kepentingan umum (public putpose) Negara yang menggunahan

pedoman umum 11 biasanya tidak secara eksplisit mencantumhan dalam peraturan

perundang undangan tentang bidang kegiatan apakah yang disebut sebagai kepen
tingan umum jadi pengadilanlah yang secara kasuistis menentukan dan memutuskan

apahah yang disebut sebagai hkepentingan umum

*0 Lihat Departemen Dalam Neger: Peraturan Menter: Dalam Neger1 Tentang Penyerahan Prasa
rana Lingkungan Utiitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah
Permendagn No 1 Tahun 1987 Pasal 1 huruf ¢

5! Ibid Pasal 1 huruf d

32 Michael G Kutay Land Acquisition m Developing Countries Policies and Procedure of the
Public Sector (Boston USA Lincoln Institute of Land Policy 1985) hal 40
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Sebagar contoh negara India Pada awalnya peraturan tentang pengadaan
tanah tidah secara tegas merinct bidang bidang hegiatan apa saja yang termasuk
dalam kepentingan umum Akan tetapi sejalan dengan perkembangan pembangunan
akhimy a pengadilan melalur putusan putusannya menetapkan bahwa bidang bidang
pembangunan sepertt ladang pembibitan kanal ingas: pusat pendidikan dan pelatih
an pusat pusat pendidihan dasar taman bermain dan perbelanjaan bagi pegawa
pemerintah daerah jalan tapak rumah untuk orang miskin serta rumah untuk pega
wat pemerintahan ditetaphan sebagai kepentingan umum >

Hal yang sama juga berlahu di Amerika Serikat dimana pengadilan mempu
myar peranan penting dalam menentuhan dan memutushan apakah suatu hegiatan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau tidak Setelah pengadilan menetap
kan bahwa kegiatan dimaksud merupakan kepentingan umum maha eminent domain
dapat dilaksanakan sehingga tanah tanah pribad: dapat dibebashan dengan pembaya

ran kompensast yang adil >*

b Ketentuan ketentuan daftar (/ist provisions)

Dalam hal mm kepentingan umum tersebut secara eksplisit telah ditentukan
dalam suatu daftar Misalnya sehkolah jalan bangunan pemernntah dan sejenisnya
Jad1 kepentingan yang tidak ditemukan dalam daftar tersebut tidak bisa dijadihan se
bagai dasar pengadaan tanah

3% Lihat Om Prakash Anggarwala et al Compulsory Aequisition of Land in India Commentan on
the Acquusition of Land Act I of 1894 (New Dellu India The Umiversity Book Agency 1993) hal
101 104

4 Jesse Dukememer Property Gilbert Law Summarie Wrnitten by the Nation Most Acclaimed

Law Professor adaptable to all major Casebook 1991 1992 h 313 Dikutip kembali dar1 Arie Su

kant1 Hutagalung Tigyauan Kritis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (Khususnya
Menyangkut Pengertian Kepentingan Umum) hal 10 Makalah 1m dipresentasikan pada Lokaharya

Pengadaan Tanah Kebyakan dan Implernentast Perpres 36/2005 Terhadap Pengadaan Tanah Bagt

Pembangunan Infi astruktur  yang diselenggarahan oleh Pusat Pengkajian Ekonomi Dan Pembangun
——— ———— —an DPrerah (Puspenda) di Jakarta pada tanggal 24 Agustus2005_ ___ _
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Sebagai contoh Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
secara limrtatif telah duetaphan dafiar kegiatan yang termasuh dalam kepentingan

umum >

24 Pengertian Asas Kepentingan Umum

Kata asas berarti hukum dasar dasar (sesuatu yang menjad! tumpuan berfi
kir atau berpendapat) dasar cita cita (perhumpulan atau organisasi) % Kata asas
sering diranghai dengan kata berihutnya sehingga dikenal asas bilateral asas kea
dilan asas keturunan asas patrilineal asas praduga tak bersalah asas kelahiran asas
tunggal asas universal dan lain lain

Kata Lkepentingan berarti keperluan kebutuhan contohnya mendahulukan
kepentingan umum >’ Kata umum berarti untuk orang banyak untuk orang siapa
saja, orang banyak khalayakh ramai contohnya bus umum kepentingan umum ka
mar mand! umum, rapat umum >°

Konsep kepentingan umum tidak pernah dirumuskan dengan memadar oleh
hukum positif hal 1 merupakan konsekuens: dart konsep kepentingan umum y ang
tidak dapat didefimsikan pengertiannya >° Maria S W Sumardjono mengatakan bah
wa kepentingan umum sebagar konsep tidah sulit dipaham tap: tidak mudah didefi
nisthan ° Hal yang sama disampaihan oleh Syafrudin Kalo dengan mengatakan bah
wa masalah kepentingan umum secara honsepsional sangat sulit didefimisikan ter

lebih lebth kalau dilihat secara operasional *

5 Lihat Indonesia Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Pe raturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres No 65 Tahun 2006 Pasal 5

3 Lihat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Op Cit hal 52

" Itid hal 665

% Ibid hal 989

% Gunanegara, Op Cit hal 48

% Maria S W Sumardjono Kebyakan Pertanahan Antara Regulas: dan Implementast Edisi Rev1s1
Cetkan Ketiga (Jakarta Penerbit Buku Kompas 2005) hal 73
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Jan Gussel menyampatkan pendapatnya bahwa kepentingan umum merupa
han pengertian Kabur (vage begrip) sehingga tdak munghin dunstitusionalisasihan
ke dalam suatu norma hukum yang apabila dipaksakan akibatnya akan menjadit nor
ma kabur (vage normen) * Selanjutnya J J H Bruggink menyatakan bahwa kepen
tingan umum sebagai suatu pengertian yang habur artinya suatu pengertian yang
isinya tidak dapat ditetaphan secara tepat sehingga linghupnya tidak jelas ® Cara
vang tepat untuk memaknai hepentingan umum hanya dengan cara menemuhan ki
teria hriteria dan kepentingan umum hal im untuk memudahkan pembentukan nor
manya Dengan kriteria hepentingan umum yang tepat mahka hepentingan umum da
lam pengadaan tanah ttdak menjadikan negara bertindak sewenang wenang dan se
balihny a raky at akan lebih terlindung hak haknya

A P Parlindungan mengatahan bahwa ukuran kepentingan umum sangat
lah fleksibel sekali sehingga terlalu luas * Sebaliknya, Muchsan dalam kesimpul

an disertasiny a mengatahan bahwa

Kepentingan umum dapat didefinisihan dengan menggunakan penaekatan
filosofis teoritis dan praktis dengan mengetahur definis1 kepentingan
umum akan dapat ditetapkan unsur unsur apa yang harus dipenuht untuk
adany a hepentingan umum %

' Syatrudin Kalo Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Jakarta
Pustaka Bangsa Press 2004) hal 69

¢ Jan Gussel dan Mark van Hoecke Wat s Rechtsteorte (Antwerpen Kluwer 1982) hal 171 D1
hutip 1 embali dar1 Gunanegara Op Cit hal 5

$31H Bruggmkh Op Cut hal 63 64
% Gunanegara Op Crr hal 6

% A P Parlindungan, Bunga Rampa: Hukum Agraria Serta Landreform Bagian I (Bandung Man
dar Maju 1994) hal 64

% Muchsan Perbuatan Pemerintah Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan
Umum (Disertas: doktor Umiversitas Gajah Mada Yogyakarta 1997) hal 40
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Penulis berpendapat bahwa kepentingan umum bukanlah sesuatu yang tidak
dapat didefinisihan atau tidak dapat dirumushan pengertiannya ¢’ Alasan penulis ada
lah bahwa kepentingan umum tersebut dapat dibuat unsur unsur kritena, jenis jenis
bentuk sifat atau hakikatnya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dibuat definisi
atau dirumushkan pengertiannya Betul bahwa setiap kultur bangsa mempunyai versi
tersendirt mengenai kepentingan umum sebagaimana dikatakan oleh Robert M Ber
ey % akan tetap1 penulis berpendapat bahwa hal tersebut udak tepat sebagai dasar
atau alasan untukh mengatakan bahwa kepentingan umum tidak dapat didefimsikan
atau dirumuskan pengertiannya.

Benarlah apa yang dikatakan oleh Abdurrahman berikut mi ®

Persoalan mengenat hepentingan umum secara konsepsional memang sulit
sehali untukh dirumushan dan lebih lebih halau hita lihat secara operasional
Alan tetapt dalam rangka pengambilan tanah masyarakat penegasan tentang
Khepentingan umum yang ahan menjadi dasar dan hriterianya perlu ditentuhan
secara tegas sehingga pengambilan tanah tanah dimaksud benar benar sesuai
dengan landasan huhum yang berlaku

Paul Scholten mengatahan bahwa "

Pembentuk undang undang sendirt membentuk pengertian pengertian Peng
olahan 1lmuah terhadapnya menuntut pandangan Emul Lask (Die Philosohie
im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts Festschrft fuer Kuno Fischer h
305) sering tidak lain adalah pengembangan atau kelanjutan pembentukan pe
ngertian y ang sudah dimulai oleh pembentuk undang undang sendir

Lebth lanjut Paul mengatakan bahwa ”!

7 Bandingkan dengan Gunanegara, Op Cit hal 48 Gunanegara tidak sependapat dengan kesmm
pulan disertas1 Muchsan tersebut

% Robert M Berhley Urban Design dalam Anthony J Cataneso etal Introduction to Urban
Planming (New York Mec Graw Hill 1979) hal 78 Dikutip kembali dant Gunanegara Op Cit hal

48
® Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagt Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Cetahan Kesatu (Bandung PT Citra Aditya Bakti 1984) hal 36

™ Paul Scholten Struktur Hmu Hukum Cetakhan Kedua [De Structuur Der Rechtswetenschap] di
terjemahkan oleh B Arief Sidharta (Bandung PT Alumm 2005) hal 26

" Ibid hal 26 27
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(sebagai fakior yang membentuk pengertian sekalipun hanya mendekati
saja yang dapat dibandinghan dengan hukum) Kita dapat melangkah lebih
jauh dengan penggunaan sebuah perkataan dalam undang undang maka tidak
lagi menjadi pertanyaan apa arti perhataan ini pada umumnya melainkan apa
yang menjadi 1sinya dalam arti (konteks) undang undang 1itu Tentu saja 1
meminjam maknanya dar1 pemakaian bahasa sehart hann Namun pemakaian
bahasa 1 selalu memiliki batas batas yang kurang lebith mengaburkan da
lam kekaburan itu hukhum untuk penerapannya harus menarikh suatu garis
yang tajam [tulah sebabnya di dalam undang undang sering muncul penje
lasan di bawah  di dalam undang undang diartikan

Paul menambahkan bahwa 2

Jika hukum tidah membentuk pengertian pengertian sendiri maka formula
mt yang kini demihian berguna, akan menjadi suatu hebodohan Huhum 1tu
sendirt membentuk pengertian pengertian dan dengan itu sudah menyandang
Karakter logthany a sendiri

Van Wik mengatakan bahwa kepentingan umum adalah merupakan tuntutan
huhum masvarakat yang harus dilayan: oleh pemenntah demmu terwujudny a hesejahte
raan masy arahat ’ Sementara 1tu Koentjoro Poerbopranoto mengartihan hepenting
an umum sebagal kepentingan bangsa, masyarahat dan negara, yang mengatasi he
pentingan individu kepentingan golongan dan daerah "

Selanjutnya, John Salindeho merumuskan kepentingan umum sebagai kepen
tingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dan rakyat dengan memperha
tihan seg1 seg1 sosial politik psikologis dan Hankamnas atas dasar asas asas Pem
bangunan Nasional dengan mengindahkan hetahanan Nasional serta Wawasan Nu

santara [

™ Ibid hal 27

3 Koentjoro Poerbopranoto Sedikit Tentang Sistem Pemer intahan Demoka ast (Surabaya Umniver
sitas Arrlangga 1956) hal 37 sebagaimana dikutip oleh Aslan Noor Konsep Hak Milik Atas Tanah
Bagi Bangsa Indonesia Ditiyau Dart Ajaran Hah Asast Manusia Cetakan Pertama (Bandung Man
dar Maju 2006) hal 17

™ Inid

> John Salindeho Masalah Tanah Dalam Pembangunan Cetahan Kedua (Jaharta Sinar Grafika
1988) hal 40
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Kepentingan umum menurut The Liang Gie adalah segenap hal yang mendo
rong, tercapainya hetentraman hestabilan ehonomu dan kemajuan dalam kehidupan
masyarahat disamping urusan urusan yang menyanghut negara dan rakyat seluruh

nya sebagai suatu kesatuan 7

25 Asas Kepentingan Umum Berlaku Umversal

Sama halnya dengan asas asas huhum yang lain asas hepentingan umum
mempunyat nilar nilai yang berlaku universal Memang tidak dapat disangkal bahwa
Jenis jenis hepentingan umum di satu negara tentunya tidah selalu akan sama (berbe
da) dengan jenis jemis kepentingan umum di negara lain Benarlah apa yang dikata

Lan oleh Gunanegara sebagat berthut '

Keragaman jenis pembangunan untuk kepentingan umum dapat dimaklumi
meshipun kepentingan umum merupahan suatu honsep hukhum namun
mahnanya dapat ditafsirhan berbeda antara negara yang satu dengan negara
yang lain ahan tetap: secara general hepentingan umum tentunya mempunyai
nilar nilai yang univ ersal

Sejarah’® juga mencatat bahwa Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang
sekarang dipergunakan sebagar huhum positif di Indonesia, berasal dan Belanda
vang disebut sebagai Bugerlyk Wetboek ™ yang mular berlaku di Belanda sejah

™ Libat M Udm Silalahs Badan Hukum & Orgamsasi Perusahaan Cetakan Pertama (Jakarta Ba
dan Penerbit IBLAM 2005) hal 92

7 Gunanegara, Op Cit hal 30

% Untuk lebih jelasnya mengenai sejarah Kitab Undang Undang Hukhum Perdata mohon dibaca Z
Anson Ahmad Sejarah Dan Kedudukan BW Di Indonesia (Jakarta CV Rajawali 1986) hal 57

® Lihat R Subekt: dan R Tjtrosudibio Kitah Undang Undang Hukum Perdata Edist Revisi Ce
takan Keduapuluhtujuh (Jakarta PT Pradnya Paramita 1995) halaman vi D1 situ antara lamn disebut
kan bahwa Kitab Undang Undang Huhum Perdata im adalah suatu terjemahan dari Bergerlyk
Wetboek 1alah salah satu kitab undang undang berasal dan1 pemerintah Belanda dahulu Berda
sarkan asas konkordansi atau Concordantie Beginsel maka Burgerlyk Wetboek diberlakukan di
seluruh daerah jajahan Belanda Dengan pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3
Desember 1847 maka Burgeriyk Wetboek berlaku di Hindia Belanda (Indonesia) sejak tanggal 1 Mex
1848 hingga saat m1 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk pertama kali oleh R
Subekt1 dan R Tptrosudibio pada tahun 1957
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tanggal 1 Oktober 1838 Burgerlyk Wetboek Belanda sendirt berasal dart Hukum
Prancis y ang disebut sebagar Code Crvi! De Francars berlahu pada tahun 1804 yang
selanjutnya direvist menjadi Code Napoleon dan berlahu pada tahun 1807 Berla
kunya Code Napoleon di Belanda adalah karena dulu Belanda berada di bawah keku
asaan Prancis Setelah Belanda merdeka, maka melalu1 Kemper seorang ahli huhum
bangsa Belanda membuat hukumnya sendin yang disebut sebagair Burgeriyk Wet
boek yang dalam keny ataannya masih tetap mengikutt Code Crvil De 'rancars *°

Code Civil De I'rancais ternyala juga banyak dipengaruhi oleh Hukum Ro
maw1 yang disebut sebagai Corpus furis Crvilis atau Kodifikast Justianus yang ba
nyah dipengaruht oleh hukum Jerman dan hukum gereja.

Dalam Pasal 570 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebuthan ®!

Hak milik adalah hak untuk menihmati kegunaan sesuatu hebendaan dengan
leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan 1tu dengan kedaulatan
sepenuhny a, asal tidak bersalahan dengan undang undang atau peraturan
umum yang ditetapkan oleh suatu hekuasaan yang berhak menetaphannya.
dan tidakh mengganggu hak hak orang lain kesemuanya 1tu dengan tah me
ngurangi hemunghinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum

[cetak tebal oleh penulis] berdasar atas ketentuan undang undang dan dengan
pembay aran ganti rugi

Berdasarhan uraian di atas dapat disismpulkan bahwa asas kepentingan umum
yang terdapat dalam Pasal 570 Kitab Undang Undang Huhum Perdata yang berasal
dar1 Bui geriyk Wetboek Belanda, terny ata banyak dipengaruhi oleh Hukum Romawt
Hukum Prancis Hukum Jerman dan hukum agama atau hukum gereja Dengan de

mikian jelaslah bahwa asas kepentingan umum berlaku univ ersal di seluruh dunia

26 Sifat Kepentingan Umum

Mengena sifat kepentingan umum, Adnan Suted: me ngatakan bahwa %2

® I that juga Eddy Ruchiyat Polittk Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU
No 5 Tahun 1960) Cetakan Kelima (Bandung Alumni 1995) hal 7

8 Lihat R Subekt1dan R Tytrosudibio Op Cit Pasal 570

¥ Adnan Sutedi Implementas: Prnsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuh Pem
bangunan GCetakan Pertama (Jakarta Smar Grafika 2002) hal 7¢ =
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Permasalahan yang masih timbul adalah sejauh mana sifat tersebut
harus melekat pada suatu jenis hegiatan untuk kepentingan umum
Apakah sifat tersebut harus melekat secara kuat dan dominan atau se
kedamya, serta bagaimana ukurannya. Karena dalam praktiknya, sua
tu kegiatan sebenarnya hanya sedikit terlekat: kepentingan umum na
mun disimulasikan untuk kepentingan umum Masih adanya permasa
lahan mengena: sifat 1tulah maka sifat kepentingan umum yang demi
kian 1tu masth memerlukan penjelasan yang lebih konknt

Sifat sifat kepentingan umum adalah sebagar berihut *
a Menyanghut kepentingan bangsa dan negara
b Menyangkut pelayanan umum dalam masyarakat luas

Meny anghut kepentingan raky at banyak

2 o

Meny angkut kepentingan pembangunan

27 Hakikat Kepentingan Umum

Meskipun kepentingan umum untuk mengatasi hepentingan individu bukan
berart1 negara tidak mengakui kepentingan individu sebagar hakekat pnibadi manusia,
Justru dalam kepentingan umum terletak pembatasan terhadap kepentingan individu
Kepentingan mdividu tidah bertumpu kepada asas jusuum curqui tribuere tetapi ke
pentingan mdividu tercakup dalam kepentingan umum atau hepentingan masyarakat
dan nasional yang bertumpu atas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia *

Dasar pengembangan tolak ukur kepentingan umum dan hajat hidup orang
banyak adalah melindungi segenap bangsa, meningkatkan kesejahteraan mencerdas

kan hehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban durua.®

® Tihat Jbid hal 71 75 Lihat juga Sudikno Mertokusumo AMengenal Hukum Cetakan Ketiga
(Yogyakarta Liberty 2002) hal 89

8 Notonagoro Pancasila Falsafah Negara (Surabaya Umiversitas Aarlangga 1961) hal 11 seba
gaimana dikutip oleh Aslan Noor Konsep Hak Milik Atas Tanoh Bag: Bangsa Indonesia Ditinjau
Dari Ajaran Hak Asast Manusia Cetakan Pertama (Bandung Mandar Maju 2006) hal 17 18

%M Udmn Silalalt Op Cit hal 93
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28 Karakteristik Kepentingan Umum
Adnan Suted:r antara lain mengatakan bahwa sifat dan bentuk kepentingan
umum dapat saja disitmpang: dalam penafsiran ataupun dalam operasionalnya se
hingga sangat penting dibahas tentang haraktenistik yang berlaku sehingga kegiatan
kepentingan umum benar benar untuk kepentingan umum dan dapat dibedakan seca
ra jelas dengan kepentingan yang bukan kepentingan umum *
Dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Adrian
Sutedi mengatakan ada tiga prinsip yang dapat ditanik kesimpulan bahwa suatu ke
giatan benar benar untuk kepentingan umum yaitu *’
a Kegiatan tersebut benar benar dimiliki oleh pemerintah Hal i1 berarti bahwa ke
giatan kepentingan umum tidak dapat dimilik1 oleh perorangan ataupun swasta
b Kegiatan pembangunan terhait dilakukan oleh pemerntah Hal im1 berarti bahwa
proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum ha
nya dapat diperankan oleh pemerintah
¢ Tidak mencan keuntungan
Hal i1 merupahkan suatu pembatasan tentang fungsi suatu kegiatan untuk kepen
tingan umum sehingga benar benar berbeda dengan hepentingan swasta yang

bertujuan mencar: heuntungan

29 Krterna kepentingan Umum
Gunanegara menyebutkan ada 10 (sepuluh) kriteria kepentingan umum,
yaitu 88
a Kepentingan bangsa
b Kepentingan negara
¢ Kepentingan raky at banyak/masyarahat luas
d Kepentingan pembangunan

e Kepentingan perekonomuan negara

81 jhat Adnan, Op Cit hal 7>
8 Ibid

8 Gunanegara-Op-—Cit—hal—40 _ _
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{ Kepentingan pertahanan negara

g Kepentingan keamanan

h Kepentingan kesejahteraan atau hemakmuran masyarakat
1 Kepentingan cagar budaya

j  Kepentingan lingkungan hidup

210 Syarat Kepentingan Umum

Berdasarhan pada kriteria hepentingan umum yang dipergunakan oleh huhum
positif Indonesia, hukum romawi pendapat para ahli hukum dan jenis kepentingan
umum d1 beberapa negara, ditemuhan persyaratan yang sama yang apabila diklastert
sasi menjadi 6 (enam) syarat kepentingan umum yakm *°
a Dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara
b Tidak boleh dipnivatisasi

Tidak untukh mencan keuntungan

[= T ]

Untuk kepentingan linghungan hidup
e Untuk tempat itbadah/tempat suci lammnva

f Ditetapkan dengan undang undang

211  Jems Jems Kepentingan Umum

Sesuai dengan peran dan tugasnya, maha negara berkewajiban untuk melah
sanakan pembangunan untuk kepentingan umum Jems pembangunan untuk kepent:
ngan umum oleh Djojodiguno dicontohhan seperti untuk jalan dipergunakan yang
lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada dimanfaatkan pribadi orang perseorang
an dan diperlukan pemenntah *® Dengan mengacu kepada huhum adat Hilman Ha
dikusumo ** membag1 pembangunan ke dalam 3 (tiga) kepentingan yaitu kepenting

an adat hepentingan agama, dan kepentingan umum

8 Ibid hal 51
® Ipid hal 25

" Hilman Hadikusumo Hukum Perekonomian Adat Cetakan Pertama (Bandung Citra Aditya
Bakt1 2001) hal 41
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Selanjutnya Hilman membag1 kepentingan umum menjad: beberapa jenis
yaknt 72
a Pembukaan dan atau perbatkan jalan umum
b Pembuatan dan perbaikan jembatan saluran air bendungan irigasi bangunan ba
lar desa pasar desa, dan sekolah yang biasa diherjakan secara gotong royong
Sementara 1itu Kird: Dipoyudo menjelashan jenis jenis pembangunan untuk
kepentingan umum sebaga: berihut
Perumahan

a
b Kebutuhan pokok

¢ Fasilitas hesehatan

d Pendidikan

e Sarana perhubungan

f Sarana komunikasi

g Pembangunan gedung hiburan raky at
h Pembangunan rumah ibadah

212 Kategor1 Kepentingan Umum
Dengan mengacu pada huhum romaw: (7 oman law) Joshua Getzler membagi

kepentingan umum ke dalam 4 (empat) kategort yakmn o4
a Res communes

Sesuatu yang secara alamiah kepunyaan semua orang musalnya udara, air laut
dan lepas pantat
b Res publicae

Sepertt misalnya sungair pelabuhan pemenntah yang semua orang dapat meng

akses secara bebas

2 Ibid

% Kardi Dipoyudo Tugas Pokok Negara Memajukan Kesejahteraan Sosial (Jaharta CSIS 1989)
hal 66

! Joshua Getzler Roman Ideas of Landownership dalam Land Law Themes and Perspective
(London Oxford University 1998) hal 86 sebagaimana dikutip oleh Gunanegara Op Cir hal 26
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¢ Res nullius
Res nullius divine turs
Keperluan suci agama, sesuatu yang disakralkan dan tidak dapat dimiliki oleh
semua orang Sesuatu yang disuctkan tidak dapat menjadi bagian dari hak individu
d Res nullius humani wris
Binatang liar tkan burung dan makhluk hidup baik yang hrdup di air laut tanah
dan ruang anghasa yang merupakan hak publik dan semua orang bisa mengambil

dan mempunyainya.

213 Tujuan Kepentingan Umum

Darmodiharjo®® menjelaskan berbagar pandangan pahar tentang headilan
yang secara garis besarnya terdin darn keadilan menurut hukum dan keadilan menu
rut hesebandingan atau semestinya, keadilan umum dan keadilan hhusus serta keadi
lan kreatif dan keadilan protektif

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang undang yang ha
rus ditunatkan demu kepentingan umum Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar
kesamaan atau proporsionalitas Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan
hepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativ
tasnya. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberihan pengayoman kepada se
tiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat bukan hanya ke
bebasan berkreas: tetap: juga heamanan hidupnya sehingga manusia yang satu tidah
boleh menjadi korban kesewenang wenangan manusia lamnya *°

Darmodtharjo®’ pada akhirnya mengacu kepada konsep keadilan menurut

John Rawls yang mengatakan bahwa Leadilan adalah keseimbangan antara kepent:

% Dardy Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok Pokok Filsafat Hulmm Apa dan Bagaimana Filsafat
Hulum Indonesia (Jakarta Gramedia Pustaka Utama 1995) hal 154

% Lihat Aminuddin Salle Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama
(Yogyakarta Kreast Total Media 2007) hal 73

*" Dardj1 Darmodiharjo dan Sidharta Op Cit hal 159
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ngan pribad: dan kepentingan bersama Menurut pandangan Unlitarianisme Darmo
diharjo tujuan huhum adalah untuh member: manfaat bag: seluruh orang
Berdasarhan atas kesadaran kaum Ulilitarianisme sendirt bahwa hal 1tu tidak
mungkin diwujudkan dan hanya merupakan impian semata sehingga mereka menya
takan bahwa tujuan hukum itu sudah dapat dicapar apabila hkemanfaatan rtu sudah
dapat dirasakan oleh sebanyak munghin orang atau dengan kata hata the greatest
happines for the greatest number of people Ukuran yang dipaka: oleh Utnilitarian
isme dalam menilar bermanfaat atau tidaknya sesuatu 1alah seberapa besar dampak
nya bagi kesejahteraan manusia dihitung secara ekonomis Sebagai contoh Darmodi
harjo”® mengatakan bahwa dengan membangun sebuah jalan umum dapat membawa
Kheuntungan secara ehonomis walaupun pembangunan itu dengan terpaksa mengor
bankan beberapa orang penduduk Tentang hal 1 Aminuddin Salle membern ko

mentar sebagar berthut *°

Tentu saja pandangan Uti/itar ianisme 1mi tidak sesuai dengan konsep keadil
an menurut ajaran agama yang ternyata diserap dalam peraturan perundang
undangan Indonesia yang berpegang pada prinsip heseimbangan antara hak
masyarakat dan hak perseorangan Manfaat yang dimaksud bukan hanya un
tuk kepentingan anggota masyarahat secara perorangan tetapi juga sekaligus
masyarakat secara heseluruhan

Sementara 1itu Gunanegara mengatakan bahwa kepentingan umum mempu
nyai tujuan sebagar berthut '%°
a Untuk pertahanan negara
b Untuk keamanan umum
¢ Untuk keselamatan umum
d Untuk pehenjaan umum

Untuk pelestarian dan perlindungan alam

o

f Untuk cagar budaya

8 Ibid hal 158
% Aminuddmn Salle Op Cit hal 75

101 1hat Gunanegara Op Cit hal 1x
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214 Unsur-Unsur Kepentingan Umum

Dengan merujuk khepada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Arie
Sukanti Hutagalung mengatakan bahwa pada prinsipnya kegiatan perolehan tanah
yang diperuntukhan bagi hepentingan umum harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok
yaitu 1!
a Merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pe merintah
b Selanjutnya dimiliki oleh Pemenntah
¢ Serta tidak digunahan untuk mencarn heuntungan

Sementara 1tu dengan mengacu kepada pengertian kepentingan umum menu
rut J J Rousseau Aslan Noor'%? mengatahan bahwa unsur unsur hepentingan umum
adalah
a Kepentingan umum merupakan hak hak rakyat yang diserahhan pengurusannya

Kkepada negara

b Kepentingan umum berorientas: pada hesejahteraan
¢ Kepentingan umum merupahan hak rakyat yang secara individual tidakh dapat

dilaksanakanny a

215 Konsep Kepentingan Umum
Dalam hukum barat hak hak perorangan bersifat liberal mdividualistih Se-
danghan dalam hukum adat hak hak perorangan selain bersifat pribadi juga berfung

s1 sosial Dengan demihian hak hak perorangan bukan lagi semata mata bersifat

' Arie Sukant1 Hutagalung Peraturan Presiden No 36 Tahun 2005 Dalam Hukum Pertanahan In
donesia Makalah 1 disampaikan dalam Seminar Nasional Perpres No 36 Tahun 2005 Untuk Apa
dan Siapa yvang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Industn & Jasa Konstruhksi
Indonesia (LPKJT) di1 Wisma Antara Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2005 hal 11 Lihat juga Arie
Sukanti Hutagalung Tmjauan Kntis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (Khu
susnya Menyangkut Pengertian Kepentingan Umum) Makalah 11 diseminarkan pada Lokakarya Pe
ngadaan Tanah Kebyakan Dan Implementas: Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Terhadap Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Infrastruktur yang diselenggarahan oleh Pusat Pengkajian Ehonomi Dan
Pembangunan Daerah (Puspenda) di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2005 hal 9

192 Aslan Noor Konsep Hak Mihk Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Dituyau Dart Ajaran Hak
Asas: Manusia Cetakan Pertama (Bandung Mandar Maju 2006) hal 17
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pribadi melainkan sudah mengalami proses pemasyarahatan (vermaatschappcly

Atng) terutama melalur perkembangan yurisprudens: '°

Dalam konseps: huhum barat fungsi sosial dimaksudkan pada awalnya untuk
tujuan liberal semata mata.'® Pada awalnya di negara barat yang ada hanya hak per
orangan yang bersifalt mutlah sesuai dengan paham individualisme yang mereka anut
dimana kepentingan individu sangat menonjol Kepada indiv1du diberikan hekuasaan
yang bebas dan penuh terhadap hak miliknya yang tidak dapat diganggu gugat Aki
bat dart hetentuan ini adalah pemerintah tidak dapat bertindak terhadap hak mulik se
seorang meskipun hal 1tu diperlukan untuk hepentingan umum Kemutiahan hak mi
lik perorangan dalam hukum barat temmyata hemudian tidak membawa kebahagiaan
bagl masyarahat lalu dihurang: kemutlakannya harena terjadinya penjyalahgunaan
hak (musbrutk van eigendom recht) atau perbuatan melanggar huhum sehingga

pada ahhurnya ada prinsip hak 1tu adalah fungsi sosial '%°

Dengan demikian jelas bahwa pada hakikatnya pengertian fungsi sosial dalam
Lonseps: huhum barat adalah berupa pengurangan atau pembatasan terhadap kebe
basan individu Sebalikny a, honsep fungsi sosial dalam hukum adat dan hukum tanah
nasional merupakan bagian dart alam pikiran asli orang Indonesia, yaitu bahwa ma
nusia Indonesia adalah manusia pribad: yang sehaligus makhluk sosial yang mengu
sahakan terwujudny a keseimbangan lLeserasian dan keselarasan antara hepentingan

pribadi dan hepentingan bersama '%

1931 that Adrian, Op Cut hal 78

194 Arie Sukanti Hutagalung Konseps: Yang Mendasar1 Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional
hal 25 Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam [lmu Hukum Agraria Fa
kultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 17 September 2003

19 A P Parlindungan Pencabutan dan Pembebasan Hak Atas Tanah Su atu Studi Perbandingan
Cetakan Kedua (Bandung Mandar Maju, 1993) hal 67
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216 Perbandingan Konsep Kepentingan Umum

Dalam Black s Law Dictionary ditemukan 1stilah 1s tilah yang berhaitan de
ngan kepentingan umum yakni public good public interest public use public uti
lity public necessity public service '

D1 Amerika Senikat ketentuan public use diatur dalam the fifth amandment
to the US Constitution provides nor shall private be taken for public use with
out just compensation ~ Mahkamah Agung Ameriha Serthat membaca hetetapan 1tu
dengan menerjemahkan bahwa pengambilan hak milik harus untuk kepentingan pub
lic pur pose apabila idak maka eminent domain harus dijjauhkan

Kepentingan umum menjad: kata hunct bagt pelaksanaan pengadaan tanah di
Ameriha Senhkat Public use diartikan bahwa penggunaannya membawa heuntungan
pada publik (benefit the public) namun di dalam amandemen konstitust helima, kon
sep yang dipergunahan adalah public purpose yang mempunyai makna sangat luas
(public purpose vrey broad) 8

Dengan begitu maka peran pengadilan di Ameriha Serihat menjadi penting
dalam menentukan apakah itu merupahan kepentingan umum dan pembatasannya
Saat kepentingan umum ditetapkan pengadilan, baru kemudian dapat dilaksanakan
eminent domain sehingga dapat mengambil tanah tanah pribad: dengan pembay aran
hompensasi yang adil '%

D1 Amerika Serikat pun kedudukan warga negara tidak dalam posisi lebih su
perior dar1 Negara karena ada ketentuan bahwa satu pembatasan dalam property se

luruh pemilik diharuskan sepakat bahwa property nya suatu saat dipersyarathan un

197 Henry Campbel Black, Black s Law Dictionar 6™ ed (St Paul Minnesota West Publishing
1990)

1% Jesse Dukememer Property, Gilbert Law Summarie Written by the Nation Most Acclaimed
Law Professor adaptable to all major Casebook 1991 1992 h 313 Dikutip kembalr dar1 Arie
Sukant1 Hutagalung Tinauan Kntis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (Khu
susnya Menyangkut Pengertian Kepentingan Umum) hal 10 Makalah 1 dipresentasikan pada
Lokakarya Pengadaan Tanah Kebyakan dan Implementast Perpres 36/2005 terhadap Pengadaan
Tanah Bag: Pembangunan Infrastruktur yang diselenggarakan oleh Pusat Penghajian Ehonomi Dan
Pembangunan Daerah (Puspenda) di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2005

1 1bhd

Universitas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



36

tuh dyual kepada Pemerintah "' Pemerintah mempunvar kekuatan emunent doman
yang sangat kuat yang diberikan konsuitusi pemerintah federal atau negara bagian

Di Melbourne Australia, kepentingan umum menurut Land Acquistion and
Compensation Act 1986 menyebuthan tujuan publik adalah meliputi setiap tujuan
yang dapat mengahibatkan tanah dapat diambil alih secara paksa berdasarkan UU
khusus yang terhadapnya berlahu UU 1m ''! Dr Queensland Australia yang berda
sarhan The Acquusition of I and Act 1967 menentukan tanah dapat diambil alth untuk
tujuan kepentingan umum antara lain pembangunan sekolah rumah sakit pelabuh
an jembatan penerbangan, lapangan parhir jalan saluran pembuangan limbah dan
lain lain (dilampirkan dalam dafiar Proyek) '

Sedanghan di1 Malaysia, Land Acquisttion Amandment Bill 1997 menyebut
Kkan tanah dapat diambil untuk prasarana umum meliputi jalan transportasi hereta
apt penyediaan air gas perpipaan telehomunihast penerangan jalan sistem pembu
angan arr lmbah pekerjaan publik dan pelayanan publik sejenis '

D1 Philippina. dalam Republic Act Nomor 8974 menyebuthan tanah dapat di
ambil alih jika ditujukan untuk proyek nasional pemernntah meliputt seluruh proy ek
wnfiastiucture nasional peherjaan rekayasa, konirak pelayanan termasuk proyeh
yvang dibawah kendali perusahaan negara, proyek yang termasuk dalam Act Nomor
6957 on BOT dan kegiatan lainnya yang penting dan berhubungan ol

D1 Taiwan sebagar pelaksana pasal 15 Konstitusi Taiwan disebuthan
perumahan pusat organisast bisnis rumah sakit seholah internasional kedutaan/or
ganisasi/sosial makam, tempat 1badah proyek proyek yang menstimulus bisns lo

kal namun juga ada kniteria « ang bukan kepentingan umum yakni tanah hutan tem

1% Robert Cooter & Thomas Ulen, Law and Economic Harper Collins Publisher USA 1998 h
194 Dikutip kembali dar1 Anie Sukant: Hu tagalung Op Cir hal 11

M b1
"2 1hid
Y3 rhid hal 11 12

M rbed hal 120 . L
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pat perikanan tempat berburu areal penggaraman areal pertambangan sumber air

militer zone dan border zonc '

Dengan membandinghan honsep kepentingan umum pada beberapa negara,
jelas terlihat bahwa artt dan batasan kepentingan umum bersifat lokal dan sangat ter
gantung pada kehendak suatu negara untuk menentukan jenis jemis yang ditetaphan
sebagar kepentingan umum Dengan merujuk konsep kepentingan umum pada bebe

rapa negara dimahsud maka Ane Sukanti Hutagalung menyimpulkan sebagar bert

hut 116

Darn uraian di atas dapat distmpulkan bahwa konsep kepentingan umum me
rupakan pengertian yang habur (vage begrips) sehingga menjadi norma yang
kabur (vage normen) sehingga karakteristik normanya sangat terbuka (open
normen) Jalan Keluar untukh menentuhan kepentingan umum adalah otoritas
dan diskresi legislature untuk menentukan jenis jenis kepentingan umum de
ngan suatu /isting Dengan /isfing jenis jemis kepentingan umum dapat dipa
hami oleh baith penguasa maupun oleh rakyat apakah tindahan pengadaan
tanah tersebut nyata nyata untuh kepentingan umum atau sebalihnya. Dengan
demikian norma peraturan perundangan sangat menentuhan dalam keberha
silan proses pengadaan tanah untuk hepentingan umum

Y3 1hid bhal 13

6 7bd hal 13
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BAB III

ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM LINTASAN SEJARAH
PENGADAAN TANAH MENURUT HUKUM POSITIF
DI INDONESIA

31 Latar Belakang

Sejarah Hukum Agrana, khususny a pengadaan tanah di Indonesia tidak terle
pas dar1 pengaruh bangsa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, yang semula tuju
annya adalah berdagang akan tetapi kemudian berubah menjadi penjajah bagt wila
y ah Nusantara

Sejarah mencatat bahwa orang Eropa pertama kal datang ke Indonesia seki
tar awal abad XVI dimana pada saat 1tu terlihat kapal kapal di Kepulauan Indonesia
yang berawak sebagian orang Portugis dan sebagian lagi orang Indonesia atau yang
dimilik1 orang orang Indonesia dan disewa orang Portugis '’ Setelah bangsa Portu
gis datanglah orang orang Belanda yang mewarnst aspirasi aspirasi dan strategi Por
tugis dengan membawa organisas: persenjataan hapal kapal dan duhungan heua
ngan yang baik

Pada tahun 1595 ekspedist Belanda yang pertama yang terdin dar1 4 buah ka
pal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam siap berlayar ke Hindia Timur dibaw ah
pimpinan Cornelis de Houtman **® Tujuan mereka adalah untuk mencan rempah
rempah yang sangat dibutuhkan di negara mereka

Selanjutnya pada tahun 1601 14 buah ekspedisi yang berbeda berangkat dar1
Belanda menuju Indonesta. Kim menjadi jelas bahwa persaingan di antara perusa
haan perusahaan Belanda tersebut tidak dapat lagi dthindarkan Saat 1tu ada 4 perwa
kilan dagang Belanda yang bersaing di Banten persamngan mana menyebabkan naik
nya harga, sementara meningkatnya pasokan ke Eropa menyebabkan turunnya keun

tungan yang diperoleh

71 1hat M C Rucklefs Segyarah Indonesia Modern 1200 2004 Cetakan Kedua [A History of Mo
demn Indonesia Since ¢ 1200 Third Edition] diterjemahkan oleh Satrio Wahono et al (Jakarta PT
Serambi Ilmu Semesta 2005) hal 65

U8 rbid hal 70
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Pada tahun 1598 Parlemen Belanda (Statcn Gencral) mengajukan usulan
agar perseroan yang saling bersaing tersebut menggabunghan dint Akhirnya pada bu
lan Maret 1602 perseroan yang bersaing tersebut bergabung membentuk Perserihat
an Maskapar Hindia Timur yang disebut Vereenig de Oost-Indische Compagnie
(VOC) ' Dalam perhembangan selanjuinya, VOC bukan lagi hanya sebagai
perusahaan besar melainkan sudah merupakan sebuah pemerintah atau penguasa
yang mewakili kepentingan Belanda di Indonesia Untuk kepentingan VOC maka
sangat diperluhan tanah tanah yang sangat luas terutama untuk keperluan

perhebunan perkebunan besar milik Belanda.

32 Prinsip Pengadaan Tanah
Selaku penguasa, pada prinsipnya pemenntah mempunyai kew enangan untuk
memperoleh tanah dan pemilik tanah Artinya pemenintah dapat mengambilalih atau
memperoleh tanah melalu proses pengadaan tanah Kewenangan pemerintah untuk
memperoleh tanah demu pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum se
sungguhny a bersifat unn ersal
Adapun prinsip prinsip yang mendasan pengadaan tanah oleh pemerintah
adalah %
a Kesejahteraan raky at adalah hukum yang tertinggi
b Kepentingan umum lebih besar daripada kepentingan pribadi
¢ Penguasa dan negara, dengan alasan yang layak/memadai dapat mengambilalih
kepentingan pribadi
d Hukum mew apbhkan seseorang untuk mendahuluhan khepentingan negara daripa
da heselamatan pribadinya
Namun demihian suatu hal harus dungat bahwa setiap pengadaan tanah yang
dilakukan untuk kepentingan umum tersebut harus dibarengi dengan pemberian gant1

rugi (kompensasi) yang layak dan memadat

Y9 1pd hal 71

1% Oloan Sitorus dan Dayat Limbong Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Cetahan Per
dana (Yogyakarta Mitra Kebyjakan Tanah Indonesia 2004) hal 1
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Secara umum, pengadaan tanah dapat diartikan sebagai proses/prosedur dan
cara untuh memperoleh tanah/lahan baikh hal 1tu dilahukan oleh pihak Pemerintah

121 Pengadaan tanah yang dilahukan oleh peme

Pusat/Daerah maupun pihak swasta
rintah dibagr atas pengadaan tanah bagt kepentingan umum dan bukan kepentingan
umum (misalnya kepentingan komersil) ‘2 Pengadaan tanah bagi kepentingan swas
ta dibagi menjadi kepentingan homersil dan buhan komersil yaitu yang bersifat me
nunjang kepentingan umum atau termasuk dalam pembangunan sarana umum dan
fasihtas fasilitas sosial '»

Alkan tetapt sejak dikeluarhannya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun
1993 maka pengadaan tanah untuh hepentingan umum hanya dapat dilahukan oleh
pemerintah Ketentuan in1 berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang secara norma
tif memberikan kesempatan kepada swasta untuk melaksanakan pengadaan tanah ba
g1 pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dengan bantuan panitia pe
ngadaan tanah yang seyogianya merupakan fasilitas bagi pengadaan tanah yang dila
huhan oleh nstans: pemenntah '**

Untuk dapat memperoleh hak atas tanah guna memenuhi kebutuhan akan pe-
ngadaan tanah ada beberapa cara untukh mendapatkan hak atas tanah yartu '
a Perjanjian dengan pemilik tanah
b Permohonan hak
Pemindahan hahk

Pembebasan/pelepasan hak

[= N ]

20 Soeprapto Undang Undang Pokok Agraria Dalam Praktek (Jakarta Mitra Sar1 1986) hal 254

12 Oloan Sitorus dan Dayat Limbong Op Cit hal 5

2 Lihat Ibid

124 Ibid Ketentuan dimaksud adalah Peraturan Mentert Dalam Neger: Tentang Penggunaan Acara
Pembebasan Tanah Untuh Kepentingan Pemermtah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta
Permendagr: No 2 Tahun 1976

1 Arie Sukantt Hutagalung Serba Ancka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu Kum
pulan Karangan) Edisi Pertama Cetakan Kedua (Jaharta Badan Penerbit Fakultas Hukum Umver
sttas Indonesia 2002) hal 133
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Sementara itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh de
ngan 4 (empat) cara yattu
1 Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
b Pencabutan hak atas tanah
¢ Jual beli tukar menukar

d Caralamn yang disepakati secara sukarela oleh pihak y ang bersanghutan 126

33 Sejarah Pengadaan Tanah Di Indonesia

Secara umum, sejarah pengadan tanah di Indonesia telah dimular sejah zaman
kolomial yaitu pada masa berlahunya sistem tanam pahksa (cultuur stelsel) dan Agra
11sche Wet yang dilanjuthan di zaman hemerdehaan yaitu pada masa berlahunya
Undang Undang Pokok Agrana pada tahun 1960 pada masa berlakunya Undang
Undang Nomor 20 Tahun 1961 pada masa berlahunya Instrukst Presitden Nomor 9
Tahun 1973 pada masa berlahunya Peraturan Mentert Dalam Negenn Nomor 15
Tahun 1975 pada masa berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 2 Tahun
1985 pada masa berlakunya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 dan pada
masa berlahunya Peraturan Presitden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden
Nomor 65 Tahun 2006 yang secara hronologis dyelaskan secara singhat di bawah

i

331 Pada Masa Berlakunya Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
3311 Latar Belakang
Sistem tanam pahsa adalah gagasan Gubemur Jenderal van den Bosch yang

menganggap Indonesia sebagar koloni y ang menguntungkan di mana raky at dapat di

126 1 1hat Indonesia Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pemba
ngunan Untuk Kepentingan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 23 Indo-
nesia Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepen
nngan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 20 Lihat juga Indonesia Per
aturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Perpres No 65 Tahun 2006 Pasal 2 ayat (1) Bandingkan dengan Aminuddin Salle Hukum
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama (Yogyakarta Kreas: Total Media
2007) hal 99
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subordinasikan demi keuntungan negara induk '*’ karena Belanda mengalarm
kesulitan kesulitan keuangan sebagai akibat peperangan dengan Napoleon yang
diduduki Prancis pada tahun 1795 di bawah kekuasaan Louis Bonaparte saudara
lakt laki Napoleon dan pada tahun 1810 Belanda digabungkan ke dalam kekaisaran
Prancis %

D1 bawah sistem tanam paksa dalam rangka untuk mengamankan aliran pro
duks! yang honstan ke pasar Eropa pada harga yang rendah sefiap petani prnbumi
harus menyediakan 1/5 (seperlima) dar1 areal sawah padinya untuk penanaman ta

naman tanaman yang ditentukan untuk pasar Eropa '*

3 31 2 Pengertian Pengadaan Tanah

Pada masa 1n1 berlahu prinsip domein atas tanah yang mengatakan bahwa pe
merintah adalah pemlih tanah sehingga, ’hanya negara yang dapat menerbitkan hak
hak atas tanah kepada individu yang kemudian diharapkan membayar sewa tanah
kepada otoritas penerimaan pendapatan ° Pemerintah melakukan penjualan tanah
kepada partikelir dan mengijinkan pengusaha perkebunan swasta untuk menyewa
tanah tanah terlantar dan negara Sementara 1tu rakyat tetap harus membayar sewa

atau pacht yang kemudian berubah menjadi pajak bunu (landrente)

331 3 Pengertian Kepentingan Umum

Sebelum sistem tanam paksa diberlakukan telah terjadi perdebatan panjang

antara sesama orang Belanda mengenai konsep perlindungan terhadap individu yang

2 Van den Bosch, Myne Vernigtingen n Indie (1864) dalam A M Djuliati1 Suroyo Penanaman
Negara di Jawa Dan Negara Kolomal dalam J Thomas Lindblad (Editor) Fondas: Historis Ekonomi
Indonesia Cetakan Pertama (Yogyakarta Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pela

jar 2002) hal 117

12 1S Furnival (1939) dalam Erman Rajagukguk, Hukum Agraria Pola Penguasaan Tanah Dan
Kebutuhan Hidup Cetakan Pertama (Jakarta Chandra Pratama 1995) hal 11

12 Herman Slaats et al Aasalah Tanah Dt Indonesia Dart Masa Ke Masa Cetakan Pertama (Ja
karta Lembaga Stud1 Hukum Dan Ekonom: Fakultas Hukum Umversttas Indonesia 2007) hal 4

1391 that Herman Slaats et al Ibid hal 4
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Bl Akan tetap:

memberihan dampak kepada prinstp khepentingan umum atas tanah
pada akhirnya baik kepentingan umum maupun fungs! individual darn hak milik atas
tanah tidak diperhatikan artinya hak golongan pribumi baik secara individuail mau

pun secara kolektf diabaikan

332 Pada Masa Berlakunya Agrarische Wet
3321 Latar Belakang

Agrarische Wet merupakan pokok yang terpenting dari hukum agraria dan
semua peraturan peraturan yang diselenggarakhan oleh pemerintah Hindia Belanda,
karena 1s1 wet i1 adalah member1 kesempatan kepada perusahaan perusahaan perta
nian yang besar besar untuh berhembang di Indonesia, sedang hak hak rakyat atas ta
nahnya harus diperhatikan juga ' *

Dengan berlahunya Agiarische Wer pada tahun 1870 maka pemerintah
Belanda telah membuka kesempatan kepada perusahaan swasta untuh melakukan
investas: di bidang keagrariaan Sebelum lahimy a Agrarische Wet perusahan swasta
sama sekalt idah diben kesempatan untukh berusaha di Indonesia, karena brdang
agraria dimonopoli oleh pemernintah Belanda, oleh karena 1tu Agrarische Wer lahir
atas desakan pengusaha besar swasta.! * Dengan lalimya undang undang m1 maha
sistem tanam paksa berakhir dan kepada perkebunan besar partihelir diberikan hak

atas tanah berupa hak erfpacht yang berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) tahun

3 322 Pengertian Pengadaan Tanah

31) jhat Adnan Sutedr Op Cit hal 4

'3 Lihat Eddy Ruchiyat Politih Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA (UU No >
Tahun 1960) Cetakan Kelima (Bandung Alumni 1995) hal 13

33 Undang Undang Agrana (4grarische Wet) dyalanhan dengan Keputusan Kerajaan (Agr arische
Beslurt) yng dikenal dengan istilah Per nyatan Milik (Domein Verkiaring)

1% Boed: Harsono Hukum Agraria Indonesta Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokoh Agia
tia Isi Dan Pelaksanaannya Edist Rewist Cetakan Kesepuluh (Jakarta Djambatan, 2005) hal 35
Lihat juga Josef Johannes Blitanagy Hukum Agraria Nasional Suatu Pembaruan Sejarah Dan Sistem
Politik Hukum Pertanahan Cetakan Pertima (Jakarta Nusa Indih 1984) hal 19
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Dalam Pasal 1 Agrarische Besluit dinyatakan bahwa Dengan tidak mengu
rang1 berlakuny a hetentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet tetap dipertahanhan
asas bahwa semua tanah yang pihak lamn tudak dapat membuktihannya sebagai hak
eigendomnya, adalah domemn (mulik) negara '*° Ketentuan Pasal 1 Agrarische Beslut
1t lasim disebut dengan istilah domeinverklaring atau pernyatan domemn yang di
pandang sangat perlu bagi penguasa karena dengan domein i1 penguasa dapat mem
berithan hak hak atas tanah yang huat seperti eigendom erfpacht dan opstal kepada
orang lain terutama para pedagang atau pengusaha pengusaha perkebunan besar

Jad1 tujuan sesungguhnya dan domeinverklaring in1 adalah untuk memperku
at landasan huhum bagi penguasa (penjajah) sebagar pemulik tanah dan mempermu
lus penguasa dalam memberihan hak hak barat hepada pengusah swasta, sehaligus

untuk mengisi kas negara 136

5> 3 2 3 Pengertian Kepenfingan Umum

Pada masa 1 mengenai hepentingan umum telah mendapat tempat seba
gaimana dalam Pasal 51 Konstitus1 Hindia Belanda (Indische Staatsregeling dising
kat IS) 1925 yang merupakan perubahan dari Pasal 62 Regerings Reglement (RR)
1854 Darn 8 (delapan) ayat yang ada pada Pasal 51 IS ada 6 (enam) ayat yang me

ngatur tentang hepentingan umum salah satunya ayat 6 (enam) yang menyatakan

sebagai berthut 137

Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah tanah kepunyaan rakyat
asal pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendin demikian ju
ga tanah tanah sebagai tempat penggembalaan umum atau atas dasar lain me
rupakan kepunyaan desa, kecualh untuk kepentingan umum [cetak tebal
oleh penulis] berdasarhan Pasal 133 atau untuk heperluan penanaman tanam
an tanaman yang diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan

13% Boed:r Harsono Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama Sejarah Pembentulan Undang Un
dang Pokok Agraria Penyusunan Ist Dan Pelaksanaannya (Jakarta Djambatan, 1997) hal 40

131 jhat Ammuddm Salle Op Cit hal 58

137 pasal 51 ayat (6) IS 1925 sebagaimana diterjemahlkan oleh Boed: Harsono Hukum Agrana In
donesia Sejarah Pembentuhan Undang Undang Pohok Agraria Ist Dan Pelaksanaannya Op Cit
hal 34
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peraturan yang bersangkutan semuanya dengan pemberian ganti rug! yang
layak

Asas kepentingan umum yang secara nyata ditegaskan dalam ayat 6 tersebut
mengandung suatu mist bahw a hanya dengan alasan kepentingan umum saja, Guber
nur Jenderal bisa mengambil tanah rakyat asal pembukaan hutan dan tanah tanah

tempat pengembalaan *®

3 > 2 4 Jerus-Jenis Kepentingan Umum
Dan ketentuan Pasal 1 Agrarische Besluit dapat diketahur bahwa jenis jenis
kepentingan umum meliputi kepentingan kebudayaan usaha pertamian dan kepen

tingan pemermtah Selenghapnya Pasal 1 Agrairische Besluit berbuny:

Dengan tndak menguiangi dua ketentuan dalam Agrarische Wer (Pasal 3
dan 4) bahwa segala pemberian tanah tidak boleh mendesak hak rakyat atas
tanah dan pencabutan hanya diper bolehkan untuk kepentingan kebudayaan
usaha pertanian pemerintah [cetak tebal oleh penulis] dengan diber: ganti
kerugian maka tetap merupakan satu asas bahwa semua tanah adalah do
mewm negaia kecuali tanah-tanah yang oleh orang lain dibuktikan dihaki de
ngan hak eigendom dan agraiisge eigendom

333 Pada Masa Berlakunya Undang Undang Pokok Agrana
3331 Latar Belakang

Pada tanggal 24 September 1960 Pemernmtah mengeluarhan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pohok Pokok Agraria, yang lazim d1
sebut sebagai Undang Undang Pokok Agraria

Adapun latar belakang dikeluarhannya Undang Undang Pokok Agrarta terse
but adalah ' ?
a D1 dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, terma

suk perehonomuannya, terutama masth bercorak agranis bunu air dan ruang ang

1% Adrian Sutedi Op Cit hal 6

13 1 jhat Indonesia Undang Undang Tentang Peratwan Dasar Pokol Pokok Agraria UU No 5
Tahun 1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 dalun Konsiderans Memmbang pada huruf
—a—b c—dand R
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kasa, sebagar karumia Tuhan Yang Maha Esa mempunya: fungsi yang adil dan
makmur

b Hukum agrana yang masih berlahu sekarang im sebagian tersusun berdasarkan
tujuan dan send1 send1 dar1 pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi oleh
nya hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menye
lesatkan revolusi nasional sekarang n1 serta pembangunan semesta,

¢ Huhum agrana tersebut mempunyai sifat dualisme dengan berlakhunya hukum
adat d1 samping hukum agrarna yang didasarkan atas huhum barat

d Bag rakyat asli hukum agrania penjajahan 1tu tidak menjamun kepastian huhum

3 332 Pengernan Pengadaan Tanah

Dalam Undang Undang Pokok Agrana tidak ada disebutkan istilah pengada
an tanah Pengadaan tanah secara spesifik disebut sebagar pengambilan dan penca
butan hak hak atas tanah Tanah tanah yang merupakan kelebihan dar batas maksi
mum termahsud dalam ayat 2 pasal 1 diambil oleh pemerintah dengan gant! keru
gian untuk selanjutnya dibagihan hepada raky at yang membutuhkan menurut heten

140 Untuk kepentingan umum termasuk

tuan ketentuan dalam Peraturan Pemernntah
kepentingan bangsa dan negara serta hepentingan bersama rakyat hak hak atas tanah
dapat dicabut dengan member1 ganti herugian yang layak dan menurut cara yang di

atur dengan undang undang **!

> 3 3 3 Pengernan Kepentingan Umum

Dalam Undang Undang Pokok Agrana, pengertian kepentingan umum dibagi
menyad: 2 (dua) yaitu secara imphsit dan eksplisit '** Pengertian kepentmgan umum
secara imphsit dikaithan dengan fungsi sosial 13 secara ehsplisit pada pembatasan

pemilikan dan penguasaan atas tanah’** dan pencabutan hak atas tanah '*

0 Ibtd Pasal 17 ayat (3)
'l Ibid Pasal 18

421 that Herman Slaats efal Op Cit hal 77
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Mengenar fungs! sosial dan kepentingan umum Penjelasan Undang Undang

Pokok Agrana menyatakan

Hak atas tanah yang dimilihi olah seseorang tidaklah dapat dibenarkan bah
wa tanahnya 1tu akan dipergunakan semata mata untuk kepentingan priba
dinya, apalagi kalau menimbulkan kerugian masyarakal Penggunaan tanah
harus sesuai dengan keadaannya dan sifat daripada haknya hingga bermanfaat
bagi kesejahteraan dan hebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat
pula bagi masyarakat dan negara Tetapi dalam pada 1tu ketentuan tersebut
tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh
Kepentingan umum (masyarahat) UUPA memperhatihan pula kepentingan
kepentingan perseorangan Kepentingan masyarakat dan perseorangan harus
lah saling mengimbang! hinga pada akhirnya akan tercapai tujuan pohok ke
mahmuran headilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya '

3 3 5 4 Jenis Jenis Kepentingan Umum
Dalam Undang-Undang Polkol Agraria tidak disebuthan jenis jemus kepen
tingan umum selain hanya menyebuthan Untuk kepentingan umum termasuk ke

pentingan bangsa dan negara serta hepentingan bersama dari raky at 17

334 Pada Masa Berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961
3341 Latar Belakang

Pada tanggal 26 September 1961 Pemernntah mengeluarkan Undang Undang
Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda
Yang Ada D1 Atasnya.

Adapun latar belahang dikeluarkannya undang undang tersebut adalah diper
lukan suatu peraturan baru mengenai pencabutan hak hak atas tanah dan benda ben

da yang ada di atasnya sebagaimana dimahsud dalam Pasal 18 Undang Undang

“3 Indonesia Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria UU No 5 Tahun
1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 Pasal 6

144 Ibid Pasal 7
"5 Ibid Pasal 17
1€ Ibid Penjelasan Undang Undang Pokok Agrana Bagian II (4)

Y7 I'id Pasal 18
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Pokok Agraria, terutama dalam rangka melaksanakan usaha usaha pembangunan ne

148
gara

3 3 4 2 Pengerttan Pengadaan Tanah

Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tidak ada disebutkan istilah
pengadaan tanah Pengadaan tanah secara spesifik disebut sebagai pencabutan hak
hak atas tanah Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara
serta kepentingan bersama dari rakyat demukian pula kepentingan pembangunan
maha Prestden dalam keadaan yang memahksa, setelah mendengar Menter1 Agraria,
Mentert Kehakiman dan Mentert yang bersanghutan dapat mencabut hak hak atas

tanah dan benda benda yang ada d1 atasny a.'*’

3 34 3 Pengertian Kepentingan Umum

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tidak memberihan pengertian yang
jelas tentang kepentingan umum Kepentingan umum dudentikkan dengan kepenti
ngan bangsa dan negara, hepentingan bersama rakyat dan juga kepentingan pemba
ngunan *>°

Lebih lanjut tentang kepentingan umum. disebutkan bahwa

Oleh karena kepentingan umum harus didahulukan darnipada kepentingan
orang seorang maha jika tindahan yang dimaksudkan itu memang benar
benar untuk kepentingan umum dalam keadaan memaksa, yaitu jika jalan mu
syawarah tidah dapat membawa hasil yang diharaphan haruslah ada wewe
nang pada pemerintah untuk bisa mengambil dan menguasai tanah yang ber
sanghutan Pengambilan itu dilahukan dengan jalan mengadakan pencabutan
hak seg?gal yang dimaksud dalam pasal 18 Undang Undang Pokok Agra
ria.

8 Indonesia Undang Undang Tentang Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Benda Benda Yang
Ada D1 4tasnya UU No 20 Tahun 1961 LN Tahun 1961 No 288 TLN No 2324 dalam Konsiderans
Memmbang pada huruf a
"® Ibid Pasal 1
% Ibid

! [bid Penjelasan Umum angka (2)
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3 3 4 4 Jens Jenis Kepentingan Umum

Sama halnya dengan Undang Undang Pohok Agrana yang tidah menyebut
kan jenis jenis kepentingan umum Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 mi juga
tidah menyebuthan jenis jenis kepentingan umum selain hanya menyebuthan Un
tuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta hkepentingan

bersama dar1 rakyat demikian pula kepentingan pembangunan 152

335 PadaMasa Berlakunya Inpres Nomor 9 Tahun 1973
3351 Latar Belakang
Pada tanggal 17 Nopember 1973 Pemernintah mengeluarkan Instruhsi Prest
den (Inpres) Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas
Tanah Dan Benda Benda Yang Ada D1 Atasnya
Adapun latar belakang terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tersebut ada
lah 153
a Bagi rakyat dan masyarakat Indonesia, hak atas tanah dan benda benda yang ada
di atasnya merupahan hubungan hukum yang penting sehingga apabila benar
benar diperluhan pencabutan hak untuh kepentingan umum perlu dilakukan
dengan hati hatt dan dengan cara yang adil dan byaksana,
b Untuk menghindan timbulnya penyalahtafsiran dan penyalahgunaan pengertian
kepentingan umum dalam pelaksanaan pencabutan hak hak atas tanah dan benda

benda vang ada d1 atasnya

3 35 2 Pengerian Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah secara spesifih disebut sebagar pencabutan hak hak atas
tanah Pencabutan hak hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya supaya

hanya dilahsanakan benar benar untuk hepentingan umum dan dilakuhan dengan

152 Ipid Pasal 1

13 Lihat Indonesia Instrukst Piesiden Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan
Benda Benda lang Ada Di Atasniya Inpres No 9 Tahun 1973 dalam Konstderans Memmbang pa
da hurut a dan b
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hati hat1 serta dengan cara cara yang adil dan byaksana, segala sesuatunva sesua

dengan ketentuan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku **

3353 Pengertian Kepentingan Umum
Kepentingan umum adalah hepentingan bangsa dan negara, dan/atau hepent
ngan masyarakat luas dan/atau kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau kepen

tingan pembangunan >

> 5 5 4 Jenmis-Jenis Kepentingan Umum

Kegiatan pembangunan yang mempunyar sifat kepentingan umum dirumus

kan dalam 13 (iga belas) jems kepentingan umum yaitu sebagai berikut >

a Pertahanan

b Pekerjaan umum

¢ Perlenghapan umum

d Jasa umum

e Keagamaan

f Ilmu pengetahuan dan sent budaya
g Kesehatan

h Olah raga,

—

Keselamatan umum terhadap bencana alam
Kesejahteraan sosial
N Makam/kuburan

1 Panwisata dan rekreasi

L

m Usaha usaha ekonomu yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum

Selain 1tu Presiden berwenang untuh menentukan bentuk bentuk kegiatan

pembangunan lainnya apabila diperlukan bagi kepentingan umum 157

3 Ibid buny: struks: yang PERTAMA

155 Indonesia Instr uksi Presiden Tentang Pedoman Pedoman Pelak sanaan Pencabutan Hah Hah
Atas Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Di Atasnya Inpres No 9 Tahun 1973 Pasal 1 ayat (1)

1% Ihid Pasal 1 ayat (2)
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336 PadaMasa Berlakunya Permendagn Nomor 15 Tahun 1975

3361 Latar Belakang,

Pada tanggal 3 Desember 1975 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter:
Dalam Neger1 (Permendagrt) Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan Ketentuan
Mengenal Tata Cara Pembebasan Tanah Dalam Bab II diatur mengenal pembebasan
tanah untuk keperluan pemerintah sedangkan dalam Bab III diatur mengenai pembe
basan tanah untuk heperluan swasta

Adapun latar belakang terbitnya Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 tersebut
adalah '*®
a Untuk memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha usaha pembangunan baik

yang dilahukan oleh pemernntah maupun untuk hepentingan swasta, dirasakan
perlu adanya hetentuan mengenair pembebasan tanah dan sekaligus menentukan
besarny a gant1 rugi atas tanah yang diperlukan secara teratur tertib dan seragam
b Ketentuan yang diatur dalam Byblad Nomor 11372 jo 12476 yang mengatur
tentang aparat yang melahsanakan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas
tanah yang diperluhan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan headaan
pada dewasa 11 dan oleh harenanya dianggap perlu untuk digant: dengan pera

turan yang baru

3 36 2 Pengernan Pengadaan Tanah

Dalam Permendagri Nomor 15 tahun 1975 istilah yang dipergunahan adalah
pembebasan tanah sebagai salah satu cara pengadaan tanah Pembebasan tanah talah
tindakan melepaskan hubungan huhum yang semula terdapat di antara pemegang

hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberihan ganti rugi '>° Pembebasan ta

5 Ibid Pasal 1 ayat (3)

138 1 that Departemen Dalam Negen Peraturan Menteri Dalam Neger: Tentang Ketentuan Keten
tuan Mengenar Tata Cara Pembebasan Tanah Permendagri No 15 Tahun 1975 dalam Konsiderans
Memmbang pada huruf a dan b

1% Ibid Pasal 1 ayat (1)
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nah yang meliputi areal yang luas yang mengakibatkan pemindahan pemukiman pen
duduk maka bagt pthak yang memerlukan tanah diwajibhan untuh menyediakan

tempat penampungan pemukiman baru '

5> 36 3 Penger tian Kepentingan Umum

Dalam Permendagr Nomor 15 Tahun 1975 i1 tidak dijelashan sama sehali
tentang pengertian kepentingan umum Dilihat dar susunan panitia dan acara pembe
basan tanah menunjukkan bahwa unsur hepentingan pemerintah sangat domnan

dalam prosedur dan mekanisme pembebasan tanah '’

3 36 4 Jenis Jenis Kepentingan Umum
Berbeda dengan Inpres Nomor 9 Tahun 1973 yang mennct 13 (tiga belas) je
nis hegiatan untuk kepentingan umum Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 11 sama

sehali tidak menymggung jenis jenis kegiatan untuk kepentingan umum

337 Pada Masa Berlakunya Permendagri Nomor 2 Tahun 1985
3371 Latar Belakang

Sembilan tahun setelah Pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 2 Ta
hun 1976 tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1985 Pemerintah kembali mengeluarkan
Peraturan Menter1 Dalam Negert (Permendagn) Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata
Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan D1 Wilay ah Kecama
tan

Adapun latar belakang dikeluarkannya Permendagr Nomor 2 Tahun 1985
adalah sebagai berikut %>
a Dalam rangha mensuhseshan pembangunan nasional yang makin meninghat dan

merata khususnya pembangunan di wilayah kecamatan dirasakan perlu adanya

1 1b1d Pasal 13 ayat (1)
1! Ibid Pasal 2 jo Pasal 4 10
162 1_1hat Departemen Dalam Neger1 Peraturan Menteri Dalam Neger: Tentang Tata Cara Penga

daan Tanah Untuk Keperluan Pioyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Permendagri No 2 Ta
hun 1985 dalam Konsiderans Menimbang pada hurufa b dan ¢
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ketentuan khusus mengenar pengadaan tanah bagi proyek pembangunan yang
bershala kecil dan tidah memerluhan tanah yang luas yang dilakukan oleh ns
tans1 pemerintah

b Berhubung dengan 1tu ketentuan-hetentuan yang diatur dalam Peraturan Menter1
Dalam Neger1 Nomor 5 Tahun 1974 dan Peraturan Menter1 Dalam Negert Nomor
5 Tahun 1975 mengenai pengadaan dan pembebasan tanah perlu diadakan pe
nvesuaian bagi proyek pembangunan di wilayah hecamatan sehingga helancaran
dan hecepatan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sesuai dengan rencana,

¢ Untuk mengatur keperluan tersebut perlu ditetaphan tata cara pengadaan tanah

untuk keperluan proy ek pembangunan yang dilahukan oleh mstanst pemerintah

3 372 Pengerian Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah adalah setiap hegiatan untukh mendapathan tanah dengan

163 Pengadaan tanah

cara memberihan gantt rugr kepada yang berhak atas tanah itu
untuk keperluan proyek pembangunan yang dilakukan oleh mstansi pemerintah di
laksanakan oleh Pemumpin Proyek mnstansi yang bersangkutan'®® dan luasnya tidah
lebih dar1 5 (ima) Ha,'®® yang dalam pelaksanaannya Pemimpin Proyek memberita
hukan kepada Camat mengenai letak dan luas tanah yang diperlukan 166 serta apabila
dipandang perlu Camat dapat memmnta bantuan dan mstansi/dinas teknis yang ber

sanghutan sesuai dengan jenjang hirarh '*’

> 37 3 Pengertian Kepentingan Umum
Dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 1985 mt tidak ada sedihitpun dising

gung kata kepentingan umum Penjelasan mengenat makna kepentingan umum seca

1 Ibid Pasal 1 huruf ¢
164

Ibid Pasal 2 ayat (1)
185 Ibid Pasal 2 ayat (2)
16 hid Pasal 2 ayat (3)

17 Ibud Pasal 2 ayat (4)
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ra implisit dapat ditemui pada Bab II Tentang Pengadaan Tanah yang menvatakan
bahwa pengadaan tanah tersebut diperluhan dalam rangha mengerjakan proyek pro
yek pembangunan yang dilahuhan oleh Instansi Pemerintah dan dilaksanakan oleh

Permumpin Proyek instanst yang bersangkutan '°®

2 5 7 4 Jenis Jenis Kepentingan Umum
Sama halnya dengan Permendagn Nomor 15 Tahun 1975 Permendagr No
mor 2 Tahun 1985 mu juga sama sehali tidak menymggung jenis jenis hegiatan un

tuk kepentingan umum

338 Pada Masa Berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993
3381 Latar Belakang
Pada tanggal 17 Jum 1993 Pemerintah mengeluarhan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelahsanaan Pem
bangunan Untuk Kepentingan Umum
Adapun yang menjadi latar belakang penerbitan Keppres Nomor 55 Tahun
1993 tersebut adalah
a Pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang
cukup dan untuk 1tu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebatk batknya
b Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilahukan dengan memperhatikan peran
tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak hak
yang sah atas tanah
¢ Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seim
bang untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan

para pemegang hak atas tanah 169

168 1 that Departemen Dalam Negeri Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Tentang Tata Cara Penga
daan Tanah Untuk Keper luan Proyek Pembangunan D Wilayah Kecamatan Permendagri No 2 Ta
hun 1985 Pasal 1 hurufc jo Pasal 3 ayat 1

1% 1 ihat Indonesia Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pemba

ngunan Untuk Kepentingan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 dalam Konsiderans Menimbang
pada hurufa b danc
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3 38 2 Pengertian Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap hegiatan untuk mendapathan tanah dengan ca
ra memberihan ganti kerugian hepada yang berhak atas tanah tersebut !”° Panitia Pe
ngadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum '”! Pengadaan tanah bagi pelak
sanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemenntah dilaksanakan de
ngan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah 12 Sementara 1tu pengadaan ta
nah untuk hepentingan umum yang memerluhan tanah yang luasnya tidak lebih dan
1 (satu) Ha, dapat dilakuhan langsung oleh Instanst Pemerintah yang memerlukan ta
nah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tuhar menukar
atau cara lain vang disepahati hedua belah pihak '”

Meskipun pengertian pengadaan tanah telah dirumuskan sebagaimana yang
dirumuskan oleh Pasal 1 angka 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 akan tetapi ling
Kkup pengadaan tanah tidak cukup hanya berhenti sampai pada proses pemberian
gantt rugr (tmbalan) kepada yang berhak atas tanah tersebut Keppres Nomor 55
Tahun 1993 sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepen
tingan umum harus memperhatihan kepentingan warga masyarakat yang terhena
dampak atas pelaksanaan pengadaan tanah tersebut 174

Linghup hegiatan pengadaan tanah harus meliputi pula pada proses dimana
mereha yang terkena proyeh pembangunan untuk kepentingan umum tersebut harus
tetap terpelithara kesejahteraan hidup seperti semula bahkan menjadi lebith baik

daripada sebelum dilakukanny a proy ek tersebut !

1 Itnd Pasal 1 angha 1

! Ibid Pasal 1 angka 4

17 Ibid Pasal 2 ayat (2)

17 Ibid Pasal 23

% Ane Suhanti Hutagalung efal Kebyakan Pertanahan Tentang Pengadaan Tanah Untuk Ke
pentingan Umum D1 Provinst DKI Jakarta (Hasil Kajian Kerja Sama Antara Pusat Studi Hukum
Agrana Fakultas Hukum Umiversitas Trisakst Dengan Pemenntah Prowvins:t DKI Jakarta Jakarta
2002) hal 123

1 Arte Sukantt Hutagalung Analisa Yundis Keputusm Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang

——— — Pengadaan —Tanah—Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuh Kepentingan Umum_Dan_Peraturan_

Universitas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008




56

3 38 3 Pengertian Kepentingan Umum
Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat '’ Peng
ertian hepentingan umum i1 dibatasi dengan adanya 3 (tiga) kritenia, yaitu !’
a Kegiatan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah
b Pembangunannya dimiliki oleh pemerintah

¢ Tidak digunahan untuk mencart keuntungan

> 38 4 Jenis Jenis Kepentingan Umum

Kegiatan kegratan yang dinyatakan sebagai kepentingan umum druraihan
dalam 14 (empat belas) jens kepentingan umum yaitu sebagai berikut '8
Jalan umum, saluran pembuangan air

a
b Waduk bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran irigasi

¢ Rumah sakit umum dan pusat pusat kesehatan masyarakat
d Pelabuhan atau bandar udara atau termnal

e Peribadatan

f Pendidikan atau sekolahan

g Pasar umum atau pasar mpres

h Fasilitas pemakaman umum

Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya

—

banpr lahar dan lan lain bencana
1 Pos dan telehomunikasi

L Sarana olah raga

1 Staswn penyiaran radio televisi beserta sarana pen dukungnya

m Kantor pemerintah

Pelaksanaannya Makalah disampaikan dalam Diklat Penyelesaian Konflik Pertanahan Angkatan IT
yang diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negen Jakarta 22 26 Apnl 2003

18 1ihat Indonesia Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pemba
ngunan Untuk Kepentingan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 Pasal 1 angka 3

"7 Ibid Pasal 5 ayat 1

'8 [bid Pasal > ayat 1
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n Fasilitas Angkatan Bersenjala Republik Indonesta (ABRI)

Dengan adanya 3 (tiga) hniterta kepentingan umum drtambah dengan bemba
ltasan 14 (empat belas) jenis kegiatan kepentingan umum tersebut maka diperoleh
penafsiran yang ketat yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hu
kum karena mengurang! kebebasan untuk menafsirkan yang dapat berdampak meru

gikan para pemegang hak '”°

339 Pada Masa Berlakunya Perpies Nomor 36 Tahun 2005
3391 Latar Belakang
Pada tanggal 3 Me1 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbithan
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Adapun yang menjad: latar belahang penerbitan Perpres Nomor 36 Tahun
2005 adalah
a Meninghatnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah
sehingga diperlukan mstrumen yang memberthan hemudahan dan percepatan da
lam pengadaan tanah yang dilakukan secara cepat dan transparan
b Bahwa Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lag1 seba
gal landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepenti

180
ngan umum

3 39 2 Pengertian Pengadaan Tanah
Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untukh mendapathan tanah dengan ca

ra memberihan ganti rugt hepada y ang melepaskan atau menyerahhan tanah bangun

' Maria S W Sumardjono  Aspek Yunidis Keppres Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan
Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Pelaksanaannya Makalah
disampaikan pada Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan 3 Desember 1984
'8 | ihat Indonesia Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagt Pelaksanaan Pemba
ngunan Untuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 dalam Konsiderans ‘Memmbang

— —pada huruf a dan b—
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an tanaman dan benda benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan
hak atas tanah '®'

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum
oleh Pemerintah atau Pemenintah Daerah dilaksanakan dengan cara
a Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah atau
b Pencabutan hak atas tanah '%?

Sementara 1itu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepen
tingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dan 1 (satu) hektar
dapat dilakukan langsung oleh mstansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan
para pemegang hak atas tanah dengan cara jual bel atau tukar menukar atau cara la
m yang disepahati kedua belah pihak '*

Pengadaan dan rencana pemenuhan kebutuhan tanah yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembangunan untuk hepentingan umum hanya dapat dilakukan apabila
verdasarhan pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan lebith da
hulu ' dan piha belum ada Rencana Tata Ruang Wilayahnya, maka dilahukan ver

dasarkan perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada '*°

3 39 3 Penger fian Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masy arakat 186
3 39 4 Jernis-Jenis Kepentingan Umum

Pembangunan untuk kepentingan umum meliputt 21 (dua puluh satu) jenis

Legiatan pembangunan yartu sebagar berikut *¥

8 Ibid Pasal 1 angha 3
%2 Ibid Pasal 2 ayat (1)
' Ibid Pasal 20

1% Ihid Pasal 4 ayat (1)
18 Ibid Pasal 4 ayat (2)
1% 7b1d Pasal 1 angka 5

187 Ibid Pasal 5

Universitas Indonesta

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



=2 ¢ - T T ¢ I < T N«

—

Kol o]

-

59

Jalan umum, jalan tol rel kereta ap1 (d1 atas tanah di ruang atas tanah ataupun di
ruang bawah tanah) saluran air mmum/arr bersth saluran pembuangan arr dan
sanitasli

Waduk bendungan bendung irigast dan bangunan pengairan lainnya

Rumah sahit umum dan pusat kesehatan msyarahat

Pelabuhan bandar udara, stasiun kereta apt dan terminal

Peribadatan

Pendidikan atau sekolah

Pasar umum

Fasilitas pemakaman umum

Fasilitas keselamatan umum

Pos dan telehomunthasi

Sarana olah raga

Stasiun peny1aran radio televist dan sarana pendukungny a

Kantor pemerintah pemenntah daerah perwakilan negara asing Perserihatan
Bangsa Bangsa, dan atau lembaga lembaga mternasional di bawah naungan Per

serthatan Bangsa Bangsa.

Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republih Indonesia
sesual dengan tugas pohok dan fungsinya

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan

Rumah susun sederhana

Tempat pembuangan sampah

Cagar alam dan cagar budas a.

Pertamanan

Pant1 sosial

Pembanghit transmust distribusi tenaga listrik

3310 Pada Masa Berlakunya Perpres Nomo: 65 Tahun 2006
33101 Latar Belakang

Pada pertengahan Oktober 2005 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wal

hi) dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajuhan uj materil ke
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pada Mahkamah Konstitust agar Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tersebut
dibatalhan Memang banyak sehkali pthak yang sangat heberatan dengan 1s1 Peraturan
Presiden tersebut dengan mengatakhan bahwa kepentingan mvestor atau pemodal sa
ngat dilindung1 sementara kepentingan rakyat sebagai pemulik tanah diabaitkan

Terlepas dart apahah adanya keberatan terhadap Peraturan Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tersebut menjadi salah satu perimbangan pemenntah yang pastt ada
lah bahwa pada tanggal 5 Jumt 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mener
bithan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelak
sanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Adapun yang menjadi latar belakang penerbitan Per pres Nomor 65 Tahun
2006 adalah untuk lebih meninghatkan prinsip penghormatan terhadap hak hak atas
tanah yang sah dan kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pem
bangunan untuk kepentingan umum, maka dipandang perlu untuk mengubah Perpres

Nomor 36 Tahun 2005 '8¢

3 310 2 Pengertian Pengadan Tanah

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan ca
ra memberihan ganti rugt hepada yang melepashan atau menyerahkan tanah bangun
an tanaman dan benda benda yang berkartan dengan tanah '*°

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuh kepentingan umum
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau

penverahan hak atas tanah '*°

188 1 1hat Indonesia Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres No 65 Tahun 2006 dalam Konsiderans Memmbang

18 Ihid Pasal I angka 1

%0 Ibid Pasal I angka 2
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3 3 10 3 Pengeruan Kepentingan Umum
Pengertian hepentingan umum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap
mengacu kepada pengertian kepentingan umum sebagaimana menurut Perpres No

mor 36 Tahun 2005 jadi tidak ada perubahan

> 3 10 4 Jews Jenis Kepentingan Umum
Pembangunan untuk kepentingan umum meliputt 7 (tujuh) jemis kegiatan
pembangunan yaitu sebagai berikut !

a Jalan umum dan jalan tol rel hereta ap1 (d1 atas tanah di ruang atas tanah atau
pun di ruang bawah tanah) saluran air mmum/air bersth, saluran pembuangan
air dan sanitasi

b Waduh bendungan bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya

¢ Pelabuhan, bandar udara stasiun kereta ap1 dan terminal

d Fasilitas heselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir la
har dan lain lain bencana

e Tempat pembuangan sampah

f Cagar alam dan cagar budaya

g Pembanghit transmusi distribusi tenaga listrik

Pl Ibid Pasal Ianghad -
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BAB IV

PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN UMUM
DALAM PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL

41 Pembangunan Infrastruktur

Michael P Todaro'”> mengartikan pembangunan sebagar suatu proses multidi
mensional yang melibatkan perubahan perubahan besar dalam struktur sosial sikap
mental dan lembaga lembaga sosial Perubahan tersebut di dalamnya termasuk pula
percepatan atau akseleras: pertumbuhan ekonomi pengurangan ketimpangan penda
patan dan pemberantasan kemiskinan absolut '*

Selanjutnya Sadono Sukirno mengatakan bahwa '

Pada umumnya pembangunan ekonom: diartikan sebagai seranghaian usaha
dalam suatu perekonomian untuk mengembanghan hegiatan ekonominya se
hingga mfrastrukturnya [cetak tebal oleh penulis] lebih banyak tersedia,
perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang taraf pendidikan se
makin tinggr dan tek nologi semakin meningkat Sebagai imphkasi dar per

Kembangan i1 diharaphan kesempatan kerja ahan bertambah tinghat pen
dapatan menmgkat dan kemahmuran masyarakat menjadi tinggi

192 1 that Michael P Todaro Pembangunan Ekoriom1 Di Duma Ketiga Jilid I (Jakarta Ghalia Indo-
nesia 1983) hal 1

1% Lihat Ech Suharto Analisis Kebyakan Publih Panduan Praktis Menghay Masalah Dan Keb:
Jjakan Sosial Cetakan Pertama (Bandung CV Alfabeta, 2005) hal 17 18 antara lamn disebutkan bah
wa tipolog: kemiskinan dapat dikategorihan pada empat kategort yakm hemiskinan absolut kemiski
nan relatif kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural Kemuskman absolut adalah keadaan mus
kin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok sepert:
makan pahkaian, pendidikan kesehatan transportast dan lamn lam Kemiskinan relatif adalah keadam
miskin yang dialamu seseorang dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat Kemiskinan
kultural mengacu kepada sitkap gaya hidup milai orentasi sosial budaya seseorang yang tidak sejalan
dengan etos kemajuan (masyarakat modern) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibat
kan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur politik, sosial ekonomu yang tidak memungkin
kan seseorang menyangkau sumber sumber penghidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka

1% Sadono Sukirno Ekonomt Pembangunan Proses Masalah Dan Dasar Kebyakan Edisi Kedua
Cetakan Kedua (Jakarta Prenada Media Group 2006) hal 3
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Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 pada Bab 33 disebutkan
tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang meliputi sumber daya air trans
portast energi hetenagalistrihan pos dan telematika perumahan dan pemukiman

D1 bidang infrastruktur masth banyak hegiatan non cost recovery yang men
jad1 tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah antaralain dalam pemba
ngunan jalan fasilitas keselamatan transportast sumber daya air fasilitas persam
pahan dan sanitasi '*° Pada kegiatan lamn peran pemenntah melalur penyertaan modal
negara hepada BUMN terkait yang bergerak di infrastruktur antara lain jalan tol
pelabuhan bandara air mimum, perumahan pos bistrik dan telekomunikas: yang
belum sepenuhnya sistem tarif yang berlahu menank bagi mnvestor swasta 197 Kegt
atan hegiatan mi terutama yang berhaitan dengan public service obligation (PSO) D1
sist lan telah pula terdapat hegiatan yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh swasta
sepertt pembanghit listrih telehomunikasi di daerah perkotaan pelabuhan peti ke
mas bandara intemasional dan bandara pada lokasi tujuan wisata, jalan tol pada ruas
yang memuliki hondist lalu hintas yang tinggi &

Rostow '*° seorang sejaraw an ekonom: melalui stud: klasik yang dia lakukan
membuktihan bahwa kesiapan mfrastruktur merupakan salah satu persyaratan pen
ting dalam perehonomian suatu negara Rostow menjelashan hubungan antara per

tumbuhan ehonormm dan peran infrastruktur sebagar berihut 200

19 Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangha Menengah Nastonal
Tahun 2004 2009 Perpres No 7 Tahun 200>

19 Itd Lihat pada Bab 33 Tentang Percepatan Pembangunan In frastruktur

7 Ibid

8 thid

199 Rostow W W The Stages of Economic Growth (Cambrnidge Cambridge Umiversity Press 1977)
sebagaimana dikutip Iwan E Joesoef Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sebagar Kontrak

Bisius Berdimenst Publik Antara Pemerintah Dengan Investor (Swasta) Dalam Pioyek Inft astr ultur
Cetakan Pertama (Jakarta Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2006) hal 83 84

20 114
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Why should the maturation of the Industrial Revolution in America havc
been accompanied by what might verv well have become a bitter class war ?
Perhaps because the American public including the working class had been
payng for the nation s economic growth but had not been allowed much of a
share in 1t Back in the 1950 s an econonust by the name of Walt Whitman
Rostow published an nter ested work entitled The Stages of Economic Gt ow-
th His basic proposition was that economic growth is not gradual or uni
Jorm but hustorically follows a well defined path There must be a period of
caputal accumulation and development of infrastructure What ever part of
the product of the working class 1s tur ned into caputal or economic infi astiuc
ture cannot be available to them for consumption Consequently the working
class and consumer s geneially must pay for this capital accumulation and
infrastructure development Eventually however the level of capital accumu
lation and nfrastiucture development reach a level that Rostow called the
take off stage and like the awplane that Rostow had in mind the economy

takes off

Sementara tu B S Muljana®' menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) faktor yang
menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi yang salah satunya adalah infra
struhtur Keadaan dan perhembangan infrastruktur fisik suatu negara sangat menen
tuhan tingkat Keberhasilan pembangunan ekonomu Tidak adanya jaringan 1rigasi
akan menghambat petani untuk mengembangkan produktivitasnya. Demikian juga
bilamana jaringan jalan jalan hereta api beserta stasiun dan pelabuhan serta kapal
kapal pengangkut tidak memadar maka akan menghambat pemasaran bahan dan
barang yang dihasilkan di setiap lokasi atau wilayah Jadi kurang memadamnya infra
struktur fisik akan menghambat peningkatan produhsi pertanian dan akan menghala
ngt berdirt dan berkembangnya perusahaan jasa dan pabok

Pembangunan infrastruktur adalah bagian mtegral darnn pembangunan nasio
nal suatu negara Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi
Melihat begitu pentingnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan peranan

infrastruktur maka Pemermtah Indonesia dalam forum Indonesia Infiastiuctuie

2 B'S Muljana  Beberapa Pengertian Dan Masalah Mengenat Pembangunan Ekonomu dalam
Hendra Esmara (Penyunting) Teor: Ekonowmu Dan Kebyaksanaan Pembangunan Kumpulan Eser
Untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo Cetakan Kedua (Jakarta PT Gramedia 1987) hal

361
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Summut 2005 *** menawarkan sekitar 91 (sembilan puluh satu) proyek infrastruktur
berupa jalan tol rel kereta api pelabuhan laut pelabuhan udara, air bersth dan
pembangkit stk de ngan nila1 US$ 22 2 mihar atau sekitar Rp 203 trihun kepada
investor dalam maupun luar negen
|

42 Kerjasnma Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonom yang tingg: memerluhan investasi yang besar Seiring
dengan peningkatan investast dalam sumber daya manusia, maka kebutuhan mvestasi
di bidang infrastruktur juga semahin meningkat Pembangunan infrastruktur selan
ditujukan untuk pertumbuhan ekonom: juga sehaligus untuh mewujudkan pemera
taan

Pada dasarnya pembangunan mfrastruktur merupakan tanggungjawab peme
rintah Akan tetapt dengan meningkatny a kebutuhan infrastruktur dana yang terse-
dia untuk nvestast pemerintah sudah tidak lagi memadar Apalagi pemerintah harus
lebth memberihan prioritas atau perhatian yang lebih banyakh kepada pembangunan
di bidang sosial serta upaya upaya pemerataan dan penanggulangan hemiskinan

Oleh sebab 1tu penyediaan berbagar infrastruktur oleh swasta sangat penting
Untuk 1tu maka kerjasama pemenntah swasta dalam pembangunan nfrastruktur me
rupahan suatu heharusan

Objek pengadaan tanah bagi pelakhsanaan pembangunan untuk kepentingan
umum, pada dasamya merupakan bidang infrastruktur antara lain meliput1 jalan
jembatan rel kereta ap1 pelabuhan bandar udara, listnk telekomunikast irigasi dan
lain lain

Salah satu hal yang sangat penting dalam mnfrastruktur kepentingan umum
adalah siapa penyelenggaranya dan/atau penuliknya, apakah pemernntah ataukah
swasta dan bagaimana kerjasama antara pemerintah swasta dalam pengusahaan

mfrastruktur dimahsud Berdasarkan hal tersebut makla perlu dibandingkan antara

2 Indonesia Infi astructure Summit 2005 dilaksanakan di Hotel Shangnla Jakarta pada tanggal
17 18 Januan 2005 Kegiatan yang sama berupa Konferens: Internasional Tingkat Menter1 Dalam
Pembangunan Infrastruktur pernah dilaksankan d: Jakarta pada tanggal 2 4 September 1996
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Indonesia dengan negara lain bagaimana mfrastruktur kepentingan umum tersebut

diusahakan oleh pemerintah dan/atau swasta

421 Dt Indonesia

Kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,
telah dimulai sejak awal tahun 1987 yaitu dalam bidang jalan tol antara PT Jasa
Marga (Persero) sebagai yang mewakili pemenintah dengan PT Citra Marga Nusa
phala Persada yang mengusahakan jalan tol Cawang Tanjung Priok-Jembatan
Tiga 23

Dalam perkembangan selanjuinya, sesuai ketentuan Undang Undang Nomor
38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Ten
tang Jalan Tol kerjasama pemernntah-swasta (termasuk kerjasama pemerintah de
ngan PT Jasa Marga) dalam pengusahaan jalan tol telah memasuk: era baru dengan
diteraphannya metode BOT* dan tipe hontrak konses: *°° Jad: sejak tahun 1978
hingga tahun 2004 PT Jasa Marga (Persero) secara sendiri maupun secara bersama
dengan perusahaan swasta, dalam mengusahakan atau mengelola jalan tol tidak per
nah menerapkan metode BOT dan tipe kontrak konsest

Kemudian menyusul bidang telekomunihasi yang diwakili oleh PT Telhom
dan PT Indosat yang masing masmg lsting di New York Stock Exchange dan Bur
sa Efek Jakarta.”*® Selanjutnya dalam bidang pengadaan tenaga listrik yang diwakili

%3 1 jhat Prospektus PT Jasa Marga (Persero) yang diterbithan di Jakarta pada tanggal 3 Nopember
2007 dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana yang dicatatkan pada PT Bursa Efek Jakarta
(seharang PT Bursa Efek Indonesia) hal vit

% BOT adalah singkatan dar1 Build Operate Transfer

205 R onses: adalah 1zin pengusahaan jalan tol yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha untuk
memenuhi pengembalian dana mvestast dan keuntungan yang wajar Jangka waktu konses: ditetapkan
dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) antara pemenntah dengan Badan Usaha

206 1 shat Gunandjar Kartasasmita “Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pembangunan Infrastruk
tur D1 Asia Timur dalam Umar Juoro Rizal Matondang dan Noor Cholis eds Kerjasama Peme
rintah Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Asia Timur [Frontiers of the Public Private In
terface 1 East Asia s Infrastructure] diterjemahkan oleh LPPN/Indes (Jakarta Koperas: Jasa Profes:
LPPN 1997) hal 14
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oleh PT PLN bekerjasama dengan swasta dalam kontrak pembelian listrik (powct
purchasing agreement) *®’ Kerjasama pemerintah swasta juga berjalan dalam bi
dang bidang sepert! pengadaan air bersth pengolahan lmbah dan bidang transpor
tast sepert: pelabuhan laut dan udara

Hal lain yang sangat penting sehubungan dengan in frastruktur adalah masa
lah tanif yang biasanya merupakan brdang infrastruktur yang menjadi tanggung
Jawab pemerintah karena bidang bidang in1 memberihan jasa pelayanan yang pen
ting bagi masyarakat Oleh karena 1tu pemerintah diwajibkan untuk menjamin pela

yanan yang baih meshipun pelayanan in1 harus disediakan oleh sehtor swasta 208

422 DiAustialia

Keterlibatan Australia dengan pengembang infrastruktur swasta dimulat pada
tahun 1987 *® Proyek proyek pengembangan infrastruktur swasta selalu melibathan
pemernintah pada tahap perencanaan konstruksi dan operast Jika proyek tertentu me
rupahan bagian dari suatu sistem publik yang sudah tersedia, seperti pada jalan tol
fasilitas pengolahan hmbah atau pembanghit listrth maka penyedia prasarana yang
telah ada akan berharap agar sehtor swasta dapat dilibathan dengan baik ke dalam
sistem mereka dan ke dalam perencanaan *'° Jika proyek swasta ju ga dioperasihan
oleh swasta mahka terdapat kemungkinan terciptanya efisienst operasional dan
benchmarkang bag) jaringan pubhik lamnya Imi sering kali merupakan hal yang me
nartk bagr para manajer sehtor publik *!!

Infrastruktur sektor jalan tol yang mehputt konstruksi dan pengembangan

dapat dimuliki oleh swasta sebagaimana terdapat di New South Wales dan Vic

 Ibid
28 1hid hal 15

2 Don Russel Infrastruktur Sektor Swasta Pentingnya Konutmen Dan Pengorganisasian Peme
nntah dalam Umar Juoro Rizal Matondang dan Noor Cholis eds Op Cit hal 22

20 1pid hal 23 24

Ygbid—hal~ 24 - -
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toria. *'2 Dalam sektor air telah dikembangkan di Austrahia Selatan yang memberihan
wewenang pada pemerintah untuh mengontrol harga namun swasta akan memegang

213 Demikian juga sektor listrik  pihak swasta telah diberikan hak

kendali manajemen
sebagar operator *'* Proyek jalan kereta ap1 satu satunya adalah New Southern Rail
way akan menjadi proyek BOOT *'* meskipun negara bagian akan tetap menjadi pe
milik rel sedangkan konsorsium swasta akan menjadi pemilik stasiun stasiun yang
akan dibangun *'¢

Adapun motif herjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruk
tur adalah untuk mengatast hambatan hambatan pada pembiayaan darn sektor publih
dan untuh memenuht kebutuhan mvestast Sedangkan tujuannya adalah untuk me

ninghathan efisiensi dengan memunghinhan fasilitas fasilitas publih menjadi tolah

uhur bagi fasilitas fasilitas sektor swasta y

423 DiCima

Dengan hebyaksanaan pembaharuan dan keterbukaan Ci na yang diusulkan
oleh Mr Deng Xiao Ping dan pembukaan serta pengembangan daerah Shanghar ter
dapat hebutuhan yang sangat mendesak untuk pengembangan infrastruktur pada bi
dang komunihast dan tenaga listrik di Propmmsi1 Hubel p'e

D1 Propinst Huber ada dua proyek mfrastruktur besar yang segera dilaksa
nakan yaitu jalan ekspres sepanjang 1 100 hm dan 4 (empat) jembatan yang melm

tast sungal Yang Tze yang salah satunya sepanjang 5 (lima) kilo meter Kedua pro

M2 Ibid hal 26 3> 36 37 38 >3

23 Ibid hal 27

2 Ibid hal 28

25 BOOT adalah singkatan dar1 Bulld Own Operate Transfer
26 1bid hal 40

37 Ibid hal 33

28 Meng King Ping  Pengalaman Propinsi Huber dalam Umar Juoro Rizal Matondang dan Noor
Cholis eds Op Cit hal 65
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yek infrastruktur i1 dibangun dengan kerjasama pemerintah swasta dengan bantuan
220

Bank Duma **° yang dilaksanakan dengan honsep BO7
424 D1 Chili

Mengembanghan infrastruhtur merupakan satu dar sasaran utama perehono
mian Chili dengan pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan investast yang besar
dalam bidang energ: telekomunikas: jalan raya, kereta ap1 pelabuhan laut bandar
udara, supla: air bersih dan rgast 2!

Kebyahan untuk memunghkinkan pembangunan infrastruktur yang efisien ber
landashan pada empat sasaran dasar mempromosihan mnvestas: swasta, memperhuat
Kompetisi melindungi inghungan hidup serta memuashan kebutuhan kebutuhan so
sial yang mendasar “** Adapun alasan terkuat untuk mendorong partisips swasta da
lam 1nfrastruktur adalah untuk menciptakan iklim investasi yang menyenanghan bagi
perehonomian secara keseluruhan

Sejalan dengan pembangunan infrastruktur i1 pembangunan hukum juga u
dak ketinggalan dengan mengatur secara jelas dan tegas hak dan hewajiban para pe
laksana, dengan membedakan peran regulator darn pemenntah dan peran manajerial
darn perusahaan swasta dan perusahaan mulik negara

Proses swastanisasi besar besaran telah dilaksanakan dimana semua perusa
haan telekomunikasi dan hampir semua perusahaan perusahaan energi (listrik gas
muny ak bumi) berada di tangan swasta 2%*

Sedanghan untuk bidang bidang pelabuhan laut kereta ap1 dan pengadaan air

bersih dikelola secara bersama sama oleh perusahaan mulik negara dan swasta

2 Ibid hal 65>
29 Ibid hal 66 BOT adalah singhatan dart Build Operate Transfer

2 Lihat Alejandro Jadresic Keterlibatan Swasta Dalam Infrastruktur Pengalaman Chili dalam
Umar Juoro Rizal Matondang dan Noor Cholis eds Op Cit 71

22 1bid hal 71
23 Ibid hal 71

24 Ihid hal 72

Universitas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



70

Dalam kasus jalan raya dan infrastruktur transportasi lainnya, pemenntah te
tap memegang peran perencanaan hunct tetapt hak hak khusus diberihan kepada
pthak pihak swasta agar dapat membangun dan mengoperasihan infrastruktur dan
memungut bayaran dart para konsumen

Sistem konses! yang dipakai menjamin suatu proses penawaran yang kompe
tif transparan dan terbuka sehingga proyek proyek terbaik bisa dipthih Kompetist
yang adil merupakan suatu prinsip kebyakan yang umum bag: semua sektor infra
struktur di Chili karena hal i1 merupakan cara terbaik untuk menjamun efisiens: pro

yeh dan pelayanan yang lebih baik kepada para honsumen 226

425 DiMalaysia
Hampir lebth dan satu dehade yang lampau penyiapan mfrastruktur di Ma
laysia hampir seluruhnya merupakan tanggungjawab pemerintah 27 penyebabny a an
tara lan adalah 28
a Pelayanan infrastruktur dianggap terlalu penting untuk diberikan kepada sektor
swasta
b Anggapan di halangan pemenntah bahwa teknologi dan perhitungan bistus pe
ngembangan infrastruhtur telah menghalang: sektor swasta untuh memainhkan
peranan yang berart
¢ Kondist monopoli alamiah (natuial monopolv) penurunan biaya per unit serta
efek samping dalam produks: dan distnbusi pelayanannya
d Infrastruktur dianggap lebih sesuar dikembangkan oleh badan badan pemerintah/
sektor publik danpada perusahaan swasta
Tinggmya tinghat partisipast pemenntah Malaysia dalam perehonomian me

ngahibathan pertumbuhan defisit sektor publik dan peningkatan tajam dalam puyam

5 Ihid hal 73
26 Ibid hal 72 73

2 Yahya Yacob Dan G Nardu Kontrak Pembangunan Infrastruktur Sektor Swasta Pengalaman
Malaysia dalam Umar Juoro Rizal Maton dang dan Noor Cholis eds Op Cit hal 113

28 Ibid hal 113
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an domestik dan eksternal Masalah 1m1 semakin bertambah dengan terjadinya resest
internastonal di tahun 1980 an yang mengakibathan pendapatan ekspor merugt yang
pada akhimya menghasilkan laju pertumbuhan negatif pada tahun 1985 %%

Akan tetap1 pada pertengahan tahun 1980 an keadaan berubah total dimana,
pemerintah Malaysia memulai program liberalisast ekonomi dan deregulasi yang
termasuh diantaranya kebyakan swastamsast yang komprehensif dimana pergeseran
Kebyakan i1 mewajibhan pengurangan sektor publik dan memingkathan kesempatan
untuk sektor swasta *° Program m: dimula: pada tahun 1983 ketika Perdana Menten
Malaysia mengumumkan konsep Malaysia Incorporated yang melihat negara se
bagat satu bentuk perusahaan dimana pemerintah memberihan linghungan yang me
munghinhan dalam art1 infrastruktur deregulasi dan liberalisast dan manajemen eko
nomi mahro sementara sektor swasta memamnkan peran sebagai penggerak utama
ehonom nasional **!

Adapun hasil dar1 program liberalisasi dan swastanisasi tersebut adalah >**

a Kondisi pelayanan infrastruktur sangat berbeda dibandingkan dengan sebelum
nya

b Pengembangan infrastruktur sektor swasta sangat ekstensif yang mencakup pe
labuhan jalan raya, telehomumkasi mfrastruktur hota, pemasokan air bersth
pembuangan limbah dan generator hydroelectric
Infrastruktur berdir1 pada garis terdepan dart program swastanisasi pemerintah

d Berhasil membawa perubahan penting pada peran pemenntah dan swasta di da
lam pengembangan nfrastruktur

Bidang-bidang infastruktur yang telah diswastanisasi sejak tahun 1984 hingga

1997 adalah meliputi
a Pelabuhan yang meliputi pelabuhan manajemen pelabuhan termunal kontainer

termunal multi dan termunal manttim dengan metode menjual ekuitas horpora

2 Ibid hal 114
3 Ibid hal 113

B jhat Ibid hal 116

— —“'Ihatibd hal 114— - = — — — —
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tisast BOI dan BOO1T dengan tipe kontrak Hak Guna Pakai dan konsesi de
ngan masa hontrak berhisar antara 50 sampai 60 tahun

b Jalan raya yang meliputi jalan raya, jalan lintas simpang susun jalan ekspres
penghubung jalan bebas hambatan dengan metode BOT dan kontrak manaje
men dengan tipe kontrak konsest dengan masa kontrak berkisar antara 16 sam
pai 33 tahun

¢ Pemasok air bersih yang meliputi pemasok air bendungan pemeliharaan dan
otoritas dengan metode BOT kontrah manajemen dan korporasi dengan tipe
kontrak konsest dan Hak Guna Pakai

d Listnk dengan metode menjual ekuitas dan BO7 dengan tipe hontrak lisenst
dan Power Purchase Agreement dengan masa hontrak 21 tahun

e Telekomunihasi dengan metode BOT dengan tipe kontrak hisenst dengan masa
kontrak 21 tahun

f Railway dengan metode korporas: dengan tipe hontrak Hak Guna Pakai

g Bandar udara, dengan metode korporasi dengan tipe kontrak Hak Guna Pakai

h  Sistem pembuangan limbah dengan metode BOT dengan tipe kontrak konsesi
dengan masa kontrak 28 tahun

1 Light Rail Transit System dengan metode BOOT dengan tipe hontrak honsest
dengan masa kontrak 120 tahun 2 3

43 Jalan Tol Sebagar Infrastruktur Transportas:

Memang Rostow sama sehali idah menyebuthan bahwa jalan tol merupakan
proyek nfrastruktur Penulis berpendapat bahwa jalan tol merupakan salah satu jenis
proyek infrastruktur sama halnya dengan infrastruktur lamn sepert1 jalan umum, rel
kereta ap1 pembanghit tenaga listrik pelabuhan, bandar udara, terminal bis 1rngasi

telehomunthast dan lamn lan 24

2 Daftar selengkapnya lihat Ib:d hal 115
3 Lihat Indonesia Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangha Menengah Nas
tonal Tahun 2004 2009 Perpres No 7 Tahun 2005 Pada Bab 33 Tentang Percepatan Pembangunan

Infrastruktur disebutkan bahwa nfrastruktur meliput1 transportas: ketenagalistrikan energi pos
telekomunikas: dan informatika sumber daya arr perumahan pelayanan air mmum dan penyehatan
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Kegiatan sektor transportast merupakan tulang punggung pola distribust baik
barang maupun penumpang Pengalaman menunjukhan bahwa infrastruktur transpor
tast berperan besar untuh membuka 1solasi wilayah Transportas: jalan merupakan
moda transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan
nasional serta mempunyar hontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia ma
upun distribusi homoditi perdagangan dan industt Pada umumnya infrastruktur
transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan mis1 pembangunan nasional

Transportas: jalan semakin diperlukan untuk menjembatani hesenjangan dan
mendorong pemerataan hasil hasil pembangunan antar wilayah antar perhotaan dan
antar pedesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hu
bungan anta wilayah NKRI > Pembangunan transportasi jalan merupahan bagian
yang amat penting dalam pembangunan nasional sehingga prasarana jalan sebagai
prasarana publik memulikt nilai ekonomr milai sosial dan nilar strategis

Pembangunan jalan tol khususnya di Indonesia, dilatarbelakang: oleh suatu
kondisi dimana dalam suatu pembangunan jalan bebas hambatan memerlukan penda
naan relatif besar 2*® Dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 ™7 disebuthan
bahwa jalan tol diselenggarakan untuk
a Memperlancar lalu lintas di daerah y ang telah berkembang

Mennghathan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa gu
na peninghatan pertumbuhan ekonomi
¢ Mernnganhan beban dana pemerintah melaiw partisipast pengguna jalan dan

d Meningkathan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan

lingkungan Selanjutnya pada angka II Tentang Transportast disebutkan bahwa frastruktur transpor
tast mencakup transportas: jalan perkeretapian angkutan sungai danau dan penyeberangan transpor
tas1 laut dan transportas: udara Sedangkan transpotasi jalan dibagi menjadi jalan jembatan dan jalan
tol

2 Lihat Indonesia Ibid Pada angka II Tentang Transportas: sub angka 2 1 mengena1 Prasarana
Jalan

2% Investor Media Investas: dan Keuangan No 117 Tahun VII 8 21 Pebruar 2005 hal 13

% Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132
TLN No 4444 Pasal 43yt (1)— — — — —— — _
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Berdasarkan hal tersebut maka pengguna jalan tol dikenakan kewajiban un
tuh membayar sejumlah uang yang disebut tol yang digunakan untuk pengembalian

investast pemeliharan dan pengembangan jalan tol

44 Peranan Pemermtah Dalam P1oyek Infrastruktur Jalan Tol

Emul Salim®® menyatakan bahwa hak menguasai oleh negara berdasarkan
Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 harus dilithat dalam konteks pelaksanaan hak
dan kewajiban negara sebagai (1) pemulik (2) pengatur (3) perencana, (4) pelaksa
na, dan (5) pengawas Selanjutnya disebutkan bahwa hak menguasai bisa dilakukan
dengan memuliki sumber daya alam tetap: juga tanpa memulikt sumber daya alam
namun hak menguasasi 1tu diwujudhan melalw jalur pengaturan perencanaan dan
pengawasan >°

Sesuai dengan fungs! dan tugas negara, maka negara bertanggungjawab atas
peny ediaan fasilitas pelayanan umum (nfrastruktur) yang layak 240 Ada 2 (dua) hal
pokok dan penting yang menjadi peran pemernntah dalam kegiatan infrastruktur
untuk kepentingan umum yaitu mengenat pengadaan tanah dan mengenai tanf

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum merupakan
tanggungjawab pemernntah dengan membentuk Panitta Pembebasan Tanah?"! atau
Panitia Pengadaan Tanah *** dimana Ketua, Sehretaris dan anggotanya terdin dan

unsur unsur pemermtah

2% Emil Salim  Sistem Manajemen Nasional Menanggap: Tantangan Pembangunan Masa Depan
dalam Hendra Esmara Op Cit hal 477

™ 1bid

0 Indonesia Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Lihat
Pasal 34 ayat (3)

21 1 jhat Departemen Dalam Neger1 Peraturan Mentert Dalam Neger1 Tentang Ketentuan Keten
tuan Mengenar Tata Cara Pembebasan Tanah Permendagri No 15 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2)

22 1 that Indonesia Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembang
unan Untuk Kepentingan Umum Keppres No 55 Tahun 1993 Pasal 1 angka 4 Peraturan Piesiden

Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perpres No
36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 9
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Untuk infrastruktur jalan tol besar tanf tol serta tarif tol berlangganan dite
taphan oleh Presiden atas usul Mentert Pekerjaan Umum **  Seiring dengan terjadi
nya perubahan peraturan tentang jalan tol maka saat i tanf tol ditetaphan oleh
Menter: Pekerjaan Umum 2*

Mengenai tanf i1 penulis tidak setuju bahwa tanf tol ditetapkan oleh Mente
1 Pekerjaan Umum Sebagai infrastruktur yang bersifat kepentingan umum yang me
nyanghut hajat hidup orang banyak sudah seharusnya penentuan tarif tol melibathan
masy arakat sebagai pemanghu kepentingan melalur lembaga legislauf Dewan Per
wakilan Rakyat (DPR) Artinya penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerjaan Umum
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Selanjutnya peranan pemerintah dapat dilihat dalam wewenangnya untuk me

nyelenggarakan jalan tol yang meliputi pengaturan, pembmnaan pengusahaan dan

245
pengaw asan

45 Pengadaan Tanah Dan Penyelenggaraan Jalan Tol

Sejarah mencatat bahwa untuk pertama kalinya Indonesia berhasil memba
ngun jalan tol sepanjang 46 kilo meter (km) yang menghubungkan wilayah kota Ja
Larta dengan sebagian wilayah Jawa Barat yang disebut sebagai jalan tol Jakarta —
Bogor — Ciaw1 (Jagoraw) *° Jalan tol Jagorawr mula: dibangun pada tahun 1974 dan
selesar pada tahun 1978 yang pemakaiannya diresmikan oleh Presiden Soeharto

ada tanggal 9 Maret 1978 ?*’ Biaya pembangunan jalan tol mi seluruhnya bersum
p 8

2 Indonesia Peraturan Pemermtah Tentang Jalan Tol PP No 8 Tahun 1990 Pasal 40

“ Indonesta Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 Pasal 66 67 dan
68

5 Lihat Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No
132 TLN No 4441 Pasal 45 jo Pasal 46 49 50 dan 57 Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol
PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005 No 32 TLN No 4489 Pasal 3 jo Pasal 9 15 19 dan 69

246 1 yhat Prospektus PT Jasa Marga (Persero) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Nopember
2007 hal 84

27 1 1hat Prospektus PT Jasa Marga (Persero) yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Jum
1987 hal 21
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ber dan dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Pembangunannva

dilakhsanakan oleh pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum

451 Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Agar tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol jelas status haknya
secara huhum makha cara perolehannya harus dengan prosedur yang legal sesuai de
ngan ketentuan yang berlaku Adapun sumber atau asal dan tanah yang diperlukan
untuh pembangunan jalan tol adalah berupa tanah yang berasal dar1 Tanah Negara,>*®
Tanah Hak 2*° dan Tanah Ulayat °° maupun Tanah Wakaf **'

“ Lihat Departemen Dalam Neger1 Peraturan Menter: Dalam Negeri Tentang Pelimpahan Wewe
nang Pemberian Hak Atas Tanah Permendagn No 6 Tahun 1972 Dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan
bahwa Yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara
Sebutan tanah negara dicantumkan dalam Pasal 28 ayat (1) Pasal 37 Pasal 41 ayat (1) dan pasal 49
ayat (2) Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria UU No 5 Tahun 1960 LN
Tahun 1960 No 104 TLN No 2043

2 Tanah Hak adalah tanah yang di atasnya telah melehat suatu jerus hak atas tanah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Poko Pokok Agraria
UU No 5 Tahun 1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043 yaitu hak milik hak guna usaha hak
guna bangunan hak pakai hak sewa hak membuka tanah hak memungut hasil hutan, dan hak hak
lain

81 jhat Boed: Harsono Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok
Agraria Ist Dan Pelaksanaarmya Edisi Revisi 2005 (Jakarta Djambatan 2005) hal 186 disebutkan
bahwa Ulayat artinya wilayah Lihat juga Mulyono Sadyohutomo Manajemen R ota Dan Wilayah
Realita & Tantangan Cetakan Pertama (Jakarta PT Bumi Aksara 2008) hal 90 disebutkan bahwa

Tanah Ulayat adalah hamparan tanah yang secara hukum adat dumiliki bersama oleh warga masya
rakat daerah tersebut sebagai bagian dan hak ulayat masyarahat hukum adat  ILihat Boed1 Harsono
Op Cit hal 185 186 disebutkan bahwa Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewaj
ban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lmgkungan
wilayahnya  Hak Ulayat meliput: semua tanah yang ada dalam hngkungan wilayah masyarakat hu
kum adat yang bersangkutan baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum

B! that Indonesta Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangun
an Untuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Pe
menintah Tentang Pervakafan Tanah Milik PP No 28 Tahun 1977 LN Tahun 1977 No 38 TLN No
3107 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hu
kum yang menusahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah mlik dan melembagakan
nya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan
ajaran agama Islam Lihat juga Boedi Harsono Op Cit hal 345 disebutkan bahwa Dengan dya
dikannya tanah Hak Milik suatu wakaf Hak Milik yang bersangkutan menyadi hapus Tetapi tanahnya
tidak menjadi tanah Negara melainkan memperoleh status yang khusus sebagar tanah wakaf yang
diatur oleh Hukum Agama Islam Jad1 tanah wakaf adalah tanah Hak Milik yang diwakafkan untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam
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Dalam hal asal tanahnya berasal dan tanah negara, sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlahu maka Pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum sebagai pi
hak yang memerlukan tanah mengajuhan permohonan hak atas tanah hepada Men
ter1 Dalam Negerni

Dalam hal asal tanahnya berasal dan tanah hak atau tanah ulayat maka Pe
merintah c¢q Departemen Pekerjaan Umum sebagai pthak y ang memerlukan tanah
mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional

Atas permohonan tersebut maka Mentern1 Dalam Negeri maupun Badan Per
tanahan Nasional akan memberikan Hak Pakar atas tanah dimaksud yang tercatat
atas nama Pemenntah ¢q Departemen Pelerjaan Umum

Sejah pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada tahun 1974 hingga
saat i1 maha secara kronologis dasar huhum pengadaan tanah untuk pembangunan

jalan tol tersebut adalah sebagar berihut

4511 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ***

Bahwa tanah Negara yang akan didayagunahan dengan Hak Pakai diperoieh
dengan melalwm ketentuan tertentu yang ditetaphan oleh pejabat yang berwenang *>°
Pendayagunaan tanah hak paka untuk jangha waktu tertentu (sesuai dengan tujuan
dan permohonan) dapat diperoleh dengan cuma cuma.”** Hak Paka yang diperoleh
1tu terhindar dart unsur unsur pemerasan R’

Bahwa sesuai dengan subjehnya, objeknya dan peruntukannya. maha jems
hak atas tanah tempat dibangunnya jalan tol adalah Hak Paka

22 Indonesia Undang Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria UU No 5 Tahun
1960 LN Tahun 1960 No 104 TLN No 2043

22 Ibhid Pasal 41 ayat (1)
* Ithd Pasal 41 ayat (2)

25 Ihid Pasal 4l-ayat 3) — — — —— — —
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451 2 Permendagri Nomor 6 Tahun 1972%¢

Menter1 Dalam Neger1t member: keputusan mengena: permohonan pemberian
hak pakar atas tanah negara, yang wewenangnya tidak dilimpahkan kepada Guber
nur/Bupati/Walikota Kepala Daerah/Kepala Kecamatan °7 Dalam mengeluarhan ke
putusannya 1tu dibutuhkan suatu Panitia yang disebut Pamitia A yang bertugas untuk
memerihsa permohonan tersebut 2%

Bahwa sesuai dengan subjeknya, objeknya dan peruntukannya, mahka jenis
hak atas tanah tempat dibangunnya jalan tol adalah Hak Pakai

4513 Inpres Nomor 9 Tahun 1973%°

Dalam 1nstrukst yang pertama, antara lain disebuthan bahwa pencabutan hak
hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksanakan
benar benar untuk hepentingan umum **

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 1973 1n1 kepentingan umum diartihan sebagar
Kepentingan bangsa dan negara, dan/atau hepentingan masyarakat luas dan/atau ke
pentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan ¢!

Selanjutnya ditentukan juga jenis jents kegiatan pembangunan yang mempu
nyat sifat kepentingan umum dimana salah satunya adalah berupa pekerjaan

262
umum

2 Departemen Dalam Negen Peraturan Menter: Dalam Negeri Tentang Pelimpahan We enang
Pembcrian Hak Atas Tanah Permendagr No 6 Tahun 1972

7 Ibid Pasal 12 angha 4

% Panutia A atau Panitia Sembilan merupahan panitia yang beranggotahan sembilan orang pyjabat
pemerintah dar1 berbagai instansi yang bertugas memeriksa permohonan hak atas tanah

2 Indonesia Instruks: Presiden Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Ben
da Benda lang Ada D1 Atasnya Tnpres No 9 Tahun 1973

20 Mengenar buny: selengkapnya mstrukst yang Pertama lthat In donesia Ibid baca instruks: yang
PERTAMA

! Ibid Pasal 1 ayat (1)

S Jbid Pasal 1 ayat (2)
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Berdasarkan kepada pengertian kepentingan umum dan jenis jenis pembang
ungan yang mempunya sifat kepentingan umum sebagaimana disebuthan dalam In
pres Nomor 9 Tahun 1973 in1 maka jalan tol memenuhi kritera sebagar kepen
tingan umum karena jalan tol merupakan hepentingan masyarakat luas seluruh la
pisan masyarakat dan jalan tol merupakan salah satu bidang pekerjaan umum seba
gaimana telah dyjelaskan di atas bahwa pembangunan jalan tol dt Indonesia dimulat

pada tahun 1974

4514 Keppres Nomor 55 Tahun 199 26
Dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 i1 kepentingan umum diartthan se

%64 vang dibatast dengan tiga hritenia.

bagar hepentingan seluruh lapisan masyarakat

yaitu

a Keglatan pembangunannya dilahukan oleh pemerintah

b Pembangunanny a dirmiliki oleh pemerintah

¢ Tidahk digunakan untuk mencan heuntungan 2%

Terhadap pengertian dan knterta kepentingan umum tersebut dalam kaitan

nya dengan jalan tol penulis berpendapat sebagai berikut

a Dar segt pengertian kepentingan umum jalan tol memenuhr unsur unsur dimak
sud dalam arti bahwa semua orang (tanpa dishrniminasi) boleh menggunahan
Jjalan tol

b Dar segi kritenia kepentingan umum jalan tol memenuhi kriteria pertama dan
kedua, dimana pembangunan jalan tol y ang dimular dengan pengadaan tanah dan
dilanqjuthan dengan pembangunan konstruksi jalan tol penyelenggaraannya dila
Kukan oleh pemerintah dan jalan tol 1tu sendinn adalah milik pemerintah cq De

partemen Pehkerjaan Umum

¢ Mengenar kriteria y ang hetiga, hal i1 selalu menjad: perdebatan banyak pthak

3 mdonesia Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Keppres No 55 Tahun 1993

%64 Ibid Pasal 1 angka (3)

% Itid Pasals ayat (\)—mo — —
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Setelah jalan tol yang pertama, jalan tol Jagorawi selesai dibangun pada ta
hun 1978 maka pemerintah membentuk dan menunjuk Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) PT Jasa Marga (Persero) selaku operator jalan tol yang wewenangnya me
liputt pengumpulan tol pengaturan pemakaian jalan tol dan pengamanan jalan tol

Tidah dapat disangkal bahwa penggunaan jalan tol harus dibarengi dengan
pembayaran atas sejumlah uang tol sesuar dengan besamya tanf yang telah ditentu
kan oleh pemerintah Berbeda dengan jalan umum biasa yang tidak perlu membayar
sejumlah uang kecuali hanya membayar pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan
sekalt setahun oleh pemilih kendaraan bermotor

PT Jasa Marga (Persero) selaku operator jalan tol layaknya sebuah perusa
haan perseroan terbatas berbentuk badan huhum memang mempunyai ornentasi un
tuk mencar1 keuntungan Akan tetap: harus juga dungat bahwa PT Jasa Marga (Per
sero) dalam mencar keuntungan sama sekali tidak bisa dengan cara menaikkan tarif
tol karena yang menentukan tanf tol adalah pemerintah Kalau temyata PT Jasa
Marga (Persero) berhasil menciptahan keuntungan pada akhir tahun buku yang dipe
roleh dengan cara efisiensi dan penghematan serta strategi perusahaan lainnya, tentu
nya hal 1tu adalah wajar saja Sebaliknya, kalau PT Jasa Marga (Persero) mengalami
Kerugian apa reakst darnn pemermtah dan masyarakat ? Sudah pasti pemenintah dan
masyarahat tidak akan percaya kalau PT Jasa Marga (Persero) mengalami kerugian

Selanjutnya, penulis bertanya, apakah ada infrastruktur milik pemerintah
yang gratis di1 negara int ? Menurut pengamatan penulis satu satunya infrastruktur
mulik pemernintah dan yang dikelola langsung oleh pemerintah (dalam hal mi Depar
temen Pekerjaan Umum) yang boleh dibilang gratis adalah jalan umum biasa, dan
irigast Pemakaian atas jalan umum juga tidak bisa dibilang gratis seratus persen
karena setiap tahun pemulik kendaraan bermotor diwajibkan membayar pajak kenda
raan bermotor Lagt pula biaya untuh pembangunan jalan umum tersebut sebagian
besar berasal dar1 pajak yang dibayarkan oleh warga negara, walapun dalam kenyata
annya tidak semua w arga negara membayar pajak

Diluar jalan umum biasa dan ingast semua infrastruktur mulik pemerintah
pastt dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan umum

maupun perseroan terbatas Seharang i perusahaan umum apalagi perusahaan jawa

Universitas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



81

tan hampir tidak ada lagi semuanya telah berubah menjadi perseroan terbatas per
sero

Sebagai badan usaha, sudah pastt mempunyai tujuan untuk mencari keun
tungan Apakah perusahaan umum kereta ap1 (Perumka) boleh dikatakan tidak men
cart keuntungan ? Kalau ternyata selama im Perumka selalu merugi apakah 1tu kare
na tarifnya yang murah ataukah karena pejabatnya yang korupst dan kondektur yang
menerima langsung uang dan penumpang yang tidak membel: tiket di loketnva ?
Kalau Perumka selalu merugi pemernintah ternyata selalu protes juga dan masyarakat
Juga selalu tidak percaya Apalagi Perumka sendiri sudah berubah status menjad:
perseroan terbatas persero perubahan mana pasti didasari suatu pertimbangan dan
mempuny al suatu tujuan yang tidak lain tidak bukan adalah untuk mencan heuntu
ngan Penulis berpendapat bahwa unsur mencan keuntungan yang dilahukan oleh
suatu badan usaha yang menjalankan kepentingan umum tidak perlu lagi diperdebat
Lan

Berita terbaru menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk sebuah
perusahaan Badan Usaha Milih Negara untuk mengelola kereta api yang daerah
operasinya di wilay ah Jakarta Bogor Tangerang Behasi (Jabotabek) dan diharapkan
dapat beroperast pada bulan Agustus 2008 i %% Dalam operastonalny a, pemerintah
ahan melibathan partisipasi swasta dalam herangha kerjasama pemenntah swasta
(KPS) sehingga pemenntah tidak sendirian terbebami Apabila proyek kerja sama i
sudah terbentuk maka PT Kereta Ap:t Indonesia Daerah Operas:t I hanya akan
berkonsentras: pada layanan kereta api antar kota, sedangkan untuk wilayah kota
Jabotabek akan dilay ani oleh perusahaan yang baru dibentuk dan diharapkan kualitas

%7 Dengan beroperasinya proyek baru i diharapkan

pelayanannya akan menmngkat
akan dapat mengatasi kemacetan d1 sekitar wilayah Jabotabek karena pengguna ken
daraan pribadi ahan memulih naik herata apr Jabotabek dengan sistem dan mana

jemen baru

% Seputar Indonesia (Selasa 24 Jum 2008 hal 13)

27 1b1d - -
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Penulis berpendapat bahwa proyek baru in1 harus disambut dan didukung de
ngan baih harena memberihan harapan yang sangat besar bagt masyarakat banyak di
wilayah Jabotabek yang selama m sangat mendambakan kereta ap1 yang nyaman
dan aman sebagai moda angkutan massal dengan kapasitas yang tinggi

Sebagai kesimpulan penulis berpendapat bahwa kriteria berupa tidak digu
nakan untuk mencarn keuntungan sangat tidak relevan harus diganti dengan kriteria
berupa tarifnya harus ditentukan oleh pemerntah dengan persetuyyuan Dewan Per
wahilan Rahyat karena halau badan usaha dimaksud selalu merug) siapa yang akan
menanggung kerugian tersebut apakah harus pemerintah terus ? Lagi pula, dengan
adany a tarf yang kompetitif maka pelayanan kepada masyarahat diharaphan menja
di meningkat Justeru kalau badan usaha dimaksud selalu merug: karena tarif yang
murah maka pelayanan kepada masyarakat banyak akan dikorbankan

Mengenai jenis jenis kepentingan umum yang disebutkan dalam Keppres No

mor 55 Tahun 1993 tersebut tidak ada disebutkan jalan tol selain yjalan umum

4515 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 **®

Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 pengertian kepentingan umum adalah
Lepentingan sebagian besar lapisan masyarakat 269 Bila dihubungkan dengan jalan
tol maka pengertian kepentingan umum i sudah meliputi jalan tol karena jalan tol
merupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat Selanjutnya. salah satu dar
sebanyak 21 (dua puluh satu) jenis hegiatan pembangunan untuk hepentingan umum

adalah jalan tol *™

%% Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 2005

2% Ibid Pasal 1 angha 5

™ Itid Pasal 5
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4516 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 *"

Pengertian kepentingan umum dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tetap
mengacu hepada pengertian kepentingan umum sebagaimana menurut Perpres No
mor 36 Tahun 2005 Jadi jalan tol termasuk dalam pengertian kepentingan umum
Selanjutnya salah satu dar sebanyak 7 (tujuh) jenis kegiatan pembangunan untuk

kepentingan umum adalah jalan tol >

451 Dasar Hukum Penyelenggaraan Jalan Tol

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan pada hakekatnya merupahan
unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatu
an dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional Dalam kerangka tersebut
jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudhan sasaran pembangunan
nasional sepert: pemerataan pembangunan dan hasil hasinya yang menuju pada ter
ciptanya headilan sosial bagi seluruh rakyat pertumbuhan ekonomu yang cukup ting
g1 dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta dalam jangka panjang tercip
tany a landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendirt me
nuwu suatu masyarakat Indonesia yang maju adil dan makmur berdasarhan Pan
castla.®’

Pemernintah mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan yang menurut ukuran
wajar tidak dapat ditangani sendirt oleh rakyat antara lam pembinaan jaringan jalan
Oleh karena 1tu pada dasarnya jaringan jalan umum terbuha untuk lalu lintas umum
tanpa adanya pungutan bagi pemakamnya Setiap pungutan perlu diatur dengan pera
turan perundang undangan Adanya jalan tol yang kepada para pemakainya dihena

kan kewajtban membayar tol perlu dibatasi sehetat munghin yartu hany a terbatas pa

Y Indonesia Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Pera turan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pe laksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perpres No 65 Tahun 2006

™ Ibid Pasal 1 angka 4

" Indonesta Undang Undang Tentang Jalan UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83
TLN No 3186 Penjelasan Umum angka 1
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da daerah daerah yang telah menunjukkan tingkat perkembangan sedemikian rupa
sehingga biay a pembangunan jalan tol tersebut dibebankan kepada pemakainya.
Jalan tol merupakan jaringan jalan umum yang menyanghut hajat hidup orang
banyak sehingga kepemulikan dan wewenang pemiliknya dan penyelenggaraan bera
da pada Pemerintah Penyelenggaraan jalan tol meliputi semua kegiatan perwujudan
sasaran pembinaan jalan tol dan kegiatan operasinya. Keglatan operast dimaksud
meliputi pengumpulan tol pengaturan pemahaian dan pengamanan jalan tol usaha
lain yang sesuat dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan jalan tol ™
Adapun yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan jalan tol sejak jalan tol

pertama beroperast pada tahun 1978 adalah sebagai berthut

4521 Peraturan Pemermtah No 4 Tahun 1978 *”

Berdasarhan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 jo Surat Keputusan
Menten1 Keuangan Nomor 90/KMK 06/1978 276 maka dibentuk PT Jasa Marga (In
donesia Highway Corporation) 2’/

Mahksud dan tujuan perseroan adalah mengusahakan jalan tol dalam rangka
ihut serta menyelenggarakan pengembangan jaringan jalan untuk menjamin terpenu
hinya peran jalan dengan cara memanfaathan dana/potensi terbuang terutama di
daerah daerah yang telah menunjukhan perkembangan dengan kepadatan jasa

distribust yang tinggi pada jalan jalan tertentu kepadatan lalu lintas sudah mencapai

24 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83
TLN No 3186 Penjelasan Pasal 13

™5 Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Penvertaan Modal Nega ra Republik Indonesia Da
lam Penditian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Pemeltharaan Dan Penga
daan Jaringan Jalan Tol Serta Ketentuan Ketentuan Pengusahaannya PP No 4 Tahun 1978 LN No
4 Tahun 1978

7 Departemen Keuangan Surat Keputusan Menter: Keuangan Tantang Penetapan Modal Perusa
haan Perseroan (Persero) PT D1 Bidang Jalan Tol SK Menkeu No 90 /KMK 06/1978 tertanggal 27
Pebruan 1978

7 PT Jasa Marga (Indonesia Highway Corporation) didirikan berdasarkan Akta No 1 tertanggal 1
Maret 1978 yang hemudian diubah berdasarkan Akta No 187 tertanggal 19 Me1 1981 dan nama per
seroan diubah menjadi PT Jasa Marga (Persero) Perubahan terahhir dilakukan dalam rangka Pena
waran Umum Perdana berdasarkan Akta No 27 tertanggal 12 September 2007 dan nama perseroan
menjad1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Higway Corporation) Tbh atau
disingkat PT Jasa Marga (Persero) Tbk
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suatu keadaan yang mengakibatkan biaya angkutan jauh melebihi biaya angkutan
yang wajar sehingga meringankan beban pemerintah 278

Bidang usaha perseroan meliputi pengelolaan pemeliharaan dan pengadaan
jJalan tol termasuk pembinaan yang meliputi kegiatan kegiatan perancangan teknis
pemeliharaan termasuk pengawasan dan pembangunan pemungutan/pengumpulan
uang tol dan usaha lain yang selaras dengan maksud tujuan perseroan 27

Setelah jalan tol Jagoraw: selesar dibangun oleh pemernintah c¢q Departemen
Pekerjaan Umum pada tahun 1978 maka pemerintah menunjuk PT Jasa Marga (Per

sero) selaku operator jalan tol tersebut

4522 UUNomor 13 Tahun 1980 **°

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 mi disebuthan bahwa jalan
adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuh apapun meliput: segala ba
gian jalan termasuh bangunan pelenghap dan perlenghapannya yang diperuntuhkan
bagi lalu Iintas ** Jalan umum adalah jalan yang diperuntukhan bagi lalu hntas
umum **? Selanjutnya disebuthan bahwa jalan tol adalah jalan umum yang kepada
para pemahamya dikenahan kewajiban membayar tol 2%

Pemilikan dan hak penyelenggaraan jalan tol ada pada pemerntah 284 Atas
usul Mentert Presiden menetaphan suatu ruas jalan sebaga jalan tol **> Pemenntah

meny erahkan wewenang penyelenggaraan jalan tol hepada Badan Huhum Usaha Ne

28 1_that Akta Pendirian PT Jasa Marga (Persero) Akta No 1 tertanggal 1 Maret 1978 Pasal 3

2 Ibid Pasal 4

™0 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83
TLN No 3186

B! 1pid Pasal 1 huruf e
8 Ibid Pasal 1 huruf f
3 Ibid Pasal 1 huruf h
%4 Ibid Pasal 13

% 1bid Pasal 14

Universitas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



86

gara Jalan Tol yang didirikan berdasarhan peraturan perundang undangan yang

berlakhu Penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan tol tidak melepashan tang

286

gungjawab pemerintah terhadap jalan yang diserahkan penyelenggaraannya.”® Yang

dimaksudkan dengan Badan Hukum Ne gara Jalan Tol dalam hal im adalah PT Jasa
Marga (Persero) yang didirikan pada tahun 1978 berdasarkan Akta Notaris Nomor 1
tanggal 1 Maret 1978

45 2 3 Peraturan Pemermiah Nomor 26 Tahun 198 %%

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 i1 antara lain disebut
kan bahwa

Wewenang perencanaan tekms dan pembangunan Jalan Arter1 pada jaringan
jalan primer ada pada Menter: atau diserahhan hepada badan usaha negara
yang diserahn tugas pengelolaan Jalan Tol [cetak tebal oleh penulis] **®

Wewenang pemeliharaan Jalan Arter1 pada janngan Jalan Primer ada pada
Menten atau dilimpahkan dalam rangha tugas pembantuan kepada Pemerin
tah Daerah Tinghat I atau diserahkan kepada badan usaha negara yang
diser ahi tugas pengelolaan Jalan Tol [cetak tebal oleh penulis] **

Selanjutnya disebutkan bahwa

Penyerahan wewenang pembinaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) hkepada badan usaha negara yang diseraht
tugas pengelolaan Jalan Tol dilakukan dengan syarat bahwa urusan sepenuh
nya menjadi tanggungjawab badan usaha negara yang diserahi tugas pengelo
laan Jalan Tol meliputt
a Peranghat pelaksanaannya adalah perangkat badan usaha negara yang di

serah1 tugas pengelolaan Jalan Tol
b Alat perlenghapannya adalah alat perlenghapan badan usaha negara yang
diserahi tugas pengelolaan Jalan Tol

35 Ibid Pasal 17

%7 Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Jalan PP No 26 Tahun 1985 LN Tahun 1985 No
37 TLN No 3293

8 Ibid Pasal 37 ayat (1)

° Ibid Pasal 38 ayat (1)
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¢ Sumber pembiayaannya dar1 badan usaha negara yang diserahi tugas pe
ngelolaan Jalan Tol *°

Yang dimaksudkan dengan badan usaha negara jalan tol dalam hal in1 adalah
PT Jasa Marga (Persero) yang didi1 nkan pada tahun 1978 berdasarkan Akta Notaris
Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978

4524 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 *°!

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 i1 antara lain disebuthan
bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntuhkan bagi lalu lintas umum 2 Jalan
tol adalah jalan umum yang hepada para pemakanya dikenakan kewajiban memba
var tol %

Jalan tol diselenggarahan dengan maksud untuk mewujudhan pemerataan
pembangunan dan hasil hasinya serta heseimbangan dalam pengembangan wilayah
dengan memperhatihan keadilan dengan dana yang berasal darnn pemakai jalan 24Ty
juan penyelenggaraan jalan tol adalah untuk meningkatkan efisiensi pelay anan jasa
distribust guna menunjang peninghatan pertumbuhan ehonomu terutama di wilay ah
yang sudah tingg1 tinghat perkembangannya %°°

Pembangunan jalan tol diselenggarakan oleh pemerintah yang pelaksanaan
nva untuk sebagian atau seluruhnya diserahkan kepada badan **° Penyelenggaraan ja

298

lan tol dapat dilakukan oleh badan - beherjasama dengan pihak lain ©° berdasarkan

% Ibid Pasal 39 ayat (2)

! Indonesia Peraturan Pemermntah Tentang Jalan Tol PP No 8 Tahun 1990 LN Tahun 1990 No
12 TLN No 340>

2 Ihid Pasal 1 angha 2
3 Ibid Pasal 1 angha 3
4 1hid Pasal 2 ayat (1)
25 Ibid Pasal 2 ayat (2)
S Ibid Pasal 10

®7 Ibid Pasal 38 ayat (1)

—28 Ibid Pasal38ayat 32- — — — — — —— — _
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121n Menten *° Yang dimaksudhan dengan badan adalah Badan Usaha Milik Negara
Jalan Tol yang diserahi wewenang penyelenggaraan jalan tol dalam hal im1 PT Jasa
Marga (Persero) 9

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam hal im1 adalah perusahaan swasta
Jadi PT Jasa Marga (Persero) dapat bekerasama dengan perusahaan swasta untuk

meny elenggarakan jalan tol berdasarkan 1zin Menten Pekerjaan Umum

4525 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *'
Dalam Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 imm antara lain disebuthan
bahwa

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliput: segala bagian jalan

termasuk bangunan pelengkap dan perlenghapannya yang diperuntukkan ba

g1 lalu lintas yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah di

bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecual ja

lan hereta ap1 jalan lon dan jalan habel

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu hintas umum *° Se
danghan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jarningan jalan
dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol >**

Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada pemenntah 30> yang meli

puti pengaturan pembmaan pengusshaan dan pengawasan jalan tol % Sebagian

9 Iind pasal 38 ayat (4)
3 1hid Pasal 1 angha 8

%! Indonesta Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132
TLN No 4444

¥ Ibid Pasal 1 angha 4
33 Jbid Pasal 1 angka 5
304 Itid Pasal 1 angha 7
% Ibid Pasal 45 ayat (1)

% Ilid Pasal 45 ayat (2)
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wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan
Pengatur Jalan Tol *%’

Pengusahaan jalan tol dilahuhan oleh badan usaha milik negara dan/atau ba
dan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta *

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 i1 maka terjadi
perubahan mendasar dalam usaha jalan tol dimana PT Jasa Marga (Persero) mempu
nvai status dan hedudukan yang sama dengan perusahaan swasta yang bergerak da
lam jalan tol yaitu sama sama sebagai operator jalan tol dan/atau sebagar badan usa
ha jalan tol Jadi perusahaan swasta dapat berdinn sendint (tanpa perlu bekerjasama
dengan PT Jasa Marga) sebagai operator jalan tol maupun sebagar badan usaha jalan

tol yang membangun jalan tol Peran PT Jasa Marga (Persero) sebagai regulator te

lah diambil alih oleh Badan Pengatur Jalan Tol

45 26 Peraturan Pemeiintah Nomor 15 Tahun 2005 %

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 mu antara lain disebut
kan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntuhkan bagi lalu lintas umum *1°
Sedangkan jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan
dan sebagai jalan nasional yang penggunany a diwajibkan membayar tol !

Wewenang peny elenggaraan jalan tol berada pada pemerintah 2 yang mell

puti pengaturan pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol * Sebagian

307 Ibid Pasal 45 ayat (3)
3% Ihid Pasal 50 ayat (4)

3% Indonesia Peraturan Pemecrintah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005
No 32 TLN No 4489

310 7817 Pasal 1 angha 1
31 Ibid Pasal 1 angka 2

312 Ibid Pasal 3 ayat (1)
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wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan
Pengatur Jalan Tol **

Perubahan yang penting dalam ketentuan yang baru im1 di antaranya adalah
wewenang penyelenggaraan jalan tol tetap berada pada Pemermntah tetap1 khusus un
tuk jalan tol yang mempunya: kelayakan ekonom: dan finansial memadar diprioritas
kan kepada badan usaha, jalan tol dimungkinkan dibangun walaupun tidak ada jalan
altematif proses pelelangan secara terbuka dan transparan termasuk untuk jalan tol

yang merupakan prakarsa badan usaha.

46 Peran PT Jasa Marga (Persero) Dalam Operastonal Jalan Tol

Sejak jalan tol Jagoraw: pertama hali dioperasikan pada tahun 1978 maka
PT Jasa Marga (Persero) sudah ditunjuk oleh pemerntah selaku operator jalan tol
tersebut Dalam sejarahnya hemudian PT Jasa Marga (Persero) selain selahu ope
rator pemerintah juga menugaskannya selaku regulator Kemudian dalam rangka
reformasi birokrasi dan persaingan usaha yang sehat maka PT Jasa Marga (Persero)

kembal: hepada fungsinya semula yartu selaku operator jalan tol

461 Pembentukan PT Jasa Marga (Peisero)

Pembentukan PT Jasa Marga (Persero) pada mulanya tidak terlepas dart Pe
raturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 ' yaitu dalam rangha operasionalisasi ja
lan tol Jagoraw: sebagau jalan tol pertama di Indonesia

PT Jasa Marga (Persero) pada awal terbentuk yang mengemban tugas pokok
dan pemerintah di bidang pengusahaan jalan tol yang meliputt kegiatan pengumpul
an uang tol dan pemeliharaannya, adalah suatu perseroan terbatas berbentuk badan

hukum Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta. Badan Hukum

3 Ibid Pasal 3 ayat (3)
35 Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Penyerahan Modal Nega ra Republhik Indonesia Da
lam Pendirian Perusahaan (Persero) Di Bidang Pengelolaan Pemeliharaan Dan Pengadaan Jai

ingan Jalan Tol Serta Ketentuan Ketentuan Pengusahaarnya PP No 4 Tahun 1978 LN No 4 Tahun
1978
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int didinkan dan berdir1 secara sah menurut hukum negara Republik Indonesia
dimana angaran dasar serta perubahannya telah diumumhan dalam Berita Negara

Republik Indonesia ¢

462 PT Jasa Marga (Pei sero) Selaku Operator Tunggal Jalan 1ol

Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 1978 sampa tahun 1990 PT Jasa
Marga (Persero) bertindak sebagar satu satunya perusahaan yang mengoperasthan ja
lan tol artinya jalan tol menjad: hak monopoli PT Jasa Marga (Persero) sementara
pthak swasta tidak diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipast dalam pengusa
haan jalan tol Hal in1 menjad: sorotan banyak pihak karena tidak sesuar dengan asas
partisipatif dalam pembangunan dan bertentangan dengan prinsip demohrasi ehono

mi

463 PT Jasa Marga (Pei sero) Selaku Operator Dan Regulator Jalan Tol

Sejak tanggal 15 Juni 1982 tugas PT Jasa Marga (Persero) menjadi bertam
bah dengan bidang pembangunan/pengadaan jalan tol termasuk penvediaan dana ru
ptah " Dengan penambahan tugas m maka PT Jasa Marga (Persero) berwenang
membuat perjanjian dengan pihak hetiga dalam rangka kerja sama pembangunan dan
pengoperasian jalan tol

Hal tersebut di atas membawa honsehuens: hukum bahwa PT Jasa Marga
(Persero) selaku pthak yang mendapat Kuasa Penyelenggaraan Jalan Tol dart peme
rintah berwenang membuat peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh Direks:
peraturan mana mengihat bagi semua perusahaan yang menjadi mitra PT Jasa Marga

(Persero) dalam pembangunan dan operastonal jalan tol Konsekuens: lainnya adalah

3° PT Jasa Marga (Persero) didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 1978 yang dibu
at dihadapan Karti1 Mulyad: Sagana Hukum Notans di Jakarta dan anggaran dasamya diubah un
tuk pertama kali dengan Akta No 187 tanggal 19 Me1 1981 yang dibuat dihadapan notanis yang sama
Diumumkan untuk pertama kalmya dalam Benita Negera Republik Indonesia tanggal 10 September
1982 No 73 Tambahan Berita Negara No 1138

3171 1hat Departemen Keuangan Republik Indonesia  Swurat Keputuson Menter: Keuangan No 868/
MK 011/1981 Lihat juga Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia Surat Keputusan Mente
11 Pel erjaan Umum No 010202 tanggal 15 Jum 1952
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bahwa disamping sebagai kuasa pemeriniah sebagar penyelenggara jalan tol maka
PT Jasa Marga (Persero) juga sebaga: pemilik saham pada perusahaan lain yang ber
gerak sebagai operator jalan tol Status sebagai regulator dan operator in1 membuat
PT Jasa Marga (Persero) tidak terhindar dar1 masalah conflict of interest yang tentu
nya dapat menimbulkan kerugian bag1 Pemerintah PT Jasa Marga (Persero) maupun

perusahaan mitra

464 PT Jasa Marga (Persero) Dan Swasta Selaku Operator Jalan Tol

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 > '8 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 *'® maka pengusahaan jalan tol dilakukan oleh pe
merintah dan/atau swasta Dengan ketentuan yang baru i1 maka pihak swasta secara
mandin tanpa harus bekerja sama dengan PT Jasa Marga (Persero) berhak mengu
sahakan jalan tol Hal um berartt bahwa PT Jasa Marga (Persero) mempunyai status
dan kedudukan yang sama dengan perusahaan swasta yang bergerak dalam usaha

jalan tol

47 Badan Pengatur Jalan Tol

Suatu hal yang baru sejak berlakunya Undang Undang Nomor 38 Tahun
2004%% dan Peraturan Pemerntah Nomor 15 Tahun 2005 ! adalah beralihnya
fungsi regulator yang selama 11 dipegang oleh PT Jasa Marga (Persero) kepada

Badan Pengatur Jalan Tol 3

8 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132
TLN No 4441 Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (4)

1% Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005
No 32 TLN No 4489 Pasal 19 ayat (2)

2 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 38 Tahun 2004 LN Tahun 2004 No 132
TLN No 4441 Pasal 45

2! Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005
No 32 TLN No 4489 Pasal 3 ayat (3) Pasal 72 85

322 Badan Pengatur Jalan Tol dibentuk berdasarkan Peraturan Men teri Pekerjaan Umum Tentang
Badan Pengatur Jalan Tol Permen PU No 295/PRT/M/2005 tanggal 28 Juru 2005
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Adapun tugas dan fungs: Badan Pengatur Jalan Tol adalah

a Merehomendasihan tanf awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menter
Melakuhan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa
konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Mentert

¢ Melakukan pengambilalthan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal da
lam pelaksanaan konsest untuk hemudian dilelangkan kembali pengusahaannya

d Melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa helayakan
finansial studi helayahan dan penyiapan amdal

e Melakukan pengadaan investasi jalan tol melalur pelelangan secara transparan
dan terbula

{f Membantu proses pelahsanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedia
nya dana yang berasal dan Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaan
nva

g Memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengope
rasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakhukan Badan Usaha dan

h Melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajt
ban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik hepada

Menter: >

48 Pihak Yang Terhbat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
Jalan Tol
Adapun pihak pthak yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk pembangun
an jalan tol adalah
a Pemenntah cq Departemen Pekerjaan Umum selaku pithak yang memerlukan ta

nah yang selanjutny a sebagai pemuilik tanah jalan toi

3 Indonesia Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005
No 32 TLN No 4489 Pasal 75 ayat (1) Lihat juga Departemen Pekerjaan Umum Peraturan Men
ter1 Peherjaan Umum Tentang Badan Pengatur Jalan Tol Permen PU No 295/PRT/M/2005 tanggal
28 Jum 2005 Pasal 6
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b Panitia Pengadaan Tanah selaku pihak yang melaksanakan proses pengadaan ta
nazh dan

¢ Pihak warga masyarakat pemihik tanah selahu pithak yang melepashan hak atas
tanahnya, yang akan menerima ganti rugi dart pemerintah cq Departemen Peker

jaan Umum

49 Pihak Yang Terlibat Dalam Pembangunan Jalan Tol
Adapun pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol adalah

a Pemenntah cq Departemen Pekenpaan Umum selaku pihak penyelenggara dan
pemulik jalan tol

b Badan Pengatur Jalan Tol selaku badan yang mempunyar wewenang untuk mela
hukan sebagian wewenang pemenntah dalam penyelenggaraan jalan tol yang
meliputi pengaturan pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol

¢ Badan Usaha Jalan Tol selaku pihak yang bergerak dalam pengusahaan jalan tol
dapat berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

Usaha mulik sw asta.

410 Maksud Dan Tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol
4 10 1 Maksud penyelenggaraan jalan tol

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewwudkan pemerataan pem
bangunan dan hasil hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah de
ngan memperhatikan keadilan yang dapat dicapar dengan membina jaringan jalan

yang danany a berasal dan pengguna jalan 3

410 2 Tujuan penyelenggaiaan jalan tol
Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meninghatkan efisienst pelayanan jasa
distribusi guna menunjang penmngkatan pertumbuhan ekonomu terutama di wilayah

yang sudah tmgg! tingkat perkembanganny a >%

3 Jndonesia Peraturan Pemerintah Tentang Jalan Tol PP No 15 Tahun 2005 LN Tahun 2005
No 32 TLN No 4489 Pasal 2 ayat (1)

33 Ibid Pasal 2 ayat (2)
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4 10 3 Alasan penyelenggaraan jalan tol
Sebagar dasar alasan atau motf untuk pembiayaan jalan raya atas dasar sis

tem fol/! road tersebut antara lain adalah sebagai benkut 26

a Karena terdapatnya keadaan keuangan pemerintah yang tak mencukupt untuk
membuat sistem jalan yang akan dapat mengimbangi road traffic serta kemajuan
teknologt dalam alat alat penganghutan

b Karena sungguhpun ada tersedia anggaran belanja negara/dana dana pemerintah
pusat yang cuhup besar untuh pembuatan dan pemeliharaan jalan tetap: karena
dana keuangan tersebut harus dibagi bagi tersebar secara lokal sehingga tak begi
tu berartt besarnya untuh membuat dan memelihara jalan secara keseluruhannya

¢ Jalan tol tersebut akan dapat menciptahan kesempatan kerja yang cuhup besar

terutama dalam kegiatan ke PU an dalam masa depres: atau hegiatan ekonomi

yang sedang menurun

4 10 4 Keberatan ter hadap penyelenggaraan jalan tol

Ada berbagar keberatan atau kelemahan helemahan dan adanya sistem jalan
tol tersebut Mereka yang tidak setuju dengan sistem jalan secara tol tersebut menga
jukan keberatan keberatan yang antara lamn sebagat benikut **’

a Jalan tol tersebut akan dapat mengakibatkan adanya duplikast dar investasi jalan
Lharena adanya jalan tol tersebut kebanyakannya hira kira paralel dengan jalan
bebas (firee road) yang mana harus dipertahankan terutama untuk melayvan ke
perluan lalu lintas lokal

b Menyebabkan adanya tendenst untuk mengabaikan perbaihan atau pemeliharaan
jalan bebas (#f ee 10ad) Hal im1 mengakibathan pilthan bulan antara i ee 7 oad de

ngan foll road tetapr antara jalan bebas yang buruk dan takh memadai dengan

jalan tol yang kondisinya baik

3 Rustian Kamaluddin Ehonom: Transportas: Karakteristik, Te or1 Dan Kebyakan Cetakan Per
tama (Jakarta Ghalia Indonesia 2003) hal 61

— 1 bd hal-6F— — — — — — _——
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Jalan tol hanya secara relatf dapat mengurang: lalu lintas yang penuh sesak

(congested traffic) \arena kebanyahan jalan tol tersebut tidak sampat ke pusat

hota kota di mana lalu lintas adalah padat dan penuh sesak

Adanya extra cost yang perlu dikeluarkan jika jalan jalan (fugh ways) dibaya

dengan cara tol in1 yaitu yang timbul dan hal hal lain

d1 bunga yang harus dibayar kepada modal pinjaman atau obligasi yang
dikeluarkan untuk membiayar jalan tol tersebut

d2 ongkos untuk mengumpulkan tol (pajak) dan biaya lainnya yang terkait
adalah cukup mahal

410 5 Dukungan ter hadap penyelenggaraan jalan tol

Para penyokong adanya sistem f0ll 1 oad untuk pembangunan dan pemeliha

raan jalan mengemuhakan keuntungan keuntungan sistem in1 yang antara lain adalah

sebagai berihut

a

d

328

Bagaimanapun juga jalan tol ahan dapat mengurang: lalu lintas yang penuh sesak
(congested traffic) kecelakaan dan bahaya bahaya lannya vang sering terjadi
pada firee 10ad akibat jalan yang penuh sesak tersebut

Seg1 seg1t pertimbangan ekonomu dan finansial biasanya adalah sehat karena
bank bank atau badan keuangan lainnya yang diserahi tugas untuk membiayainya
tidak akan suka (bersedia) membiayamya jika seandamnya proyek tersebut tidak
sehat atau tidak feasible sepertt tidak self iquidating

Jalan tol 1tu sebetulnya hampir sama saja dengan fiee road di mana jalan bebas
1 pada hakihatny a tidak bebas sebebas bebasnya termasuk juga dalam pemakat

annya (ingat tentang adanya hetentuan klas jalan untuk pemakaian jalan)

Beban keuangan negara dapat dinngankan atau dikurang: yaitu dalam hal mem

buat atau memelihara jalan karena adanya pembiayaan dengan sistem pembia

yaan foll 1 oad tersebut

38 Itvd hal 62
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411 Masalah Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan
Tol

Mengenar masalah hukum dalam pengadaan tanah Arie Sukanti Hutagalung

dan Markus Gunawan menyatakan sebagai berikut *%°

D1 perhotaan sengketa tanah umumnya dipicu oleh meningkatnya arus ur
banisasi pembangunan proyek proyek mfrastruhtur bershala besar politik
pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi
strategis untuk kepentingan pembangunan proyek komersil banyak berakhir
pada penggusuran paksa masyarakat miskin di perkotaan

Pembangunan infrastruktur jalan tol memerlukan tanah dalam jumlah yang
sangat luas dan melibathan banyak warga masyarahat sebagar pemilih atas tanah
yang ahan dibebashan Tanah yang dibebaskan tersebut terdir1 dar tanah kebun ta
nah sawah tanah kosong rumah warga, gedung perkantoran milik swasta maupun
pemerintah gedung sekolah puskesmas dan lain lamn

Sepanjang tanah atau gedung tersebut miiitk pemerintah maka tidak ada ken
dala dalam proses pembebasannya. Sebaliknya pembebasan terhadap tanah muilih
warga tidak selamanya berjalan dengan lancar harena pada dasarmnya warga tidak se
tuju atau tidak berkenan kalau tanah atau rumahnya digusur karena terhena pemba
ngunan jalan tol

Dengan adanya penyuluhan dan sosialisast yang intensif yang dilakukan oleh
Panitia Pengadaan Tanah bersama sama dengan Pemernintah maka pada akhiunya
warga walaupun sebagian warga dengan terpaksa  mengiklaskan tanahnya dan/
atau rumahnya dilepashan atau diserahkan untuk pembangunan jalan tol tentunya
dan seharusnya dengan mendapathan ganti rugi yang layak dan memadai

Secara umum, masalah masalah hukum yang timbul sehubungan dengan pro

ses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol adalah sebagai berikut

2% Arte Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanah
-an—Edist Pertama Cetakan Pertama (Jakarta—PT RajaGrafindo Persada—2008)-hal 3 4
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411 1 Sengketa Mengenat Harga Tanah™"

Sudah menjadi rahasia umum dan dapat diterima oleh akal sehat apabila ada
proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol maka para pemilik tanah
menginginkan agar tanahnya diberikan ganti rugt dengan harga tinggi jauh di atas
harga Nilar Jual Objek Pajak (NJOP) bahkan harga pasar setempat

Sementara 1tu Departemen Pekerjaan Umum selaku instans: pemenntah yang
memerluhan tanah mengharaphan agar harga tanah tidak terlalu jauh di atas harga
NJOP Jika sampai terjadi perbedaan harga tanah yang terlalu jauh antara yang diaju
kan oleh pemilik tanah dengan yang diajuhan oleh pemerintah maka hal tersebut sa
ngat berpotenst menjad: faktor penghambat proses pengadaan tanah tersebut Mudah
mudahan dengan adanya lembaga baru berupa Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah *'
yang terlibat dalam proses pengadaan tanah untuh kepentingan umum, persoalan me
ngenal harga tanah dapat diatast dengan baik tidak perlu menjadi sengheta di
pengadilan seperti y ang sering terjad: selama 1m
411 2 Sengketa Mengenai Luas Tanah’™

Tidak jarang terjad: bahwa luas tanah yang ditentukan oleh Panitia Pengada
an Tanah ternyata berbeda dengan luas tanah yang sebenarnya Pemilik tanah meng
Kaim bahwa luas tanah miliknya yang terhena proyek lebih luas dan yang telah dite
taphan oleh Panitia Pengadaan Tanah Hal in1 sering menjadi sengketa di pengadilan

Karena tidak dapat diselesatkan secara musy warah

39 Galah satu contoh adalah kasus Miad bin Kemad cs v Direktorat Jenderal Bina Marga cs No
128/Pdr G/2006/PN Bks

3! Indonesia Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan Un

tuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 12 dan Pasal 15 dan Peraturan
Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perpres No 65 Tahun 2006
Pasal 15

¥ Salah satu contoh adalah kasus PT Jasa Marga v Ahli waris alm Achmad Prapto W No
623/Pdt G/2005/PN Jak.Sel
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4 11 3 Sengketa Mengcnar Kepemilikan™

Masalah hepemlikan senng menjadi persoalan vang pelik dalam proses pe
ngadaan tanah Berdasarkan data yang ada, Panitia Pengadaan Tanah telah menetap
Khan bahwa tanah tersebut adalah milik A sehingga kepada A telah diberikan uang
ganit rugt Namun beberapa lama kemudian dengan membawa data dan bukt yang
tidak Kalah kuat B datang mengajuhan keberatan kepada Panitia Pengadaan Tanah
dan mengklaim bahwa dia adalah pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut

Masalah kepemilikan atas tanah sering tidak dapat diselesaihan secara musya
warah dan akhirnya diselesatkan melalui jalur hukum di pengadilan

Memang dalam Keputusan Presitden Nomor 55 Tahun 1993 Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) jo Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (2) dan (3) sudah ada diberihan jalan
keluar bila terjadi ketidaksepakatan mengenai harga tanah maupun bila terjadr seng
keta kepemulikan yaitu dengan cara menitipkan uang ganti rugt ke pengadilan negert
setempat yang lazim disebut sebagai honsinyasi

Terhadap lembaga konsinyasi m1 Boed: Harsono meny atakan sebagai bern
kut *

Istlah konsinyas: dalam Keppres adalah tidak tepat karena lembaga aan
bod van gerede betaling yang dukuti dengan consignatie adalah cara pe

nyelesalan utang piutang antara debitur dan kreditur
Selanjutnya Ane Sukanti Hutagalung menambahhan sebagar berikut

Sedangkan dalam Keppres 55/1993 tidak ada hubungan hukum antara
kredrttor debitor melamkan hubungan hukum antara pihak yang memerlukan

tanah dengan masyarakat yang terhena pembangunan

3 Salah satu contoh adalah kasus R Doddy Artioso Gudo v Departemen Pekerjaan Umum cs
No 09/ Pdt G/2005/PN Pwk

334 Boed1 Harsono Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agra
ria Isi Dan Pelaksanaarmya Tihd 1 Cetakan Kedelapan (Jakarta Djambatan 1999) sebagaimana
dikutip Ane Sukanti Hutagalung Tebaran Penufaran Seputar Masalah Hukum Tanah Cetakan Per
tima (Jakarta Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia 2005) hal 167

-—3%Anie Sukant: Hutagalung—Jbd—
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Selanjutnya Arie Sukanti Hutagalung menyarankan sebaga berikut

Untuk memberi wadah lembaga konsinyas:t tersebut maka dalam RPP
[Rancangan Peraturan Pemerintah] dikonstruksikan jika tanah bangunan ta
nah dan atau benda benda lain yang berkaitan dengan tanah dimiliki bersama
sama oleh beberapa orang sedangkan satu atau beberapa orang dan mereka
tidak dapat ditemukan setelah ada panggilan 3 (tiga) hah selanjutnya diakhirt
dengan pengumuman di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa se
tempat maka kompensast yang menjad: hak orang yang tidak diketemukan
tersebut diberikan dalam bentuk uang oleh pihak yang memerlukan tanah dan
disimpan dalam suatu rekening yang dikelola oleh Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tinghat II
Dengan disimpannya uang tersebut dalam suatu rekening yang dikelola oleh

Bupati/Walikota, diharapkan bahwa suatu saat pthak yang berhak atas uang tersebut
dapat juga memperoleh bunganya selama disimpan dalam rekening dimaksud jangan
seperti yang selama 1 terjadi dimana uang yang dikonsinyasikan ke pengadilan ne

ger1 apabila diambil oleh yang berhak ternyata tidak mendapatkan bunga.

412 Perkara Jalan Tol D1 Pengadilan

Dart sekian banyak perkara perhara yang melibatkan Pemerintah cq Departe
men Pekerjaan Umum dan/atau PT Jasa Marga (Persero) sehubungan dengan penga
daan tanah untuk pembangunan jalan tol bernkut im1 disampaikan secara ringkas

beberapa perkara dimaksud

a Kasus Naugor Panjaitan v Pamitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tanger ang
cs No 60/Pdt G/2002/PN Tng? °

Penggugat mengajukan gugatan ganti rugt sehubungan dengan tanah mihik
Penggugat yang terkena jalan tol akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan ganti

rugt

¥ Lihat Prospehtus PT Jasa Marga (Persero) yang diterbithan pada tanggal 5 Nopember 2007 di
Jakarta dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek
Jaharta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) hal 77
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Pengadilan Negen Tangerang dalam putusannya mengabulkan gugatan Peng
gugat dan menghuhum Para Tergugat untuk membayar gantt rugi sebesar Rp
[ 500 000 000 (satu milar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugt immateril sebesar
Rp 500 000 000 (lima ratus juta rupiah)

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggt Bandung menguatkan putusan
Pengadilan Neger1 Tangerang sementara Mahkamah Agung juga menolak permoho
nan hasast dari Para Tergugal

Terhadap putusan kasasi di atas Para Tergugat telah mengajukan Peninjauan
Kembali dan hingga saat i1 belum ada putusannya

b Kasus Sr1 Suparuni cs v Bupat Tangerang cs No 202/Pdt G/2003/ PN Tng '

Penggugat mengajuhan gugatan ganti rugt sehubungan dengan tanah milik
Penggugat yang terhena jalan tol akan tetapt Penggugat tidah mendapathan ganti
rugi

Pengadilan Neger: Tangerang dalam putusannya mengabulkan gugatan
Penggugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp
9400 000 000 (sembilan muliar empat ratus juta rupiah) dan ganti rugt immateril
sebesar Rp 1 000 000 000 (satu muhiar rupiah)

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pe
ngadilan Negen Tangerang sementara dalam tinghat kasas1 Mahhamah Agung juga
menolak permohonan hasast dan Para Tergugat

Terhadap putusan hasasi tersebut Para Tergugat telah mengajuhan Peninja
uan Kembali dan hingga saat 11 belum ada putusanny a.

¢ Kasus Ny Mwsah v PT Jasa Maiga (Persero) cs No 1081/Pdt G/2006/

PN Jak Sel ***
Penggugat mengajukan gugatan ganti rugt sehubungan dengan tanah mulik

Penggugat yang terhena jalan tol akan tetapt Penggugat tidah mendapatkan gant:

rugt

37 Ibhid

8 Ihid
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Pengadilan Neger: Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan gugatan
Penggugat dan menghuhum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp
2 358 000 000 (dua miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadil
an Tinggt DKI Jakarta dan hingga saat im belum ada putusan banding

d Kasus Miad Bin Kemad cs v Direktorat Jenderal Bina Marga cs No 128/
Pdt G/2006/PN Bks *¥

Penggugat mengajukan gugatan ganti rugt sehubungan dengan tanah mihk
Penggugat yang terhena jalan tol akan tetapt Penggugat tidak mendapathan ganti
rugl

Pengadilan Negern1 Behasi dalam putusannya mengabulkan gugatan Peng
gugat dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp
8 750 000 000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap putusan tersebut Para Tergugat telah mengajukan banding ke Pe

ngadilan Tingg1 Bandung dan hingga saat m1 belum ada putusan banding

e Kasus Amsu ¢s v PT Jasa Marga (Persero) cs No 67/Pdt G/2004/PN Tng

Penggugat mengajukan gugatan ganti rugt sehubungan dengan tanah mulik
Penggugat yang terhena jalan tol akan tetapt Penggugat tidah mendapathan ganti
rugt

Pengadilan Negen Tangerang dalam putusannya menolak gugatan Penggugat
untuk seluruhnya Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan
putusan Pengadilan Negern Tangerang tersebut

Terhadap putusan banding di atas Penggugat mengajukan kasasi ke Mahhka

mah Agung dan hingga saat i1 belum ada putusan kasasi

* Ibsd bal 78
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f  Kasus Mustafa Rachman v Pl Jasa Marga (Persero) No [188/Pdt/2005/
PN Jak Tim

Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi sehubungan dengan tanah mulik
Penggugat yang terhena jalan tol akan tetapi Penggugat tidah mendapathan ganti
rugt

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya mengabulkan gugatan
Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp
15007 500 000 (hma belas miliar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan immateril
sebesar Rp 1 000 000 000 (satu muliar)

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi1 DKI Jakarta membatalkan putusan
Pengadilan Neger Jakarta Timur tersebut dan mengadili sendin dengan putusan me
nyatahan gugatan Penggugat tidak dapat ditennma, dengan alasan karena hurang p1
hak Terhadap putusan banding i1 Penggugat mengajukan hasasi ke Mahkamah

Agung dan hingga saat i1 belum ada putusan kasast

g Kasus R Doddy Artioso Gudo v  Departemen Pekerjaan Umum cs No 09/
Pdt G/2005/PN Pwk

Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi sehubungan dengan tanah mulik
Penggugat yang terhena jalan tol akan tetapt Penggugat tidak mendapathan gant
rugl

Pengadilan Negern Purwakarta dalam putusannya menolak gugatan Penggu
gat untuk seluruhnya Pengadilan Tmggl Bandung menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Purw akarta tersebut Terhadap putusan banding mu Penggugat telah menga

jukan kasasi he Mahkamah Agung dan hingga saat m1 belum ada putusan kasasi

h Kasus Acintya Anggita Dew: v Departemen Pekerjaan Umum cs No 737/Pdt/
2005/PN Jak Sel

Penggugat mengajukan gugatan ganti rug1 sehubungan dengan tanah mulik
Penggugat yang terhena jalan tol ahan tetapr Penggugat ttdah mendapathan ganti

rugt
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Pengadilan Negen Jakarta Selatan dalam putusannya mengabulkan gugatan
Penggugat dan menghuhum Para Tergugatl untuh membayar ganti rugt sebesar Rp
5 000 000 000 (Iima miliar rupiah)

Terhadap putusan di atas Para Tergugat telah mengajukan banding ke Penga
dilan Tinggt DKI Jakarta dan hingga saat in1 belum ada putusan banding

Dar1 sekian banyak perkara pengadaan tanah untuk pembangunan jalan rol
yang masuk ke pengadilan sebagaimana telah disebutkan di atas ternyata tidak
satupun perkara dimaksud yang materinya berupa penolakan proses pengadaan
tanah dan/atau pembangunan jalan tol dengan alasan bahwa pengadaan tanah
untuk pembangunan jalan tol bukan merupakan kepentingan umum Singkatnya
masvarakat tidak menolak pembangunan jalan tol dengan syarat masyarakat
mendapat uang ganti rugi yang layak dan memadai

Masy arahat sebagar pemilik tanah yang mengajukan gugatan ke pengadilan
hanya menuntut ganti rugi karena tanah mulikny a sudah dibebaskan akan tetap: yang
bersanghutan belum mendapathan uang ganti rugi dan pemerintah cq Departemen
Pekerjaan Umum

Masyarakat sebagar pemilih tanah tidak pemah mempermasalahkan apahah
jalan tol merupahan kepentingan umum atau tidah Bagr masyarakat permlik tanah
yang penting adalah tanah mereha dibayar ganti ruginya dengan harga yang layak
dan memadat

Terhadap sikap masyarakat pemulik tanah tersebut di atas penulis berpenda
pat bahwa masyarakat sudah sadar dan mengetahuir damn Panitia Pengadaan Tanah
yvang melakukan penyuluhan dan sosialisast tentang pengadaan tanah untukh pemba
ngunan kepentingan umum, bahwa jalan tol adalah merupakan kepentingan umum
sebagaimana disebutkan dalam peraturan yang berlaku

Hingga saat 1 juga, belum ada masyarahat yang mengajuhan permohonan
hak uj1 materil dan/atau formil kepada Mahkamah Agung terhadap peraturan penga
dan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Peraturan Pre-
stden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006) yang

meny ebuthan bahwa jalan tol termasuk dalam kategor: kepentingan umum
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Dan contoh kasus di atas penulis berkesimpulan bahwa masyarakat setuju
dan menerima bahwa jalan tol merupakan kepentingan umum
Hal i1 tentu berbeda dengan kasus kasus pengadaan tanah untuk kepentingan

umum yang diselesatkan melalui pengadilan sebagaimana dijelaskan berthut 1n1

413 Perkara Tentang Kepentingan Umum D1 Pengadilan Indonesia

a Kasus Arief Wirasana cs v Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No 627/1969 G **

Para Penggugat adalah pemilik/penyewa/penghuni rumah rumah yang berada
di komplek YenPin seluas + 10 000 m2 Berdasarhan Surat Keputusan Gubernur
DKI Jaharta No 11/9/25/1969 areal komplekh YenPin diperuntukkan sebagar dae
rah pelaksanaan pembangunan hotel dan bangunan lainnya yang erat hubungannya
dengan hotel dan untuk 1tu Para Penggugat dilarang memindahhan haknya kepada
pthak lain demukian juga untuk melakukan perubahan dan perbaikan
Dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Surat Keputusan Gu
bernur DKI Jaharta Nomor 11/9/25/1969 tersebut merupakan suatu pencabutan (on
reigening) hak atas tanah dan benda benda yang ada di atasnya, tetapi dilakukan tan
pa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang undang Para Penggugat ju
ga menyatahan bahwa suatu pencabutan hak atas tanah hanya boleh dilakukan dalam
keadaan y ang memaksa atau untuk kepentingan umum
Pengadilan Negen Jakarta yang memernksa perkara int dalam Putusan Sela
memenanghan Para Penggugat dengan pertimbangan huhum antara lain
- Bahwa dalam diktum ketiga Surat Keputusan Tergugat merupakan pencabutan
sebagian hak
Sementara 1tu tidak ada undang undang yang memberikan wewenang kepada
Tergugat untuk melakukan pencabutan hak tersebut baik seluruhnya maupun se
bagian
Kewenangan untuk mencabut hak atas tanah hanya dimilikt oleh Presiden seba

gaimana diyatakan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961

307 1hat Herman Slaats—et al-Op—Cit— hal-79 -
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Dar1 kasus di atas dapat disimpulkan 3 (ga) hal yaitu sebagar bertkut
- Pembangunan hotel bukan merupakan kepentingan umum
- Gubernur tidak berwenang untuk melakukan pencabutan hak atas tanah Sesuai
Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 wewenang untuk melakukan pencabu
tan hak atas tanah ada di tangan Presiden
- Pencabutan hak atas tanah hanya dapat dilaksanakan d-ngan alasan kepen

nngan umum

b Kasus Soritoan Harahap v Yayasan Pulo Mas cs No 1631 K/Sip/1974 34

Sornitoan Harahap menggugat Yayasan Pulo Mas sebagai Tergugat I dan Pe
merintah RI ¢q Gubernur DKI Jakarta cq Walikota Jakarta Timur sebagat Tergugat
Il

Pengadilan Negen Jakarta Utara Timur yang memeriksa perkara 1 memu
tushan bahwa perumahan yang akan dibangun oleh Tergugat I walaupun sesuai
dengan peruntukan Rencana Pemenmntah DKI Jakarta, tidaklah dapat diartihan demu

Khepentingan umum menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 jo Inpres
Nomor 9 Tahun 1973 Pertimbangan hukum Pengadilan Negen antara lain
Bila bangunan rumah sudah selesar kelak akan dyual kepada umum secara per
dagangan dalam art1 pertimbangan untung rugi
Bilamana rumah sudah terjual kepada pembeli diperkenankan memperoleh hak
atas tanah

Pada tinghat banding Pengadilan Tmggi1 DKI Jakarta membatalkan Putusan
Pengadilan Negen Jakarta Utara-Timur dengan pertimbangan huhum antara lain

Penguasaan tanah oleh Pemenntah DKI Jakarta atas dasar SK Menten Pertanian
dan Agrana Nomor SK VI/9/ Ka/64 tanggal 10 April 1964 adalah sah

Yayasan Pulo Mas telah dibert wewenang oleh Pemermtah DKI Jakarta untuk
melakukan pengosongan tanah dan bangunan bangunan yang ada di atasnya
Bag1 mereka yang meninggalkan tanah dan bangunan itu telah disediakan tempat

penampungan disertai biaya pimdah

341 1 1hat Herman Slaats e al Ibid hal 80 81
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Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan
Tingg: dan menguathan Putusan Pengadilan Negen dengan pertimbangan hukum
antara lain
Penguasaan tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam SK Menter:
Pertaman dan Agrarta Nomor SK/9/Ka/64 pada hakekatnya adalah pencabutan
hak
Keputusan Mentern tersebut harus dukuti dengan Keputusan Presiden mengenai
dihabulkan atau ditolaknya suatu permintaan untuk melakhukan pencabutan hak
atas tanah dan benda benda yang ada d1 atasnya.
Dar1 kasus di atas dapat dissmpulkan 3 (tiga) hal yaitu sebagar ber tkut
- Pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi masyar akat bukan merupa
kan kepentingan umum
- Gubernur (walaupun sudah mendapat Surat Keputusan dart Menter 1) tidak ber
wenang untuk melakukan pencabutan hak atas tanah Sesuar Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1961 kewenangan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah
ada di tangan Presiden
- Pencabutan hak atas tanah hanva dapat dilakukan dengan alasan kepentingan

umum

¢ Kasus Nungtjk Djahri cs v Gubernur DKI Jakarta cs No 151/1975 G 3%

Nguntjtk Djahrt menggugat Gubemur Kepala DKI Jakarta cq Walikota Ja
Narta Timur karena tanah dan bangunan yang mereka tinggali terkena pembebasan
tanah untuk proyek pembangunan Terminal Bus Pulogadung tanpa adanya kesepa
katan dan ganti rug1 yang layak

Pengadilan Neger1 Jakarta Timur memutuskan menolak gugatan Penggugat

untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum, antara lain

*2 1 ahat Erman Rajagukguk Hukum Dalam Pembangunan (Takarta Ghalia Indonesia 1982) hal
48 49
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Keberatan Penggugat atas tindakan petugas melakukan pembongkaran bangunan
mulih Para Penggugat jiha ttdak ada alasan alasan yang mendesak tentunya ha
rus melalur proses huhum

Sebaliknya keberatan Penggugat tersebut tidak dapat meniadakan kepentingan
umum yang sangat mendesak penyelesalannya yartu pembangunan termunal bus

yang sungguh sungguh merupakan pembangunan untuk kepentingan umum

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan terminal bis me

1upakan kepentingan umum

d Kasus PT Masa Kreas: v Walikota Jakarta Barat cs No 06/Pdt/1984/G/
PN Jkt Bt *%

PT Masa Kreasi menuliki tanah seluas 3 100 m2 yang terletak di belakang
pabrik baut PT Sunusart MFG Ltd Penggugat merencanakan membangun peru
mahan di atas tanah tersebut dan telah mendapat persetujuan dan Dinas Tata Kota
Jakarta Barat

Sementara 1tu PT Sumisart MFG Ltd memiliki tanah yang lokasinya akan
terkena proyek pembangunan sodetan sungai berdasarkan rencana tata kota tahun
1979 Agar tanahnya tidak terkena proyek tersebut maka PT Sumusart MFG Ltd
mengajuhan perubahan rencana tata hota yang akhirnya menyebabkan rencana pro
yek sodetan sungai tersebut mengenai tanah mulik PT Masa Kreast

Alibat perbuatan tersebut PT Masa Kreast mengajuhan gugatan yang pada
pokoknya mengatahan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum yang ahan
melewatl tanahnya adalah tidak sah karena perubahan rencana tata kota telah terjadi
karena usul atau permuntaan PT Sumusan MFG Ltd

Pengadilan Negert Jakarta Barat membenarkan gugatan Penggugat dan Pe
ngadilan Tinggr DKI Jakarta menguathan Putusan Pengadilan Neger: Jaharta Barat
tersebut Mahkamah Agung juga menguatkan Putusan Pengadilan Tingg1 DKI Jakar

33 Iihat Herman Slaats etal Op Cit hal 84 85
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la tersebut dengan mengatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan me
lawan huhum dan memernintahhan kepada Para Tergugat mengembalihan rencana tata
Lota yang ditentuhan pada tahun 1979 dan mencabut rencana tata hota yang baru
yang dbuat pada tahun 1980

Dari kasus dr atas dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan sodetan

sungai yang telah dibuat sesuar Rencana Tata Kota merupakan kepentingan umum

414 Perkara Tentang Kepentingan Umum D1 Pengadilan Amerika Serkat
a Kasus Berman v Parker 348 US 26 (1954) *

The District of Columbia Redeyelopment Agency bermaksud melahuhan
pembangunan hembal: terhadap areal pertanahan yang terletak di District Columbia,
yang didalamnya termasuh kawasan rumah yang tidak memenuhi standard dan ku
muh Rumabh tersebut akan dibongkar dan akan dibangun kembali rumah rumah baru
yang akan dijual kepada masyarakat

Para pemilih rumah yang terhena program pembangunan hembal: tersebut
menggugat tindakan tersebut dengan alasan sebagai pelanggaran terhadap Amande
men Kelima Konstitus1 Amerika Serikat

Mahhamah Agung Amenhka Serikat tidak setuju dan menolak alasan Para
Penggugat dan mengyinkan penggunaan klausul kepentingan umum untuk melaku
han pembersthan daerah kumuh

Dait kasus di atas dapat dissmpulkan bahwa program pembangunan kembali

kawasan kumuh vang dilakukan oleh pemerintah merupakan kepentingan umum

b Kasus Hawan Housing Authority v Midlaff 467 U S 229 (1984) *
The Legislature s Plan bermaksud untuk menghapuskan kondis1 pasar tanah
untuk perumahan yang tidak normal ahibat adanya konsentras1 kepemilihan sebagian

besar tanah oleh sebagian hecil masyarahat Konsentrasi kepemilihan tanah begitu

34 Y that Akhmad Safik Tanah Untuk Kepentingan Umum Cetakan Pertama (Jakarta Fakultas
Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonom: 2008) hal 25

35 Ibid-—hal-25-26 - - -

Universitas Indonesia

Penerapan asas..., Kasdin Simanjuntak, FH Ul, 2008



110

dramatis Untuk tujuan tersebut Legislatif Hawan merancang suatu bentuk perjanjian
yang menyermbanghan antara kepentingan ekonomt dengan klaim para permulih tanah
bahwa mereka dicegah dart penjualan atas tanah tanah mereha. Rencana tersebut
memberikan yin penjualan tanah tanah dimaksud hanya kepada para calon pembeli
yang telah memenuhi persyaratan

Dalam dengar pendapat dengan masyarakat disampaikan bahwa rencana ter
sebut merupakan suatu kegiatan yang memenuhi persyaratan kepentingan umum
Rencana redistribusi tanah tersebut juga mencakup proses negosiasi antara para
lessor dan lessee untukh menentukan harga yang memadai atas tanah agar tidak jatuh
di baw ah harga pasar

Atas tindakan tersebut di atas maka para pemilik tanah di Madhiff menggu
gat The Hawan Legislature s Plan untuk menggunakan klausul kepentingan umum
dalam rangka redistribusi tanah dar para lessor ke lessee karena dianggap bertenta
ngan dengan Amandemen Kelima Konstitusi Amertka Senkat

Atas gugatan tersebut Mahkamah Agung Amerika Serthat memutushan bah
wa Rencana Legislatif Hawan untuk mendistnibusikan tanah di Mihdiff sesuar de-
ngan klausul kepentingan umum dan rencana tersebut merupakan suatu cara yang ra
stonal guna membantu memecahkan masalah kepemulikan tanah

Dai kasus di atas dapat disimpulkan bahwa program redistribus: tanah un-
tuk menghilangkan konsentrast kepemilikan tanah oleh segelintir orang merupakan

kepentingan umum

¢ Kasus Poletown Neighborhood Council v City of Detroit 304 N W 2d 455 410
Mich 616 (1981) **

General Motors bermaksud mencart lokasi baru untuk pabrik perakitan mo
bil Karena City of Detroit sangat berkepentingan untuk tetap mempertahankan Ge
neral Motors agar tetap berlohasi di Detroit maka pthak General Motors meminta
bantuan kepada City of Detroit untuk mencarikan areal pertanahan untuk kepenti

M8 Ibsd bhal 26
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ngan pabrik baru dengan menggunakan eminent domain untuk kemudian menjual
nya kepada General Motors

Pada tahun 1981 General Motors dan City of Detroit dan Hamtramck berko
laboras1 dalam suatu rencana besar (Grand Plan) untuk membawa kembali industr
ke dalam kota yang dipersepsikan sebagai kota yang sedang sekarat

Ketika rencana tersebut sudah berjalan asosiasi masyarakat Poletown dan
para individu pemulik tanah di lokas1 tersebut mengajukan gugatan kepada penga
dilan dengan alasan bahwa penggunaan emuinent domain dalam pengadaan tanah
tersebut melanggar persyaratan kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam
Konstitusi Michigan

City of Detrort mengajukan alasan bahwa pembangunan pabnk perakitan mo
bil milik General Motors akan membernkan manfaat bagi masyarakat umum dengan
menghapushkan pengangguran dan merevitaliasi sendi sendi ekonomi masyarakat

Para Penggugat mengaku kondisi ekonomi tersebut dan adanya manfaat eko
nomu yang besar atas rencana pembangunan pabnhk tersebut akan tetapit General Mo
tors lah yang akan mendapatkan keuntungan utama, oleh karena 1tu rencana tersebut
tidak bisa disebut sebagai kepentingan umum

Mahkamah Agung Michigan mengatakan bahwa rencana pembangunan pab
rik perakitan mobil General Motors tersebut dujinkan sedanghan keuntungan yang
akan diperoleh General Motors harus mendapat suatu kajian dan analisis oleh City of
Detroit y ang telah mengklaim adanya manfaat bagi masyarakat

Akhimya Mahkamah Agung Michigan memutuskan bahwa rencana pembu
atan pabrik perakitan mobil General Motors di Detroit adalah clear dan significant
memenuhi syarat kepentingan umum dan oleh karena 1tu proyek tersebut adalah ke-
putusan legislatif yang legitimate

Dart kasus dr atas dapat disimpulkan bahwa pencabutan hak atas tanah
yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan pabrik milik swasta yang da
pat menghapuskan pengangguran dan merevitalisasi perekonomian masyaiakat

merupakan kepentingan umum
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d Kasus Kelo et al v City of New London etal 268 Conn 1 843 A 2d 500
(2005) 34

Pada tahun 2000 City of London mengesahkan rencana pembangunan yang
diproyeksihan akan menciptakan lebih dan 1 000 kesempatan kerja, meninghatkan
penerimaan pajak dan tambahan pendapatan serta merevitalisasi ekonomi kota yang
sedang tertekan

Guna mencapar tujuan tersebut di atas maka City of New London menunjuk
New London Development Corporation untuk merevitalisast ehonomt hota melalui
berbagar rencana di antaranya pembangunan hembali 90 acre di Fort Trumbull dan
membujuk the Pfizer Company untuh membangun fasilitas penelitian dan pengem
bangan yang mencakup pembangunan perumahan perkantoran dan hotel di pimggir
an laut dengan fasilitas hebugaran dan ruang konferensi

Proyek tersebut tertahan selama lebth empat tahun karena ada 7 (tuyjuh) orang
pemulik properti yang ada di lokasi pembangunan menolak untuk pindah dan mereha
akhiny a mengajukan gugatan terhadap City of New London karena dianggap telah
melanggar penggunaan klausul kepentingan umum untuk mengambil alih areal pro
pertt yang berada di lokas1 the waterfront development project

Atas gugatan tersebut Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Connecticut
menyatakan bahwa manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan proyek pembang
unan watei fiont tersebut adalah jelas Oleh harena itu pembangunan tersebut telah
memenuhi syarat hepentingan umum untukh meneraphan eminent domain dan oleh
karena 1tu konstitusional

Para Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat
dan memutushan bahwa penggunaan emnent domain untuk mengambil alih tanah
lokast waterfiont de-velopment project memenuht asas kepentingan umum seba
gaimana disebutkan dalam Amandemen Kelima Konstitus1 Amerika Serikat

Dar1 kasus di atas dapat dissmpulkan bahwa pencabutan hak atas tanah yang
dilakukan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas penelitian dan pengembang-

an yang mencakup pembangunan perumahan pei kantoran dan hotel yang membe

7 Ibid hal 27 28
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rikan lowongan kerja kepada sekitar 1 000 (seribu) orang meningkatkan penerima
an pajak dan tambahan pendapatan serta mcrevitalisast pcrekonomian masyarakat
merupakan kepentingan umum

Dari 4 (empat) contoh kasus di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa yang

menjadi periimbangan bagi pengadilan untuk menvatakan suatu pencabutan hak atas

tanah memenuhi svarat kepentingan umum. adalah adanya manfaat ekonomis dan

pembangunan dimaksud bagi masvarakat

415 Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Jalan Tol
4151 Asas Kepentingan Umum Dalam Kajian Teontis
Berdasarhan hajian teontis terhadap asas hepentingan umum yang dibahas
pada Bab Il maka penulis berpendapat bahwa setidaknya ada 6 (enam) hal pokok
yang menjadi knteria asas kepentingan umum yang harus diterapkan dalam penga
daan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu
a Merupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat
b Dikuasal dan/atau dimilik1 oleh negara
Dilaksanakan oleh pemerintah
Tidak boleh diprivatisast

Tidak untuh mencan keuntungan dan

Ly T ('] [=Ta ]

Ditetapkan dengan undang undang

4152 Asas Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Ke
pentingan Umum
Sementara ttu berdasarkan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum 3yang dibahas pada Bab III maka kmteria asas kepentingan umum dalam
peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah sebagai berihut
a Merupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat
b Dilaksanakan oleh pemerintah
¢ Dimulikt oleh pemerntah dan

d Tidak digunakan untuk mencan keuntungan
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4153 Penerapan Asas Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Tol

Sejarah telah mencatat bahwa jalan tol Jagorawt yang mulai dibangun pada
tahun 1974 dan selesar pada tahun 1978 merupakan jalan tol pertama di Indonesia
Ber tolakh dan tahun dimulainya (1974) pembangunan jalan tol pertama tersebut
maka pada kesempatan 1 akan dibahas mengenai penerapan asas kepentingan
umum yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang dibuat pada kurun
waktu tahun 1973 hingga 2008 dalam kaitannya dengan pengadaan tanah untuh

pembangunan jalan tol

415 3 1 Menurut Inpres Nomor 9 Tahun 1973 *®

Instruhksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 menetaphan bahwa suatu hegiatan
pembangunan mempunya sifat hepentingan umum apabila kegiatan tersebut me
nyanghut kepentingan bangsa dan negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas
dan/atau kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangun
an 3%

Melihat sifat kepentingan umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat
(1) Instruks: Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tersebut sulit rasanya untuk menyatakan
bahwa jalan tol tidak mempunyai sifat kepentingan umum karena jalan tol dipergu
nahan untuk hepentingan orang banyak hepentingan masyarakat luas kepentingan
seluruh lapisan masyarahat

Selanjutnya ditentukan bahwa bentuk kegiatan pembangunan yang mempu
nyai sifat kepentingan umum meliput1 13 (tiga belas) bidang yang salah satunya

adalah bidang peker jaan umum >*° Dihubunghan dengan heberadaan jalan tol maka

Kegiatan pembangunan jalan tol merupakan salah satu bidang pekerjaan umum

¢ Indonesia Instruks: Presiden Tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan
Benda Benda Yang Ada Dt Atasnya Inpres No 9 Tahun 1973

¥ Ibid Pasal 1 ayat (1)

39 Ibid Pasal 1 ayat (2) huruf b
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Lebih lanjut ditentukan bahwa suatu kegiatan atau proyek pembangunan
diny atahan mempunyar stfat kepentingan umum apabila sebelumnya proyek tersebut
sudah termasuh dalam Rencana Pembangunan yang telah dibentahukan kepada ma
syarakat yang bersangkutan **!

Proyek jalan tol adalah merupakan proyek nasional dimana uraian rencana
proyeknya telah termasuk dalam Rencana Pembangunan yang telah disosialisasikan
kepada masyarakat melalul berbagat media, dan peruntukan tanah yang dimohon te
lah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau perencanaan ruang
wilayah atau kota yang telah ada Dengan demikaan proyek jalan tol telah memcnuhi

sifat kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 ayat (1) teir sebut

4 15 3 2 Menurut Keppres Nomor 55 Tahun 199> %2

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 menetapkan bahwa kepentingan
umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat >> Seluruh lapisan masyarahat
berarti tidak ada satu klas atau golongan masyarakat yang dikecualikan tidak ada
pembatasan tidak ada diskriminasi (batk sosial ehonomu dan lain sebagainya) Bah
wa jalan tol memang diperuntukhan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada
pembatasan atau pengecualian pohkoknya semua warga atau penduduk dapat atau
bebas untuh menikmati atau menggunakan jalan tol tentunya dengan kewajiban
membayar sejumlah vwang sebagai tarf tol

Selanjutnya terhadap hepentingan umum 1m juga diadakan pembatasan y artu
hanya kepentingan pembangunan yang dilahukan oleh pemenntah dan selanjutnya
dimiliki pemerintah serta tidak digunakan untuk mencart heuntungan ***

Proyek jalan tol merupakan proyek nasional yang diselenggarakan oleh pe

merintah harena penyediaan jalan termasuk jalan tol merupakan kewajiban pemerin

3! Ibid Pasal 2 ayat (1)

32 Indonesia Keputusan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bag: Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Keppres No 55 Tahun 1993

353 I'lid Pasal 1 angka 3

34 Ibid Pasal 5 ayat (1)
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tah Tanah tempat dibangunnya jalan tol termasuk jalan tol berikut bangunan dan
perlenghapan serta segala sesuatu yang ada dr atasnya merupahan asset atau muilik
pemerintah dalam hal in1 Departemen Pekerjaan Umum
Pembangunan jalan tol memerlukan biaya investasi yang sangat besar sehing
ga setiap pemakaian atau penggunaannya atau pemanfaatannya harus dibarengi de
ngan kewajiban untuk membayar uang tol jadi tidak gratis Uang tol yang terkumpul
tersebut ahan digunakan untuk biaya operasional pemeliharaan pengamanan dan
lain sebagainya, jad1 tidak serta merta uang tol tersebut merupakan pemasukan yang
menjadi keuntungan
Namun demihian tidak dapat disangkal bahwa operator jalan tol sebagai
mana layaknya perusahaan pada umumnya, sudah pasti mempunya: tujuan untuh
mencart untung Jadt unsur tidak mencari keuntungan tni memang tidak tei penuhi
oleh kegiatan atau usaha jalan tol
Terhadap hal im1 Adrian Suted: menyatakan sebagar berikut 353
banyak terjadi kasus pembebasan tanah bahkan sampai dengan penca
butan hak atas tanah mulik seseorang yang tidak during: dengan kompensast
ganfi rugt yang layak dengan alasan untuk kepentingan umum seperti sa
lah satunya adalah pembangunan jalan layang (fly over) dan jalan tol Pa
dahal pembangunan jalan layang (fly over) dan jalan tol bukanlah untuk
kepentingan umum melainkan penyediaan sarana jalan yang disediakan
khusus untuk para pengemud: kendaraan bermotor roda empat atau lebih
yang dikenahan tarif biaya masuk di mana pengelolaannya dilakukan oleh
PT Jasa Marga sebagat Badan Usaha Milik Negara yang dalam menjalankan
usahany a selalu mencari heuntungan untuk pembiayaan usahanya dan pengo
perasionalannya Imilah bentuk kerancuan dar istilah kepentingan umum
sebagaimana ditegashan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
Selanjutnya, ditentukan juga daftar kegiatan pembangunan untuk kepentingan
umum tersebut yang salah satunya adalah jalan umum 336 Mengenar pengertian ja
Jan umum 1 orang awam sering salah sangka dengan mengatakan bahwa jalan

umum adalah jalan yang dipergunakan secara bebas oleh umum tanpa perlu mem

355 Adnan Sutedi Op Cit hal 55

3 Indonesia Op Cut Pasal 5 ayat (1) hurufa
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bayar sejumlah uang alias gratis Contoh jalan umum adalah jalan propinsi jalan
kabupaten/hota, jalan hecamatan dan jalan desa Berdasarhan pengertian tersebut
maka orang awam mengatahan bahwa jalan tol tidak termasuk sebagai jalan umum
Jjadi jalan tol tidak memenuhi kriteria sebagai kepentingan umum

Orang awam boleh saja berpendapat demukian dan hal 1tu tentunya sah sah
saja, akan tetapt undang undang telah mempunyai pengertian tersendirt mengenai
jalan jalan umum jalan hhusus dan jalan tol Jalan adalah suatu prasarana perhu
bungan darat dalam bentuh apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bagian pe
lenghap dan perlengkapannya yang diperuntuhkan bagi lalu Iintas >’

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ** Jalan
Khusus adalah jalan selain daripada yang termasuk dalam huruf f [maksudnya jalan
umum] **° Jalan tol adalah jalan umum yang kepada para pemakamnya dikenakan

Lewajiban membayar tol *%°

Dari ketentuan tersebut jelas kiranya bahwa jalan tol termasuk sebagai jalan

umum dan oleh karenanya jalan tol memenuhu syarat sebagai kepentingan umum

4 15 3 3 Menuiut Perpres Nomor 36 Tahun 2005

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menetapkan bahwa kepentingan
umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat ®* Sebagian besar la
pisan masyarahat berarti ada sebagian kecil lapisan masy arakat yang dikecualikan

Penggunaan 1stilah sebagian besar 1 tidak jelas apa maksud dan tujuannya, padahal

37 Indonesia Undang Undang Tentang Jalan UU No 13 Tahun 1980 LN Tahun 1980 No 83
TLN No 3186 Pasal 1 huruf e

3% Ibid Pasal 1 huruf £
3 Ilid Pasal 1 huruf g
3 Itud Pasal 1 hurut h

3! Indonesia Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagt Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 200>

32 Ibid Pasal 1 angka 5
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kepentingan umum 1tu sifatnya adalah terbuka untuk siapa saja tanpa ada pengecu
altan

Penulis berpendapat bahwa penggunaan 1stilah sebagian besar 1 tidak te
pat sama sekali dan tidak ada relevansinya dengan apa yang dimaksudkan dengan ke
pentingan umum 1tu sendir1 Bahwa jalan tol memang diperuntukkan bag seluruh
lapisan masyarakat tanpa ada pembatasan atau pengecualian pokoknya semua warga
atau penduduk dapat atau bebas untukh menihmati atau menggunakan jalan tol tentu
nya dengan kewajiban membayar sejumlah uang sebaga tarif tol Jadi jalan tol bukan
hanya untuk kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat melainkan untuk kepen
tingan seluruh lapisan masyarahat

Selanjutnya, ditentukan juga daftar kegiatan pembangunan untuhk kepentingan
umum tersebut yang salah satunya adalah yalan tel > Anehnya dalam Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 int jalan umum dan jalan tol disebutkan sekaligus
Mungkin jika dengan menyebutkan jalan umum saja terkesan tidak tegas dan tidak

spesifih sehingga jalan tol harus juga disebutkan

Penyebutan jalan tol dalam dafiar kegiatan pembangunan tersebut memiliki

ai t1 yang sangat kuat bahwa jalan tol merupakan kepentingan umum

4 15 3 4 Menurut Peipres Nomor 65 Tahun 2006

Pengertian kepentingan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2006 tetap mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang mene
taphan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan ma
svarakat ® Sebagian besar lapisan masyarahat berarti ada sebagian hecil lapisan ma

syarakat yang dikecualitkan Penggunaan istilah sebagian besar 1 tidak jelas apa

"3 Ibid Pasal 5 huruf a

34 Indonesia Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untulk Kepentingan Umum Per
pres No 65 Tahun 2006

* Indonesia Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Un
tuk Kepentingan Umum Perpres No 36 Tahun 2005 Pasal 1 angka 5
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maksud dan twuannya, padahal kepentingan umum 1tu sifatnya adalah
terbuka untuk siapa saja tanpa ada pengecualian

Penulis berpendapat bahwa penggunaan 1stilah sebagian besar 1m tidak te
pat sama sehali dan tidak ada relevansinya dengan apa yang dimaksudkan dengan ke
pentingan umum itu sendinn Bahwa jalan tol memang diperuntukkan bagi seluruh la
pisan masyarahat tanpa ada pembatasan atau pengecualian, pohoknya semua warga
atau penduduk dapat atau bebas untuk menikmat: atau menggunakan jalan tol ten
tunya dengan kewajiban membayar sejumlah uang sebagar tanf tol Jad: jalan tol
bukan hanya untuk kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat melainkan untuk
hepentingan seluruh lapisan masyarakat

Selanjutnya terhadap kepentingan umum mi juga diadakan pembatasan yartu
hanya kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemenntah atau pemermn
tah daerah dan selanjutnya dinuliki atau akan dimiliki oleh pemernintah atau peme
nntah daerah %

Penulis berpendapat bahwa penggunaan kata akan dalam kata akan dim
hk1 tidak jelas apa maksudnya, karena sebelumnya sudah secara jelas dan tegas ada
kata selanjutnya dimiliki Penggunaan kata akan in1 mengandung makna seolah
olah pemernintah belum pastt memulihi proyek dimaksud Dihubunghan dengan jalan
tol maha jalan tol diselenggarakan oleh pemerntah dan dimiliki oleh pemerintah
Jadi jalan tol memenubhi sy arat sebagai kepentingan umum

Selanjutny a, ditentukan juga daftar kegiatan pembangunan untuk kepentingan
umum tersebut yang salah satunya adalah yalan tol **’ Anehnya dalam Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 i1 jalan umum dan jalan tol disebutkan sekahigus

%% Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Per
pres No 65 Tahun 2006 Pasal 5

37 Ihid Pasal 5 huruf a
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Penyebutan jalan tol dalam dafiar kegiatan pembangunan terscbut menuliki
artt yang sangal kuat bahwa jalan tol merupakan kepenttngan umum
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat distmpulkan bahwa
a Kriteria asas kepentingan umum yang diterapkan dalam pembangunan jalan tol
adalah sebagai berikut
- Meiupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat
-  Dwmilikr oleh pemerintah
b Kriteria asas kepentingan umum yang tidak diterapkan dalam pembangunan
Jalan tol adalah sebagair berikut
- Dilaksanakan oleh pemerintah kaiena dalam prakteknya pengusahaan jalan
tol dilaksanakan oleh Badan Usaha batk milik pemerintah maupun mihk
swasta
- Tidak digunakan untuk mencar: keuntungan karena dalam prakteknya Ba-
dan Usaha selaku suatu Perseroan Tei batas sudah pasti mempunvai orien
tast untuk mencaii keuntungan
- Dutetapkan dengan undang undang karena jalan tol sebagai kepentingan

umum hanya ditetapkan berdasair kan Per aturan Presiden

4 15 4 Terjadi Pergeseran Pengertian Kepentingan Umum

Pengertian hepentingan umum dalam Instruksi Prestden Nomor 9 Tahun 1973
terkesan terlalu luas hal mana dapat dilihat dan kata kata kepentingan pembangun
an tanpa menyebutkan siapa pelaksanany a dan siapa pemiliknya Pembangunan da
pat dilaksanakan dan dimiliki oleh pemenntah maupun swasta Contohnya bidang
\esehatan dan bidang olah raga Kedua bidang tersebut dapat dilahsanahan dan dumu
lik1 baik oleh pemerintah maupun swasta Apakah rumah sakit swasta dan kolam
renang mulik swasta layak disebut sebagai kepentingan umum? Tentu sekali tidak

Sementara 1tu dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ditetapkan
bahwa suatu kegiatan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum apabila
kegiatan pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan selanjutnya dimuiliki

pemermtah serta tidak digunakan untuk mencarn keuntungan
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Inti perumusan kepentingan umum menurut Keputusan Presiden Nomor 55
Tahun 1993 1 adalah dilakukan oleh pemenintah dimultht oleh pemerintah dan t
dakh mencart heuntungan Sebagai contoh rumah sakit milik pemerintah gedung se
kolah milik pemerintah stadion olah raga mulik pemerintah dan lain lan Pokoknya
salah satu patokannya haruslah milik pemerintah

Kemudian batasan lainnya adalah tidak boleh mencart keuntungan Pihak
swasta sudah past1 bertujuan untuk mencar1 heuntungan Bagaimana dengan perusa
haan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? Yang namanya BUMN selaku perusa
haan (kecuali perusahaan jawatan/Perjan) tetap saja mencari keuntungan Jadi dalam
hal i1 kepentingan umum 1tu secara tegas ada pembatasannya. Pihak swasta tidak di
munghinhan memuliki suatu hegiatan yang bersifat hepentingan umum Karena
begitu tegasnya pembatasan kepentingan umum dalam Keputusan Presiden Nomor
55 tahun 1993 in1 maka banyak para ahli mendukung dan setuju dengan perumusan
Kepentingan umum vers: Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tersebut dan
selalu menjadi acuan dan bahan pembanding bagi perumusan kepentingan umum
yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang baru

Mana SW Sumardjono merupakan salah seorang ahli yang sangat setuju de
ngan rumusan kepentingan umum verst Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
dan menentang rumusan kepentingan umum verst Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 karena memasukkan jalan tol sebagai salah satu kegiatan yang bersifat

hepentingan umum dan hapusnya atau hilangnya tiga kniteria kepentingan umum

Selanjutnya Maria SW meny atakan sebagar berikut

Mengingat perpres it [Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005] berma
salah baik dan segi substansi maupun wadahnya serta berpeluang tidak ber
laku secara sosiologis maka perlu ditunda pemberlakuanny a. Untuk mence-
gah hehosongan huhum Keppres No 55/ 1993 diberlakuhan kembali untuk
sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang undang tentang penga
daan tanah Benar bahwa setelah berlahunya UU No 10/2004 tentang Pem
bentukan Peraturan Perundang undangan penerbitan keppres tidak lagi di

38 Maria SW Sumardjono Kebyakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementas: Edis1 Re
wvist Cetakan Keempat (Jakarta Penerbit Buku Kompas 2006) hal 109

- ™ Ihd hal_110 —
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mungkinkan (Pasal 7) Namun Keppres No 55/1993 yang semestinya tetap
berlaku bila tidak diganti dengan perpres yang bermasalah i1 dapat diber
lahukan kembali dengan membaca keputusan presiden sebagai peraturan
presiden sesuai Pasal 56 UU No 10/2004

Penulis juga sependapat dengan rumusan kepentingan umum verst Keputusan
Prestden Nomor 55 Tahun 1993 tersebut kecuali mengenar batasan tidah diguna
kan untuk mencar1 keuntungan yang dalam kenyataannya tidak dapat dipenuht

Apakah saat 1n1 masth ada infrastruktur milik pemermtah yang tidak dikelola
oleh suatu perusahaan yang notabene bertujuan untuk mencari keuntungan ? Jawa
bannya memang masth ada, tapi hanya beberapa bidang saja, yakm jalan umum
yang dikelola oleh Departemen Pekerjan Umum cq Direktorat Jenderal Bina Marga
dan 1rigasi yang dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal
Pengairan

Sementara 1tu nfrastruktur birdang telehomunikast sudah dikelola oleh PT
Telhom dan PT Indosat bandar udara oleh PT Angkasapura, pelabuhan oleh PT
Pelindo angkutan sungai danau dan perawran pedalaman oleh PT ASDP dan listrik
oleh PT PLN kereta ap1 oleh PT KAI

Rumusan pengertian hepentingan umum dalam Peraturan Presitden Nomor 65
Tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 menetaphan bahwa kepen
tingan umum adalah kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah dan selanjutnya dimuliki atau akan dimiliki oleh pemernntah
atau pemerintah daerah Rumusan i hampir sama dengan rumusan hepentingan
umum versi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Bedanya adalah mengenai

tidak boleh digunakan untukh mencarn heuntungan yang tadinya terdapat dalam
Keputusan Prestden Nomor 55 Tahun 1993 menjadi hilang dalam Peraturan Pre
stden Nomor 65 Tahun 2006 jo Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

Hilangnya rumusan tidak boleh digunakan untuk mencart keuntungan 1m

banyak menuai komentar negatif dar berbagai kalangan khususnya para akademisi

dengan mengatakan bahwa rumusan 1tu dihulangkan berkat lobr lobr dar1 pengusaha
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Terhadap komentar tersebut penulis memberikan tanggapan sebagai berikut

a Secara ideal memang kegiatan hepentingan umum tersebut tidak boleh digunakan
untuk mencart keuntungan bahkan kalau bisa gratis alias tidak bayar sama se
kali

b Jiha unsur ‘udak boleh digunakan untuk mencart keuntungan dipaksakan harus
dimuat dalam rumusan kepentmgan umum hal 1tu berarti bahwa negara atau pe
merintah harus memonopoli semua hegiatan kepentingan umum tidak boleh di
serahkan hepada Badan Usaha Milik Negara apalagi milik swasta

¢ Kalau monopol yang terjadi apakah pemerintah mempunyar dana dan sumber
dava manusia untuh membiayar dan mengurus seluruh kegiatan kepentingan
umum ? Apakah monopoh tidak bertentangan dengan Undang Undang ? 7

d Memaksakan unsur tidak boleh digunakan untuh mencan keuntungan hal 1tu
berarti membatasi objek atau kegtatan kepentingan umum yang artinya kebutuh
an masy arakat akan kepentingan umum menjad: terbatas sehingga pada akhimy a

merugihan masyarahat itu sendirt

4 15 5 Kepentingan Umum Harus Diselenggarakan Pemermtah

Berhubung karena kepentingan umum menyangkut hajat ludup orang bany akh
maha kepentingan umum 1tu harus dyamun kelangsungan dan keamanan operasio
nalnya, baitk dan segt tehnis maupun nonteknis sepertt masalah hukum

Oleh karena 1tu maka pemerintah dengan kewenangan yang diberikan oleh
negara harus berperan sebagar penyelenggara kepentingan umum yang meliputi pe
ngaturan pembinaan pengusahaan dan pengawasan >’' Jadi mengenar hepentingan
umum 11 tidak cukup hanya dengan kata dilahsanakan oleh pemerntah melam
kan harus dengan kata diselenggarahan oleh pemerintah karena kata diseleng
garahan mempunyar pengertian yang lebih luas dan dalam dibandinghan dengan

hata dilaksanahan Dengan demikian suatu badan usaha milik pemermtah ataupun

¥ 1 1hat Indonesia Undang Undang Tentang Larangan Praktek Monopol: Dan Persamgan Usaha
Tidak Sehat UU No 5 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No 33 TLN No 3817

3! Lihat Catatan Kaki No 245 305 306 307 dan 312 313 314 Konsep pengusahaan jalan tol di

Indonesia dapat menjadi-model untuk pengusahaan kepent ngan1mum pada bidang lamnnya
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milik swasta tidak dapat secara sepihak membangun fasilitas kepentingan umum tan
pa adanya yin dant pemerintah sebagar penguasa yang menyelenggarahan hepenti

ngan umum

415 6 Kepentingan Umum Harus Dimiliki Pemerintah

Berhubung karena kepentingan umum menyanghut hajat hidup orang banyak
maka kepentingan umum 1tu harus dyamin kelangsungan dan keamanan operasional
nya baik dar seg1 tehnmis maupun non tekms seperti masalah hukum

Apabila operator suatu keglatan kepentingan umum menghadapi masalah hu
Khum d1 pengadilan maka ada kemungkinan bahwa pthak lawan akan mengajukan st
1a jamman terhadap aset pthak operator yang berupa bangunan fistk kepentingan
umum dimaksud Kalau hal 1tu sampai terjadi maka tentunya penyitaan tersebut
akan sangat menggangu bahkan dapat menghentikan layanan kepentingan umum ter
sebut atau kepentingan umum tersebut tidak dapat berjalan atau operastonal Akibat
nya adalah masyarakat sebagal pengguna jasa kepentingan umum tersebut akan me
ngalami kerugian

Hal lamn yang mungkin terjadi adalah bilamana barang atau bangunan fistk
hepentingan umum tersebut dyadikan sebagar jamunan utang ke lembaga keuangan
atau lembaga perbankan Kalau utang tersebut suatu saat dalam headaan macet maka
pthak kreditur dapat melakukan lelang eksekus: terhadap barang atau bangunan fisih
kepentngan umum tersebut

Berdasarkan hal tersebut maka merupakan suatu keharusan bahwa pemerin
tah harus berkhedudukan sebagai pemilik atas barang atau bangunan fisik kepentingan
umum Kalau pemerintah sebagai pemulik atas aset kepentingan umum tersebut ma
ka sesuai dengan ketentuan undang-undang "> terhadap aset negara atau pemerintah

tidak boleh dilakukan suatu penyitaan secara hukum

372 1 that Indonesta Undang Undang Tentang Per bendaharaan Negara UU No 1 Tahun 2004
LN Tahun 2004 No 5 TLN No 4355 Pasal 50 butir d yang menyatakan bahwa Pihak manapun
dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tak bergerak dan hak kebendaan lainnya mulik negara/
daerah jo Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblaad Tahun 1925 No 448 sebagaimana telah
beberapa kal1 diubah, terakhur dengan UU No 9 Tahun 1968 LN Tahun 1968 No 53 TLN No 2860
Tanah milik negara yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka menjalankan tugas
kenegaraan dalam hal 1m melaksanakan pembangunan nasional tidak dapat diletakkan sita jaminan
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Dalam perjanjian pengusahaan jalan tol antara pemerintah dengan swasta.
secara tegas dinyatakhan bahwa tanah tempat dibangunnya jalan tol termasulk jalan tol
dan bangunan yang ada di atasnya, adalah milik pemenntah dan tidak boleh dijadi
kan sebagar jaminan utang terhadap pthak manapun juga Hal 1 berarti bahwa aset
kepentingan umum tersebut berada dalam keadaan aman secara hukum hal mana
merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayanan untuk kepentingan umum

Dalam perkara gugatan perdata, Kasus Mustafa Rachman v PT Jasa Marga
(Petrsero) No 188/Pdi/2005/PN Jak Tim Penggugat dalam gugatannya mengaju
Khan Sita Jaminan terhadap tanah yang diklam sebagai miliknya, yang notabene
sudah memnjad: jalan tol Majelis Hahim mengabulkannya dengan mengeluarhan
Penetapan Sita Jaminan

Pada waktu juru sita Pengadilan Neger Jaharta Timur melaksanakan penyita
an ke lohast maka juru sita tersebut tidak dapat melaksanakan penyitaan dengan ala
san bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat ternyata sudah berubah menjadi
Jalan tol yang menjadi aset atau milik pemerintah sehingga secara hukum penyitaan
tidak dapat dilaksanakan Akhimya dalam putusannya, Majelis Hakim menolak sita
Jjamman yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa tanah sengheta telah
berubah menjadr aset negara yang tidak dapat disita sebagaimana ternyata dalam
Berita Acara Sita Jammnan No 188/Pdt G/2005/PN Jht Timjo No 15/CB/2005 tang
gal 25 Agustus 2005

Berdasarkan uraian dan contoh kasus di atas jelas kiranya apa urgensinya ba

rang atau bangunan fisik kepentingan umum harus menjadr milik pemerintah

4 15 7 Konstruhst Hukum Jalan Tol
Siapapun yang menjad: iy estor dan/atau operator jalan tol baik badan usaha
(muilik pemernntah atau milih swasta nasional ataupun pihak asing) maka honstruksi

hukum jalan tol adalah sebagar berikut

Hal mana secara tegas diatur dalam Pasal 65 dan 66 UU No 9 Tahun 1968 Tentang Perbendaharaan
Indonesia (Indische Comptabiliteitswet) dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2539 K/PDT/1985
tanggal 30 Juli 1987 _
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Kepemuilikan atas jalan tol berada ditangan pemernntah artinya sertipikat tanah
jalan tol tercatat atas nama pemerintah cq Departemen Pekerjaan Umum dengan
alas hak berupa Hak Pakai

Tanf jalan tol dikendalikan dan ditentukan oleh pemerintah cq Menten Peker
Jjaan Umum

Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dikendalikan dan dilaksanakan
oleh pemernntah cq Panitia Pengadaan Tanah

Peruntuhan dan manfaat jalan tol adalah untuk kepentingan seluruh lapisan ma

syarakat tanpa kecuali

Pembinaan terhadap jalan tol berada di tangan pemenntah selaku penguasa dan
pemulik atas jalan tol

Penyelenggaraan terhadap jalan tol berada di tangan pemerintah

Pengaturan terhadap jalan tol berada di tangan pemerintah ¢q Badan Pengatur
Jalan Tol selaku regulator
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BAB YV
PENUTUP

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan pada Bab I kajan teoritis
terhadap kepentingan umum yang ada pada Bab I dan sejarah peraturan pengadaan
tanah untuk pembangunan kepentingan umum pada Bab IIl serta pembahasan
dan/atau analisis yang dibuat pada Bab IV maka pada Bab V in1 penulis membuat

Kesimpulan dan Saran sebagai berikut

51 Kesimpulan
1 Dalam kajian teoritis kritena kepentingan umum adalah sebagai berihut
a merupahan hepentingan bangsa dan negara,
dan/atau Lhepentingan rakyat banyak/masyarakat luas
dan/atau kepentingan pembangunan
dan/atau kepentingan perehonomian negara,
dan/atau kepentingan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat
b dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara,
tidak boleh diprivatisasi
d tidak digunakan untuk mencan keuntungan

e ditetaphan dengan undang undang

Seiring dengan rumusan dan ruang lingkup kegiatan kepentingan umum yang
masih sering berubah ubah maka kriteria kepentingan umum juga sering
berubah antara peraturan yang terdahulu dengan peraturan yang menggan

tikannya
Walaupun ada perbedaan knteria kepentingan umum antara peraturan yang
terdahulu dengan peraturan yang menggantikannya, knteria kepentingan

umum vyang terdapat dalam peraturan tentang pengadaan tanah bagi

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (sejak Undang Undang
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Nomor 20 Tahun 1961 hingga Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006)
adalah sebagai berthut
a merupahan kepentingan bangsa dan negara

dan/atau kepentingan masyarakat luas

dan/atau kepentingan rakyat banyak/bersama

dan/atau kepentingan pembangunan

dan/atau hepentingan seluruh lapisan masyarakat

dan/atau kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat
b dilakukan oleh instansi: pemerntah,

dan/atau dilaksanakan oleh pemermntah atau pemernintah daerah
¢ dimiliki oleh pemenntah

dan/atau dimilikt oleh pemerntah atau pemermtah daerah

dan/atau akan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah
d tidak digunakan untuk mencan keuntungan

Asas kepentmgan umum dalam ketentuan hukum positif Indonesia tidak
diterapkan secara honsisten karena rumusan dan ruang hngkup kegiatan ke
pentingan umum masth sering berubah ubah seiring dengan perubahan suatu

peraturan akibat dart perubahan ornentasi politik pembangunan pemerintah

Masalah hukum yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan
jalan tol adalah sengheta mengenar ganti rugt yang meliputt besarmnya milat
atau harga tanah masalah perbedaan luas tanah pembayaran gant: rugi yang

salah subyeknya, dan tuntutan ganti rugi oleh orang yang tidak berhak

Sejauh peneliian penulis tidak ada masalah hukum yang muncul dalam
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol berupa sengketa penolakan
dann warga masyarakat yang menyatakan bahwa jalan tol bukan merupakan

kepentingan umum
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Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap kajian teoritis asas kepen
tingan umum dan peraturan tentang pengadaan tanah bagt pelaksanaan pem
bangunan untuk kepentingan umum maka jalan tol idakh memenuhi kriteria
kepentingan umum, karena tidak dilaksanakan oleh pemerintah digunakan

untuh mencart keuntungan dan tidak ditetaphan dalam undang undang

Saran

Berhubung karena kepentingan umum merupakan hepentingan dasar manusia
yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untukh kepentingan umum harus diatur dalam
undang undang (tidak cukup Peraturan Presiden) karena sebagai hajat hidup
orang banyak harus melibathan lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rak
yat) sebagai lembaga resmu wakil rakyat

Mengenal rumusan hepentingan umum, disarankan agar memuat hriteria se
bagar berihut

a merupahan kepentingan seluruh lapisan masyarahat

b diselenggarahan oleh pemerintah

dimliki oleh pemernintah

o O

dilaksanakan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan badan
usaha (milik negara atau swasta) dan
e tanfnya ditentukan oleh pemernntah dengan persetujuan Dewan Perwa

kilan Rakyat

Disamping rumusan kepentingan umum tersebut tetap juga diperlukan ada
nya daftar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yang dibuat se
cara terperinct dalam undang undang dimaksud Daftar kegiatan i dibuat
guna menghmdan penafsiran yang berbeda beda dan penyalahgunaan terha

dap rumusan kepentingan umum itu sendirt
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Kegiatan atau usaha kepentingan umum tersebut tidak perlu atau tidak harus
dilahsanakan oleh pemerintah melalur departemen teknisnya akan tetap:
boleh diserahkan hepada perusahaan milik pemerintah dan/atau pihak swasta
dalam rangka kerja sama pemerintah swasta untuk melaksanakannya sebagai

operator bukan sebagai pemilik
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